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ABSTRAK

Nama : Heri Subagyo
Program Studi > Imu Hukum/Hukum Tentang KeéeagmEkonomi
Judul Skripsi . Tinjauan Hukum MengeRerbandingan Antara

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan
Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya
Dalam Menyediakan Akses Kredit Bagi
Masyarakat

Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan padannya dan lembaga
keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjant/Usaha Simpan Pinjam
Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyaiquian karakteristik .

Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembagablaga tersebut tentang
penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumngpada masyarakat.
Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukwangynormatif. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yangedigkan oleh lembaga
keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta pemnigash hukum yang tegas
pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulisgeim mengakses kredit
karena masalah prosedural dan obyek jaminan (ajjuS8adangkan akses kredit
pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengakam kepentingan

anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlinduhglkumnya kurang tegas
pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supgsgraerintah memperluas
akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungé&orhoya kepada masyarakat
dalam memudahkan akses kredit.

Kata kunci:
Lembaga Keuangan, Akses kredit, Perlindungan Hukum.

iX

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



ABSTRACT

Name : Heri Subagyo
Study Program : Law/ Majoring Law OnoBomic Activity
Title : Overview of the Law Caraing the Comparison

Between Savings and Loan Cooperatives / Savings
and Loan Cooperatives Business Unit And Other
Financial Institutions in Providing Access to Ciedi
for Public.

This thesis discusses about financial institutiongeneral and formal non-bank
financial institutions Saving and Loans CooperativeSavings and Loans
Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of ekhihave different
characteristics. This thesis provides a comparigbithese institutions on the
provision of access to credit and legal protectmthe public. Writing this using
the normative legal research methods. The studgleded that access to credit
provided by financial institutions is wide opengeople and protection of the law
firm public settings but have difficulty in accesgicredit because of procedural
and object security (collateral). While access ftedit at KSP / UUSPK more
limited because he prefers the interests of membefsre the others and the
protection of the law is less strict settings. Tésults suggest that the government
should expand access to credit and increase tla¢ $afeguards to the public in
facilitating access to credit.

Keywords:
Financial Institutions, Credit Access, Protecticanl.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai inteasiedilalam
aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini banabaik, maka lembaga
keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tamB&hfitas ekonomi disini
tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakaabtér besar atau kecil,
karena yang membedakan hanya besarnya nilai tabdralasarkan skala usaha.
Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memaraatlembaga keuangan juga
akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehinggayaupeneningkatkan
pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakigkeyan cara yang produktif
dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga @eoartermasuk usaha
produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melahwalk sarana dan
program baik yang bersifat langsung maupun tak siang. Usaha ini dapat
berupatransfer paymentari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan
pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupsahau yang bersifat
produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentwkicro credit’ Secara
hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit milgngan upaya pengentasan
kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah loagng yang akan menjadi
pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini turdaahberkembang akan
terentaskan karena menjadi pengusaha

Dalam konteks pembangunan ekonomi, khususnya dinegla, peranan

pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan paraupakdha menjadi bagian

"Wiloejo Wirjo Wijono,” Pemberdayaan Lembaga Keuamddikro Sebagai Salah Satu
Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit MamutMata Rantai Kemiskinan,”
http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/pemberdayaaéga-keuangan-mikro.htrdiunduh 25
September 2011, pukul 11.30 WIB.

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



integral dan tidak dapat dilepaskan satu sama Remerintah sebagai pembuat
dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberken yang kondusif bagi
dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik pemvankupun bukan bank
serta para pelaku usaha di lapangan mampu memaniadtebijakan dan
melaksanakan kegiatan usaha tersebut dengan |Ig@acay,pada gilirannya dapat
mendorong pertumbuhan dan percepatan pembanguoaarek

Berbicara tentang masyarakat luas di Indonesia rtidkl akan terlepas
dengan salah satu pelaku usaha yang memiliki eksispenting namun kadang
dianggap terlupakan dalam percaturan kebijakan edjen ini adalah Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal jika&itmengenal lebih jauh dan
dalam, peran UMKM bukanlah sekedar pendukung ddtamtribusi ekonomi
nasional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari bgebadata empiris yang
mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalpenekonomian
Indonesia yang diindikasikan oleh :

a. Jumlah UMKM pada tahun 2005 tercatat sejumlah 44y6® unit atau
99,9% dari jumlah total unit usaha.

b. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat mea&egn lebih banyak
kesempatan kerja bila dibandingkan dengan invesiasg sama pada
usaha besar. Sektor UMKM menyerap 77,68 juta tekaga atau 96,77%
dari total angkatan kerja yang ada.

c. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup sigkadn, yakni
sebesar 54,22% dari total PDB.

Namun demikian, jika UMKM masih jauh juga belum pak berkembang
dan masih jauh dari harapan, maka diperlukan Kamjayang lebih kondusif,
koordinatif dan integrated dalam membenahi sektangy paling banyak
menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk dapamahami permasalahan
UMKM kita harus melihat banyak dimensi dengan peksp yang luas. UMKM

dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain, lkapeenasaran, produksi, Sumber

2 Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugrotigkonomi Kerakyatan : Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah, Dinamika dan Pengembang@et.1. (Jakarta : Penerbit Universitas
Trisakti, 2009), hal. 5.

Universitas Indonesia
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Daya Manusia (SDM) dan manajerial, legalitas, kegaandan permodalan,
ketenagakerjaan dan aspek lainnya. Dari berbaggankalilapangan aspek
permodalan sering menjadi isu penting.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan ydrapagi oleh
UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKMYatama dari lembaga-
lembaga keuangan formal seperti perbankan, menigabaimereka bergantung
pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumberegunmi beraneka ragam
mulai dari pelepas uangeftenin hingga berkembang dalam bentuk unit-unit
simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain

Menurut Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Ketagan
Koperasi dan UKM, ada tujuh indikasi penyebab kemulUMK mengakses dana

perbankan, yaknf':

Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan
Anggapan berlebihan terhadap risiko kredit
Biaya transaksi kredit relatif tinggi

Persyaratan bank teknis kurang mampu dipenuhi
Terbatasnya akses terhadap ekuitas

Monitorong dan koleksi kredit tidak efisien

Ny 9 M Vg N

Bantuan teknis disediakan, biaya pelayanan mahaturinya
bank belum terbiasa dengan pembiayaan UMK

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangammef ini lebih
mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yahi fleksibel, misalnya
dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yangktisieketat persyaratan
perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredithnHnerupakan salah satu
indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuanf@mal sesuai dengan

kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan jeyabn sesuai skala

® Ibid.
* Mohammad IgbalMendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : Mengikugjak

Mohammad Yunus-Peraih Nobel 2008 Dengan GrameeR-Rgg Cet.1. ( Jakarta : Elex Media
Komputindo, 2010), hal. 4.
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dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembagsngan informal ini
kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan MikrdV(LK

Namun sangat disayangkan, bahwa keberadaan LKMmbehendapat
tempat yang jelas dalam perekonomian nasional sé@haga lembaga keuangan
lainnya seperti perbankan (termasuk didalamnya &l dan BPR), asuransi,
perusahaan pembiayaan. Keberadaan perbankan felain secara jelas dalam
Arsitektur Perbankan Indonesia (APIl) dengan Ban#ohesia sebagai motor
penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh paaterberupa Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkéer&daan perbankan.
Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkangienkeberadaan LKM yang
telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKMg/geranannya dalam
Produk Domestik Bruto (PDB) sangat be%ar.

Salah satu persoalan mendasar yang selalu dibatdmgai pihak
mengenai UKM yaitu permodalannya. Pemula usaha skéalu bertanya dari
mana modal usaha diperoleh. Modal usaha diartikama dyang dipergunakan
usaha agar dapat berlangsung umurnya. Modal usgbat guga diartikan dari
berbagai segi yaitu modal pertama kali membukaajsaiodal untuk melakukan
perluasan usaha dan modal untuk menjalankan usdtai#ari. Modal usaha

dapat diperoleh dari berbagai macam cara yditu :

1. Dari dana yang dimiliki sendiri,

2. Menggadaikan barang yang dimiliki baik ke lembaga formal dan
lembaga formal.

Melakukan pinjaman kepada lembaga non-formal,

Modal dengan menggunakan kekuatan pemasok.

Modal dengan bergabung dengan pihak lain atau dildengan mitra,

o g bk~ w

Mendapatkan modal dana institusi formal bukan bgakni melalui

Perum Pegadaian dan melalui koperasi simpan pinjam,

® Ibid., hal. 5.
® Ibid.
" Adler Haymans ManurungModal Untuk Bisnis UKM : Panduan Mudah Mendapatkan

Dana Perbankan, Pegadaian, Koperasi, Pasar Mp@ait.1. ( Jakarta : Kompas Media Nusantara,
2008), hal. 16- 51.
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7. Dana usaha dari Perbankan,
8. Mendapatkan dana dengan secara modern yang didenghn pasar

modal.

Pertama,modal dengan dana sendiri memberikan arti bahwa tersebut
dipersiapkankan oleh pebisnis yang bersangkutardaMiersebut dapat berasal
dari tabungan, menjual barang yang dimiliki daakighernah dipergunakan lagi,
menagih dana yang dipinjamkan kepada pihak®ain.

Kedua, modal dengan menggadaikan barang yang dimilikinya.
Menggadaikan barang maksudnya yaitu pemula usahalapatkan dana kas
yang diinginkan dengan cara menyerahkan barang giamki, dan akan ditebus
kemudian dengan jasa atas menggadaikan baranguerdasa yang dibayarkan
oleh si pengusaha adalah jasa menggunakan dananasgberiode yang
diperjanjikan. Jasa ini sering juga disebut bungagyharus dibayar pengusaha
selama periode uang dipergunaRan.

Ketiga, adalah modal yang diperoleh dengan pinjaman. iRemayang
dilakukan masih tidak memerlukan agunan atau jambwang. Adapun sumber
pinjaman dapat dilakukan dari berbagai sumber arlan melakukan pinjaman
kepada keluarga terdekat, melakukan pinjaman kefeaaan terdekat, melakukan
pinjaman kepada lembaga nonformal di dekat rumatiaknkan penarikan dana
melalui kartu kredit yang dimiliki, melakukan pinj@an dari bank yang dikenal
dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan selanjutnyalakukan pinjaman
kepada lembaga keuangan yang memberikan pinjamarandi pengusaha
memiliki agunan seperti tanah dan surat berhaigaya®

Keempat, mendanai usaha dengan melalui pemasok. Pemasd&hada
sebuah usaha yang menghasilkan produk baik badamgupun bahan setengah

jadi yang dipergunakan pihak lain menjadi bahanubaktuk menghasilkan

® Ibid.
? Ibid.

10 | pid.
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produk jadi maupun setengah jadi atau juga pihalgy yaenjadi distributor sebuah
produk untuk dijuat’

Kelima, mendanai usaha dengan mitra usaha. Bermitra dbat&mmsaha
adalah melakukan atau menjalankan bisnis dengaarjpekama dengan pihak
lain dalam bentuk modal maupun pengembangan bismisArtinya, seorang
pengusaha ingin mendirikan bisnis baru atau jugage®mbangkan usaha yang
ada, maka pengusaha ini mengajak pihak lain yangilike kemampuan sesuai
kebutuhan pengusaha yang ingin bermitra tersebmuribhya orang melakukan
mitra karena adanya kecocokan antar pengusahauetée

Keenam,Sumber dana usaha diperoleh dari sumber nonusistiirmal
dan merupakan kemauan serta tanpa jaminan sudahiaffiu sebelumnya.
Sumber dana untuk usaha melalui lembaga formal hsumdmyak tersedia di
Indonesia, seperti bank, lembaga keuangan non Hanklembaga lain yang
mendapat izin dari pemerintah akan diuraikan meaigemmber dana usaha dari

pegadaian dan koperasi.

a. Pegadaian

Perum pegadaian mendapatkan dana dari berbagaiesuamiuk
penyaluran kreditnya. Adapun sumber dananya yaitjaman dari
perbankan,Revolving Underwriting Facility(RUF), dan penerbitan
Promissory Notes(PN), serta penerbitan obligasi. Pinjaman ke
perbankan merupakan fasilitas Kredit Modal Kerja{K), Pinjaman
Rekening KoranNloney Market Loan Pinjaman ini berjangka waktu
satu tahun dengan jaminan fidusia berupa piutangatenilai jaminan
100-125 persen dari nilai pinjaman. Perusahaan apatkian
pinjaman musyarokah dari Bank Muamalat untuk megabiaisaha
gadai syariah. Perum pegadaian sangat aktif mekameminjaman
kepada kelompok masyarakat kecil baik yang berusadngppun untuk
kepentingan sehari-hari. Total penyaluran pinjandécelompokkan
menjadi Usaha Gadai, Usaha Syariah, UKM dan Kréalitnya.

"bid.
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Berdasarkan uraian diatas pemilik usaha mikro dawcil ktidak
mempunyai persoalan besar bila mencari dana kerp&wegadaian.
Syarat-syarat yang diharuskan oleh Perum Pegadadidak
menyulitkan para pengusaha mikro dan kecil. Biagagydikeluarkan
oleh para pengusaha mikro dan kecil juga tidak rodgzndingkan
dengan yang terdapat di pasar.
b. Koperasi Simpan Pinjam

Pengusaha dapat memperoleh pinjaman dari koperasguk u
mengembangkan usahanya atau memulai usahanya. iBiia
mendapatkan dana memulai usaha, pengusaha harjsdmemggota
koperasi tersebut. Biasanya, koperasi memberikajarpan kepada
anggotanya setelah anggota tersebut menjadi anggtiama periode
tertentu tergantung dari Anggaran Dasar dan AnggBtanah Tangga
koperasi yang bersangkutan. Periode tersebut jassstelah menjadi
anggota langsung dapat melakukan pinjaman dan ada yang

minimum tiga bulan bahkan ada yang lebih panjakgeasesatu tahun.

Ketujuh, dana usaha dari perbankan. Bank merupakan jantung
perekonomian sebuah Negara, karena dana yang kKamupara pengusaha
mengalir dari bank tersebut. Semua pengusaha sékpikir bahwa bank
merupakan tempat untuk mendapatkan dana, baik umtakaulai maupun
pengembangan usaha. Kelihatannya semua bank matiggehyaluran kredit
kepada pengusaha.Pengusaha yang diberikannya grgaribsi dan termasuk
kredit kepada UKM. Pengusaha melakukan pinjamarb&ek menginginkan
jaminan.Jaminan yang diberikan yaitu, tanah kosdaagah dan bangunannya.
Dana yang diperoleh pengusaha tidak sebesar dai jaiminan tersebut dan
biasanya paling besar 80 persen dari nilai jaminAdapun bank yang
memberikan pinjaman kepada pengusaha bank pewnedikyat, bank lokal dan
bank bank asing’

Kedelapanmendapatkan dana dengan secara modern yang ddesrgdn
pasar modal. Pendanaan modal usaha (perusahaaat)dillagukan dengan tiga

model yaitu laba ditahan, pinjaman dan modal sah&falaupun sebenarnya

13 | bid.
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UKM dapat memperoleh dana dengan cuma-cuma mep@nasok, pegawai,
pajak dan sebagainya yang dikenal dergmontaneous financind.aba ditahan
dan modal saham tidak mungkin diandalkan para UKMuki meningkatkan
usahanya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki ldapa ekuitas juga cukup
mahal. Salah satu cara yang terbaik dapat dipekgnngaitu pinjaman. Pinjaman
dapat dilakukan dengan pinjaman privat dan pinjamablik. Pinjaman privat
yaitu pinjaman kepada beberapa pihak dan bankarfam ini juga mempunyai
kendala bagi UKM karena harus memiliki jaminan ganjaman privat bukan
bank juga mempunyai kendala tambahan yaitu tindgkatga yang tinggi.
Pinjaman publik merupakan salah satu cara yangitetimrus dilakukan untuk
membantu UKM dalam rangka mendapatkan dana pen#naysupaya
perkembangannya dapat lebih cepat. Pinjaman putilinerupakan penerbitan
surat utang publik yang dikenal dengan obligasiigabi tersebut diterbitkan oleh
UKM dan dijual ke publik dengan jumlah denominaang cukup kecil yaitu
minimum Rp 1 juta. Obligasi ini selayaknya mendgpatinan dari Kementerian
Koperasi dan UKM (KUKM) karena departemen terseberupakan organisasi
pemerintah yang melakukan pembinaan dan super¥isé. tJ

Pada sisi lain. Perbankan juga sedang giatnya nigakterobosan untuk
dapat membiayai UKM. Perbankan umumnya mensyaratkbéM harus
memiliki jaminan jika ingin menyalurkan kredit ke KM. Bila Perbankan
membeli surat utang UKM dan dinilai setiap hari,nda&ila Perbankan
membutuhkannya, maka surat utang tersebut dapsl dig pasar surat utang.
Pembelian surat utang UKM oleh Perbankan akan medrape kinerjanya,
karena perbankan tidak perlu membuat cadangan laedit UKM yang
disalurkan, tetapi melalui mekanisme harga suetgitersebut di pasar.

Surat utang UKM dapat ditawarkan ke publik dengantban berbagai
pihak yaitu perusahaan sekuritas, notaris, konsuit&kum, perusahaan penilai,
akuntan publik dan lembaga administrasi efek deutsa sendiri. Untuk proses

pendaftaran ke Bapepam maka perusahaan sekuritgsny@lakukannya dengan

*bid.
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sebuah proses pendaftaran mengikuti peraturan Bapdi.A.1l; IX.B.1; dan
IX.C.1. Surat pernyataan pendaftaran penawaran digkikan ke Bapepam,
Bapepam akan memproses kelengkapan dokumen sésteai dan memberikan
efektif untuk dapat ditawarkan ke publif.

UKM menerbitkan surat utang yang ditawarkan ke jpudéngan bantuan
profesi penunjang pasar modal. Perusahaan sekdataprofesi penunjang pasar
modal dapat digantikan oleh financial advisory, akekan pendaftaran
penawaran efek secara keseluruhan, artinya, kegigag dilakukan profesi
penunjang pasar modal dapat dilakukannya dengaatacaprofesi penunjang
tersebut tetap bekerja dengan rincian biaya sejplentukan oleh financial
advisory. Financial advisory tersebut mempunyaianst perusahaan penilai,
konsultan hukum dan akuntan publik yang terdaftarBdpepam.Sebaiknya,
financial advisory ini terdaftar di Bapepam dan Keterian KUKM dengan
pembinaan dan pengawasan dari Kementerian KUKMn€ia& advisory ini
harus memiliki izin sebagai lembaga financial adis dari Bapepam dan
Kementerian KUKM dan izin perorangan dan tidak khsaya izin perorangan.
Surat utang tersebut selayaknya dijamin oleh Keermmt KUKM karena
wewenang pembinaan dan pengawasan UKM ada padark@iiae KUKM inil’

Peranan UKM yang besar dalam perekonomian membartup&nanganan
yang cukup baik. Penanganan tersebut dibutuhkaanddlidang pembiayaan
untuk pengembangan usaha. Bila UKM tersebut dibatatiam pembiayaan,
perkembangannya semakin besar. Beberapa penehti@enyebutkan bahwa
pendanaan/pembiayaan UKM umumnya dari modal sendiehingga
perkembangan usahanya kurang cepat. Oleh karenpasla, dibuat terobosan
baru untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pkiM térsebut'®

Berbagai permasalahan dalam masyarakat dan mikrg ygdapat pada
kebanyakan UKM dalam mengakses kredit pada lembkagangan yang ada,

dapat menghambat untuk berkembang dengan baik,tateau dalam

% bid.
7 bid.
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mengoptimalkan peluang yang ada. Kondisi terselermberikan isyarat bahwa
masyarakat dan kebanyakan UKM sepantasnya dibeb&atuan sesuai dengan
kebutuhannya®

Uraian latar belakang masalah diatas kiranya ddgaipulkan bahwa,
dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan keraiskipemberdayaan
UMKM mempunyai peranan yang penting mengingat UMKldih bersifat padat
karya. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh selddat karya memberikan
pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangarskieam melalui penciptaan
lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan mencipté@angan kerja baru
dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lel®hilk Namun demikian
keterbatasan yang dimiliki UMKM baik secara intdrmaaupun eksternal
menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih gémntuk melakukan
pengembangaff.

Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menglpad&ndahnya
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kuraegampilnya SDM,
rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen idf@nmasi pasar.
Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghageapmasalahan terkait
masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembagangan, khususnya kredit
investasi; dan keterbatasan akses pendanaan kedenkleuangan. Keterbatasan
akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salahyaatlisebabkan oleh
keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untukadikan jaminan kredit bank.

Dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dgieh informasi
bahwa kendala dalam memperoleh akses kredit dabdga perbankan sebagian

besar disebabkan oleh masalah jaminan dan propedggjuarf’

¥ bid.
2 pid.

2B| Kupang, “Kajian Kemungkinan Penjaminan KreditgBa&JMKM Dengan Dana
Pemerintah”, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/07B@CB-9099-437A-ACA4
1C31D80C284A/10679/Boks2KajianPenjaminanKredit.pdiinduh 17 Desember 2011, pukul
12.51 WIB.
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1.2. Pokok Permasalahan
Dari uraian diatas timbul pokok permasalahan yaagat dirumuskan
dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut :
“Apakah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpanj&n merupakan
pilihan terbaik bagi masyarakat dalam mendapatk&ses kredit ditinjau
dari segi hukum?”
Untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebbgrbpa hal perlu
dikaji terlebih dahulu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah posisi Koperasi Simpan Pinjam/Unithdssimpan Pinjam
sebagai penyedia kredit ditengah-tengah berbag#dga keuangan yang
ada di Indonesia?

2. Bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur mengeopetasi Simpan
Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi?

3. Dengan kerangka pengaturan yang ada, apakah Kop&iagpan
Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi sudah negikdin jaminan
atau perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakang
membutuhkan akses kredit?

1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitisecara umum dan tujuan

khusus, adapun tujuan tersebut yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah begikan gambaran
perbandingan mengenai posisi Koperasi Simpan Pibjain Simpan Pinjam
Koperasi sebagai lembaga keuangan dalam sisterng@uadi Indonesia serta
perbandingannya dalam menyediakan akses kredit rhagyarakat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagakbe
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1. Menguraikan secara jelas posisi Koperasi Simpangamitunit Simpan
Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan non bafdm sistem
keuangan di Indonesia.

2. Menguraikan definisi, landasan, asas, prinsip,aijdan jenis koperasi
pada umumnya.

3. Menguraikan kegiatan usaha simpan pinjam oleh lespdrerdasarkan
peraturan yang berlaku.

4. Menguraikan secara jelas peraturan-peraturan pangadndangan apa
saja yang terkait dengan pelaksanaan usaha sinmgampleh koperasi

5. Menguraikan perbandingan Koperasi Simpan Pinjant/Bimpan Pinjam
Koperasi dengan lembaga keuangan lainnya dalam edekan akses

kredit bagi masyarakat serta perlindungan hukumnya.

1.4. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok pedatzen, akan
diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapaah umum yang terkait
dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini dilraplapat menjawab
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini slgraya terjadi persamaan
persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakam-seanang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatabag@asarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonoakiyat yang
berdasarkan atas asas Kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yaggatannya hanya
usaha simpan pinjaff.

3. Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (UUSPK) adalaih koperasi yang
bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagdatatari kegiatan

usaha koperasi yang bersangkufan.

2 Indonesia/Undang-undang PerkoperasiablU No. 25 Tahun 1992, LN No.116Tahun
1992, TLN No. 3502, Ps. 1 angka 1.

% Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatisaha Simpan

Pinjam Oleh KoperasiPP No. 9 Tahun 1995. LN NO. 19 Tahun 1995. Lewubaktepas
Sekretariat Negara Tahun 1995, Ps. 1 angka 2.
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4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepagat@m-meminjam
antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihakiipjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentugatenpemberian
bunga®

5. Akses Kredit adalah akses modal atau pembiayaam pétuang dan
proses untuk mendapatkan pembiay@®embiayaan adalah penyediaan
dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Duniad)skmn masyarakat
melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukamk,buntuk
mengembangkan dan memperkuat permodalan.

6. Lembaga Keuangan adalah adalah semua badan yaatuiniegiatan-
kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang darindanyalurkannya
ke dalam masyarakat.

7. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yaberidan terhadap
subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yengifatpreventif
maupun yang bersifaepresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai sumtibgran dari fungsi
hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat membergwaiu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedani&ian.

1.5. Metode Penulisan
Bentuk penelitian yang digunakan Penulis dalam Igeare ini adalah

metode penelitian hukum yang normatif, yang serigebut juga penelitian

*|bid. Ps. 1 angka 3

% IndonesiaUndang-Undang PerbankatyU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun
1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 11.

% Deddy Edwar Tanjung, “Bl Beri Akses Kredit UMKM?” http://usaha-
umkm.blog.com/2011/03/02/bank-indonesia-beri-akksesit-umkm/ diunduh 11 Desember
2011, pukul. 11.05 WIB.

%" Indonesia,Undang-Undang Tentang PerbankadU No. 14 Tahun 1967, LN/TLN
Tahun 1967, Ps. 1 huruf b.

28 Prasko Abdullah, “Definisi Perlindungan Hukum”,
http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definislipdungan-hukunm/  diunduh 4 Desember
2011, pukul 12.20 WIB.
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hukum doktrinaf® Penulis memilih metode ini disebabkan karena phdarnya
penulis tidak menggali fakta yang terdapat padayaragat, melainkan hanya
berusaha mendeskripsikan fenomena yang ada. Péeulisaha mengetahui lebih
dalam mengenai akses kredit Koperasi Simpan PibjainUsaha Simpan Pinjam
Koperasi (KSP/UUSPK) jika dibandingkan dengan legabkeuangan yang lain.
Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu gunagkapkan akses kredit
sebuah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjarpefasi jika dibandingkan
dengan lembaga keuangan lainnya di Indonesia squenauran perundang-
undangan, secara teori-teori dasar perkoperasiemengaitkan pelaksanaannya
dalam lingkungan masyarakat dengan cara membarahnglal yang tertulis
dalam data sekunder dengan praktek yang terjatfipdingan untuk menambah
kesempurnaan penelitian ini.

Hal utama yang dibahas dalam penelitian ini adalehgenai akses Kredit
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopejial dibandingkan dengan
lembaga keuangan lainnya sebagai suatu fenomegenyamarik untuk diteliti.

Di dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunak@tode pendekatan
tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukanapAd metode yang

dipergunakan tersebut adalah :

1. Metode Kepustakaan yang bersifat yuridis. Haldisebabkan penelitian
ini adalah penelitian di bidang hukum atau yuridmska dinamakan
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dstpkaan. Untuk
mendapatkan data yang diperlukan bagi penulisaralat pengumpulan
data yang dipergunakan adalah studi dokumen atdwanbgustaka
sehingga data yang didapatkan ditinjau dari sunyl@ethnamakan data
sekunder. Data sekunder di dalam penelitian hukormatif mencakup®

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikadalam

penelitian ini, Penulis antara lain menggunakarebegia peraturan

2 Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsilsebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undang&w(in book$ atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan patokan berperilaku manusia yamgdap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan
H. Zainal,Pengantar Metode Penelitian Huku@et.1. (Jakarta : PT Raja Grafika Persada), hal.
118.

%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudijenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat,Cet. 4, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,)19@h 13.
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perundang-undangan yang berkaitan dengan permasaldng
tertulis.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekainer
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di dalamelp@n ini,
Penulis menggunakan antara lain hasil karya déank@an hukum.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang merkaeri
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukumeprilan
sekunder.

2. Wawancara

Di dalam skripsi ini penulis melakukan wawancaraasa langsung
dengan berbagai pihak pada beberapa Instansi yarigitt untuk
mendapatkan data pendukung yang diperlukan, deamgarlbu Siti

Lestari, selaku Kepala Sub Bagian Jaringan Data Bterencanaan
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah padggal 23
Desember 2011 mulai pukul 13.30 WIB sampai dengétesai dan Bapak
Nabil Hillabi sebagai salah satu pengurus KopekasiyawanMalacca

Strait Sejahtera Jakarta.

Di dalam bahan hukum primer, peraturan perundartiggan yang
dipergunakan antara lain meliputi Pembukaan Undamgang Dasar 1945,
batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Wn&apublik Indonesia
No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 188ting perbankan,
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1@9®ang Perkoperasian
dan juga peraturan-peraturan lainnya yang merupbhk&om positif atau hukum

yang berlaku dalam lingkup perkoperasian. Peratigaebut antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang $¥iakn Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keail Menengah
Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.Kukm/Xi/2008nt@ng Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Esiper

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kemil Menengah
Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/Ix/200htang Pedoman
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Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan rRingan Unit
Simpan Pinjam Koperasi;

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keail §enengah
Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.Kukm/Xi/200&t@ng Pedoman
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Bmitpan Pinjam
Koperasi;

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kemil Menengah
Republik Indonesia Nomor : 21/Per/M.Kukm/Xi/200&t@ng Pedoman
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpaan® Koperasi.

Di dalam bahan hukum sekunder, penulis juga merejgun sumber-
sumber yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yarggnuat teori-teori dan
pandangan serta pendapat para ahli, majalah, mubsita sumber tertulis lain
yang berhubungan dengan masalah Koperasi Simpgamn?unit Usaha Simpan
Pinjam Koperasi”

Di dalam bahan tertier, mengingat bahwa sumber-samang diperoleh
sangat minim dan terbatas, maka untuk kelengkapkmdpenelitian ini, Penulis
Jjuga menggunakan buku-buku yang banyak mengguniskitgah dalam bahasa
asing, oleh karena itu penulis membutuhkan banbhernpa kamus terjemahan
bahasa Inggris-Indonesia, sepeiack’s Law Dictionary, Oxford Advanced
Learner’s Dictionary Of Current Englisdan Kamus Besar Bahasa Indonésia.
Penggunaan sumber-sumber tersebut memuat teardiesar perkoperasian dan
pendapat-pendapat para ahli di bidang perkoperasai di tinjau dari peraturan
perundang-undangan maupun secara teoritis. Sundversarat kabar, majalah
dan buletin dipilih oleh penulis karena sumberuléestini banyak membahas

mengenai perkoperasian serta memberikan banyalddataformasi yang dapat

%1 Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hayduad) berkaitan dengan isi sumber
primer serta implementasinya. Contohnya Rancangatahy-Undang, laporan penelitian, artikel
ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiapptan penelitian, skripsi, tesis dan desertasi
termasuk dalam sumber bahan hukum sekunder. Lih&ti@nuiji, et.al, Metode Penelitian Dan
Penulisan Hukum Cet.1. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukimiwersitas Indonesia, 2005),
hal. 31.

32 Kamus merupakan data sekunder yang berupa surakemhtertier. Lihat Sri Mamudii,
Et.all., metode penelitian dan penulisan hukum.lbid.
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menunjang penulisan skripsi. Karena adanya ke#sha sumber informasi dari
buku-buku, jurnal-jurnal hukum lainnya, maka pesutielengkapi sumber data
dan informasi dengan mengambil data yang berasal jaianal-jurnal online
maupun artikel-artikel dari interngt.

Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diggasulis juga
menambahkan serangkaian wawancara tak berstruldserta buah pikiran
pribadi dari narasumber yang berkaitan dengan obkakya tulis ini**
Wawancara tak berstruktur ini digunakan untuk meatlean informasi yang
bukan baku atau informasi tunggal, khususnya esWwancara ini menekankan
pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran yangk tithzim, penafsiran
kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atap@ktistunggaf®

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepadaappihak yang
masing-masing mempunyai kompetensi dan pengetaljpag sangat cukup
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan benkaliengan penelitian ini.
Kedudukan pihak-pihak tersebut adalah sebagairnrdar sebab mereka adalah
orang-orang yang mengetahui secara praktikal kgaretan, tugas, kedudukan
maupun fungsit® Penulis juga melakukan kunjungan ke Koperasi Kaaya
Malacca Strait Sejahtera yang beralamat di Geduedu@g Landmark Jalan
Jendral Sudirman No. 1 Jakarta Selatan dan melakwisvancara dengan salah

satu pengurusnya. Wawancara tersebut sebatas meng&mbah wawasan penulis

% Jurnal-jurnal online dan artikel-ertikel dari imtet merupakan bentuk bahan pustaka
yang digolongkan kedalam Bahan Non-Buku. Bahanmda+ dapat berupa bahan pustaka yang
tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetakat LSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singlaét.1. ( Jakarta : Grafindo Persada, 2007),
hal. 29.

% Data pribadi maupunnstructured interviewingang dimaksud adalah those materials
in which people reveal in their own words theirwseof their entire life, or a part of it, or some
other aspect about themselvésLihat Steven J. Taylor dan Robert Bogdamiroduction To
Qualitative Research Method€et.1. (New York, London, Sydney, Toronto : JOMiley &
Sons, 1995), hal. 6.

% Lexy J. MoloengMetode Penelitian KualitatifCet.1. ( Bandung : Remaja Rosdakarya,
1993), hal. 138-139.

% penulis melakukan wawancara dengan pihak DepanteRerkoperasian Republik
Indonesia, yaitu dengan lbu Siti Lestari, selakup&a Sub Bagian Jaringan Data Biro

Perencanaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil daneihbah, tanggal 23 Desember 2011,
Pukul 13.30. WIB. Bertempat di Jalan Rasuna Sa#ylikg 3-4, Kuningan Jakarta.
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dalam mengembangkan pengetahuannya mengenai #atpekksanaan usaha
simpan pinjam koperasi tersebut terhadap anggotanya

Setelah seluruh data terkumpul, maka tahap beguadalah bagaimana
cara mengolah dan menganalisa data yang ada. Reagalan analisis data pada
dasarnya bergantung pada data itu sendiri. Dalamgamalisis permasalahan
maupun informasi yang telah didapat, penulis jugaakukan analisis secara
penafsiran, baik itu melakukan penafsiran secasangtikal, penafsiran secara
sistematis, maupun penafsiran perbandingan hukum.

Penulis melakukan analisis penafsiran mengingabaeepenelitian yang
dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah meto@mefitian normatif. Pada
metode penelitian normatif data yang paling bangaiunakan adalah data
sekunder, sehingga dalam mengolah dan menganaisanibahan yang ada
tersebut harus dilakukan penafsiran yang dikenahad@mu hukum.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan pesan dalam bentuk
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan petkindan menjelaskan
mengenai apa yang seharusnya dilakukan khususnjznaan dengan akses
kredit masyarakat yang diperoleh dari Koperasi @imginjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi dibandingkan dengan lembaga keunelaganya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penutisamaka penulis
membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bsdbtérterdiri dari sub-sub
bab, sehingga sistematika penulisannya adalah asielbagkut:

Bab 1 : Pendahuluan
Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakangujigan skripsi ini,
perumusan masalah, tujuan penulisan, definisi kmsigeal, metode penulisan,

dan sistematika penulisan.
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Bab 2 : Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Rijam Koperasi
Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia
Dalam bab ini penulis menjelaskan Koperasi Simpapaf/Unit Simpan

Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan non bhdnlahesia. Dalam bab ini
dijelaskan mengenai pengertian sistem keuangarhdgankeuangan, jenis-jenis
lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keudragén dan lembaga
keuangan non bank, kemudian dijelaskan pula tentamdpaga keuangan dan
kebijakan moneter serta sepintas tentang tinjaoaerasi pada umumnya dimana
koperasi merupakan bagian dari demokrasi ekonompdda akhirnya dijelaskan
bahwa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjamekag adalah sebagai salah

satu lembaga keuangan non bank di Indonesia.

Bab 3 : Kerangka Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam/nit Usaha Simpan

Pinjam Koperasi Di Indonesia

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang keramgkaturan antara lain
koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukngardesegala aspek-
aspeknya serta kerangka peraturan-peraturan yakgittelengan pelaksanaan
kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yandpuotelperaturan tentang
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh &sipgperaturan tentang
pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjeim kolperasi, peraturan
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen (SKdggrasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, peratusriang Pedoman Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpamaii Koperasi, serta
peraturan tentang Pedoman Pengawasan Koperasi isifdpgam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi.
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Bab 4 : Perbandingan Penyediaan Akses Kredit Dan Pé&dungan
Hukumnya Terhadap Masyarakat Antara Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuagan
Lainnya

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenaisseggy perkreditan
yang meliputi definisi kredit, dasar hukum, macameam kredit dan segi-seqgi
hukum dalam pelaksanaan kredit, kemudian menjatasieberapa kebijakan-
kebijakan perkreditan nasional kemudian dijelaskaefinisi akses kredit,
perlindungan hukum dan masalah-masalah yang mutatam kebijakan akses
kredit serta perbandingan antara Koperasi SimpammiUnit Simpan Pinjam

Koperasi dan lembaga keuangan lainnya dalam meskadiakses kredit dan

perlindungan hukum kepada masyarakat. Setelah nuttsakemudian penulis

memberikan contah upaya pemerintah sekarang dalempseriuas akses kredit

kemudian dilanjutkan analisa penulis.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi keslamp yang
merupakan jawaban atas pokok permasalahan dansaam baik refleksi atas
hasil temuan penelitian maupun apa yang seharwitafaikan pada masa yang

akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.
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BAB 2
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DALAM SISTEM
KEUANGAN DI INDONESIA

2.1. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan
Sebelum kita membahas tentang lembaga keuangamgkala baiknya

kalau kita terlebih dahulu membahas mengenai p&agesistem keuangan.
Sistem keuangan terdiri dari dua kata, yaitu “smstelan “keuangan”. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesisistem adalah perangkat unsur yang secara
terstruktur saling berkaitan sehingga membentuktusuatalitas, sedangkan
keuangan diartikan sebagai seluk-beluk uang atagaor uang. Jadi sistem
keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oletbagaslembaga yang
mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan selluk g bidang keuangan.
Sistem keuangan pada umumnya merupakan suatu &esastem yang dibentuk
dari semua lembaga keuangan yang ada dan yangaegitamanya di bidang
keuangan adalah menarik dana dari dan menyaluykakepada masyarakat.
Sistem keuangan di Indonesia dapat dikelompokkanjade dua, yaitu sistem
moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem motetdiri atas otoritas

moneter dan sistem Bank Umupoofnmercial bank®’

2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan

Secara umum perusahaan dapat dibagi menjadi duta, ygpertama
perusahaan keuangarfin@ncial enterprisg dan kedua, perusahaan bukan
keuangan rion financial enterprise Perusahaan bukan keuangan merupakan
perusahaan manufaktur yang menghasilkan produkpbeharang misalnya:
mobil, baja, computer dan atau perusahaan yang edekan jasa-jasa non

3" HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonesi@et. 4, (Jakarta : Kencana
Prenada Group, 2008), hal. 1.
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keuangan misalnya : transportasi dan pembuatarrggrogomputer. Sedangkan
perusahaan keuangan, umumnya lebih dikenal demsgjtahilembaga keuangan
(financial institutior), yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang

berkaitan dengari®

1. Transformasi atau perpindahan aset keuangan mefmsar. Yaitu
perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelaebtena gurplug
kepada pihak yang mengalami kekurangaefi€it). Ini merupakan fungsi
yang dilakukan oleh perantara keuanghna(cial intermediariep yang
merupakan peranan penting dari lembaga keuangaaydPan jasa
dilakukan oleh bank, perusahaan asuransi, dandupedan perusahaan
pembiayaan.

2. Perdagangan aset keuangan atas nama pelanggayan@elgasa yang
dilakukan oleh pialangofoker) untuk membeli atau menjual sekuritas atas
perintah pelanggannya.

3. Perdagangan aset keuangan untuk kepentingan peamsabkendiri.
Pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan (gleslen untuk
membeli atau menjual sekuritas untuk kepentingangadaan sendiri

4. Membantu membuat aset keuangan untuk pelangganmésmjual aset
keuangan tersebut kepada pelaku pasar lainnyaydPala jasa yang
dilakukan oleh perusahaan penjaminderwrite) dalam emisi saham.

5. Menyediakan konsultasi investasi kepada pelakurpasey lain.

6. Mengelola portofolio para pelaku pasar lain.

Lembaga keuanganfirfancial institutior) dapat didefinisikan sebagai
suatu badan usaha yang asset utamanya berbentelk kasgmngan fihancial
assety maupun tagihan-tagihancl@éimg yang dapat berupa saharstocR,
obligasi pondg dan pinjaman I¢ang, daripada berupa aktiva riil misalnya
bangunan, perlengkapaegluipment dan bahan baku (rose dan frasser. 1988 :
4)3°

% Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainny@et. 4, ( Yogyakarta : Ekonisia,
2010), hal. 1.

% |bid., hal. 2
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Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentaokpliRePokok
Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adataladgadan yang melalui
kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uaag thasyarakat dan
menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakatmbbga keuangan
menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginuestadananya dalam surat
berharga di pasar keuangafingncial market. Lembaga keuangan juga
menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulapeldindungan asuransi,
menjual program pensiun sampai dengan penyimpaaemnd-barang berharga
dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaranddartransfer darfa.

Proses transfer dana yang terjadi antara pihak yeeigbihan dana
(surplus uni} kepada pihak yang membutuhkan dasefi€it uni) pada umumnya
sangat memerlukan perantara atau mediator lembag@angan. Proses
intermediasi tersebut memberikan dua manfaat utdPeatama, memberikan
kesempatan kepada pihak surplus unit untuk menamamitananya dan
memperoleh keuntungan, sehingga membantu memabiliEma supaya tidak
menganggur. Kedua, proses tersebut akan memindatdiao dari penabung
yaitu dari surplus unit kepada lembaga keuangan ktpada pemakai dana
(deficit uni). Jadi keberadaan lembaga keuangan tersebut didieks agar
proses alokasi atau transfer dana dari pihak ssiyphit kepada pihak deficit unit

bias berjalan lebih efisieH.

2.1.2. Jenis Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem ganarSistem

keuangan merupakan suatu jaringan pasar keuangamauoi@ terdapat rumah
tangga, badan usaha, dan sektor pemerintah sgieggia sekaligus pihak yang
berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Futeysia sistem keuangan
adalah menstransfer dana dari pihak yang mengalarpius dana kepada pihak-
pihak yang mengalami kekurangan dadafi€it uni). Unit rumah tangga dapat
dikatakan sebagai pihak yang surplus apabila sabagendapatannya dapat

disisihkan dan di tabung di bank. Sebaliknya rut@aiyga di sebut sebagai pihak

“bid.

“bid.
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yang mengalami deficit, apabila untuk memenuhi keban dana mengambil
kredit dari bank. Demikian pula perusahaan adankalderstatus sebagai pihak
yang surplus dana tetapi dapat pula sebagai piaag ynengalami deficit dana.
Sebagai pihak yang surplus dana, apabila perusahaayetor kelebihan dananya
ke bank agar dananya tidak menganggur, sebalikayatderstatus sebagai pihak
yang mengalami deficit dana, apabila meminjam udingank untuk menambah
modal kerja atau untuk melakukan ekspansi. Dalanmhaank sebagai lembaga
keuangan berfungsi sebagai perantara keuarfigam¢ial intermediary.*?

Secara keseluruhan lembaga-lembaga keuangan yangadam sistem
keuangan di Indonesia adalah sebagai berfRut :

1. Sistem moneter
a. Otoritas Moneter
- Bank Sentral
b. Bank pencipta uang giral
- Bank Umum
2. Diluar sistem moneter
a. Bank Bukan Pencipta Uang Giral
- Bank Perkreditan Rakyat
b. Lembaga Pembiayaan
1) Perusahaan Modal Ventura
2) Perusahaan Sewa Guna Usaha
3) Perusahaan Anjak Piutang
4) Perusahaan Pegadaian
c. Perusahaan Asuransi
1) Asuransi sosial
2) Asuransi jiwa
3) Asuransi kerugian
4) Reasuransi
d. Dana Pensiun

*1bid., hal. 8.

“bid.
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e. Pasar Modal

—h

Pasar Uang

Perusahaan Reksa Dana

- @

Koperasi Simpan Pinjam.

2.1.3. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembag&euangan Non
Bank
Ada beberapa perbedaan antara bank dan lembagageeubukan bank,

antara lain*

1. Lembaga keuangan bank (disebut bank saja) merupdéarbaga
keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu mmemgun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana terselpdadiee masyarakat
dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegigaa keuangan
lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non bank (diskmbaga
keuangan lainnya) kegiatannya difokuskan pada sakin kegiatan
keuangan saja. Misalnya perusahaan modal venturyaluwekan dana
dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan gassansaha,
perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentakdaodal kepada
perusahaan penyewkegse@ pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk
pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang leger

2. Bank dapat secara langsung menghimpun dana dayana&st dalam
bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sedantg@mbaga keuangan
lainnya tidak dapat secara langsung menghimpun danamasyarakat
dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

3. Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapanhpengaruhi
jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanasyarakat yang
berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebalgdi pembayaran
dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek itaudiro, bagi bank
umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakang giral.
Sedangkan lembaga keuangan lainnya tidak dapatiptaken uang giral.

4 1bid., hal. 9
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Bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ataxgurangi daya
beli masyarakat. Dari berbagai jenis tabungan ydihgnpun dari masyarakat
(berupa giro, tabungan, dan deposito berjangkaphk bdapat memberikan
pinjaman atau kredit kepada rumah tangga (indivitdun) unit-unit usaha sehingga
dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sebalikbgak juga dapat
mengurangi daya beli masyarakat yaitu dengan mkatkgn suku bunga
deposito. Akibatnya mendorong individu dan unit hessauntuk menyimpan
uangnya di bank sehingga uang yang beredar di mastaberkurang dan
kemampuan daya beli masyarakat juga menfitun.

2.1.4. Lembaga Keuangan Dan Kebijakan Moneter

Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonobigsanya nampak
jelas pada waktu perekonomian tersebut berusaha&iptakan dan memelihara
suatu tingkat kestabilan ekonomi. Dalam masa pegwan umumnya disadari
betapa pentingnya peranan kebijaksanaan industri pdaduksi, kebijaksanan
pertanian, tetapi sering dilupakan orang betapatimprya kebijaksanaan
moneter. Umumnya kebijaksanaan moneter dianggagmgumempunyai peranan
yang menentukan bagi laju pertumbuhan ekonomi &patbalam masalah
pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan Eehenarnya peranan
kebijaksanaan moneter itu sangat besar pengaruhnioggi kemajuan
perdagangan, kemajuan industri, kemajuan keuargmempatan kerja dan hal-
hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Perlu disadahwa kebijaksanaan
moneter tidak saja mendorong pertumbuhan ekonortapitejuga dapat
mempertahankan kestabilan ekonomi serta mendor@mygsan kesempatan
kerja dan pemerataan pendapatan masyatakat.

Sistem moneter termasuk lembaga keuangan, merupsdk@ma untuk
pembentukan dana alokasi tabungan masyarakatnpiisg sarana lain seperti
kebijaksanaan fiskal dan penyisihan keuntungan saésaan. Dalam hal ini

diperlukan kebijaksanaan moneter oleh karena peimke&m tabungan yang

** Ibid.

“®bid., hal. 10.
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sangat diperlukan bagi sumber pembiayaan pembangkaa bisa menunjukkan
proses pembangunan itu sendfri.

Kebijaksanaan moneter yang dilaksanakan melaluibéga keuangan
yang terorganisir seperti bank Sentral, Bank Umank Perkreditan rakyat
(BPR) dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank,t dhganakan untuk
menggairahkan pembentukan dana masyarakat dan e@ankegiatan ekonomi
sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangHedijaksanaan moneter
dimaksudkan untuk mendorong pembentukan tabungasyarekat, kemudian
menyalurkan kembali tabungan tersebut melalui leyableeuangan dalam bentuk
penyediaan uang dan kredfit.

Kebijaksanaan moneter yang baik dan dilakukan pealktu yang tepat
dapat merupakan bantuan yang sangat berharga omtukngkatkan kegiatan
ekonomi, misalnya pengaturan persyaratan kredig yandah akan mendorong
pengusaha melakukan investasi atau mendorong k@sumsi para konsumen

sehingga bisa menambah kegairahan pasar dan keglaiaomi masyarakat.

2.2. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjm Koperasi Sebagai
Lembaga Keuangan Di Indonesia

2.2.1. Tinjauan Tentang Koperasi

Dalam rangka membangun identitas di bidang ekonodan
kemasyarakatan, kita perlu mendalami amanat P&dll3D 1945, terutama
karena Pertumbuhan kehidupan kebangsaan di bigaritaius kita laksanakan
secara konstitusional. Disain dari kerangka lamiageonomi Indonesia harus
bertumpu kepada pemahaman Pasal 33 UUD 1945 itusdfopenting dari Pasal
33 ini adalah apa yang disebut sebagai demokrasioski. Di dalam hal ini
termuat pengertian bahwa kedaulatan ada di taradgmat; jadi termasuk di dalam
hal ini kedaulatan di bidang ekonomi. Demokrasi aalah dari rakyat. oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam pidato Soekaamggal 1 Juni 1945 yang

" bid.
% Ibid.

4 hid.
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terkenal itu, terdapat pula ulasan mengenai dersokkaonomi ini. Yang menjadi
cita-cita perjuangan kebangsaan kita itu bukanékiedar demokrasi politik, akan
tetapi juga demokrasi ekonomi. Bahkan di dalamisrgzergerakan kebangsaan,
demokrasi yang diperjuangkan oleh bangsa Indoniggiameliputi tiga hal:
demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokkasiudayaan’

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahl®92 tentang

Perkoperasian adalah sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakaiy seorang atau
badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatabhagdasarkan
prinsip koperasi seakligus sebagai gerakan ekonakyat, yang berdasar
atas asas kekeluargan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indanesengandung 5 unsur
sebagai berikuf?

1. Koperasi adalah badan usalBsiness Enterpriseebagai badan usaha,
maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupelkamen kunci
dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sisterakdém gagal bekerja
tanpa memperoleh laba.

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau baadan hukum
koperasi. Ini berarti bahwa, koperasi Indonesiaabukumpulan modal.
Dalam hal ini, UU No. 25 tahun 1992 memberikan gimminimal orang-
orang (anggota) yang ingin membentuk organisasetasp (minimal 20
orang), untuk koperasi Primer dan 3 Badan Hukum efaf untuk
koperasi Sekunder. Syarat lain yang harus dipelaldth bahwa anggota-
anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yamg.

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerjdalsarakn “prinsip-

prinsip koperasi’. Menurut UU No.25 tahun 1992, &dprinsip Koperasi

0 PranarkaPasal 33 UUD 1945: Wawasan Dasar dan Konstruksi r@gienalnya
Cet.1. (Jakarta: Analisa 1986), hal. 1051

*! IndonesiaUndang-Undang PerkoperasiaOp.Cit. Ps. 1 angka 1

%2 Arifin Satio, Halomoan Tamba, Wisnu Chandra Kagti Koperasi : Teori dan
Praktek Cet.1. (Jakarta, Erlangga, 2001), hal. 15-18
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Indonesia dan ini akan diuraikan pada tulisan lgna. Secara singkat,
prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jatkdperasi.

4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyatberarti bahwa,
Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistekpapmian nasional.
Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak tsemata hanya
ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada makgaumum.

5. Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan” deagas ini, keputusan
yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilardiEsgan jiwa
kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seypggyherdasarkan
musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaarg dimaksud
adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dadiapsaktivitas yang

berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Tujuan Koperasi dalam UU. No.25 tahun 1992 tent®egkoperasian
koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotpada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun atatgrerekonomian
nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yasg,mnadil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasari945

Selanjutnya fungsi koperasi untuk Indonesia tegudalam UU No. 25

tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakatupaaisanya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sgsial

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertiugglitas
kehidupan manusia dan masyarakat

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kakudan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasagaeb
sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekan
nasional yang merupakan usaha bersama berdasaraatss
kekeluargaan dan demokrasi ekondfni.

Selanjutnya sifat koperasi, adalah :

*3 IndonesialUndang-Undang Perkoperasian, Op. CRs. 3.

% \bid., Ps. 4.
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a. Koperasi bersifat suatu kerja sama antara oramggongang masuk
golongan kurang mampu dalam hal kekayaédairfe luiden yang ingin
meringankan beban hidup atau beban kerja.

b. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah saraarsanyejar suatu
keuntungan kebendaastdgffelijk voordeel) Perbedaannya adalah bahwa
biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yangnabbenar
memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapaiatuj sedangkan
orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebga masing-
masing dapat mencapai tujuan yang dikehendakiatengendapat cukup
keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuatusendiri.

c. Koperasi banyak peserta sedang bentuk usaha lang skdirikan hanya
oleh 2 atau 3 orang saja, yang masing-masing suddup kaya,
sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para pesertaaging-masing tidak
kaya. (Wiryono, 1969%5

Selanjutnya, nilai koperasi adalah :

cooperatives are based on the values of self-heff;responsibility,
democracy, aquality, equity, and solidarity. In ttraditional of their
founders, cooperative members believe in the dtivalues of honesty,
openness, social responsibility, and caring foectf?

Nilai nilai yang menjadi dasar koperasi adalah “kedirian, bertanggung jawab,
demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritédai Milai etika yang diyakini
anggota adalah : kejujuran, keterbukaan, tanggam@h sosial, dan perhatian
terhadap sesama.

Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25 tahu@2l9ang berlaku saat

ini di Indonesia :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai denggariya jasa
usaha masing-masing anggota

d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

® Andjar Pacha W, Et. allHukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi,
Pendirian, dan Modal Usah&Cet.3. (Jakarta, Kencana Prenada Media Grougg)28al. 22

%8 |pid., hal. 23.
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e. Kemandirian
f. Pendidikan perkoperasian
g. Kerja sama antar koperasi.

Ada bermacam-macam bentuk koperasi, menurut Undemigng Nomor
25 Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi, yafitu :
1. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan adah beranggotakan

orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperakhad@ereka yang

memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyaitkegen ekonomi

yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekuramgrgnya 20

(duapuluh orang). Persyaratan ini dimaksud untuknjaga kelayakan

usaha dan kehidupan koperasi.

2. Koperasi Sekunder
Berdasar status keanggotaan, koperasi sekunder t&i@s dua macam
yaitu koperasi yang beranggotakan :
a. Badan hukum koperasi primer
Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi prdisebut
pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koppreser yang
setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejafarigontal).
Misalnya, kerjasama atau gabungan antara KUD yagmmlmentuk
Pusat KUD (PUSKUD)
b. Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi dekutisebut
induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primagde koperasi
sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama kaferti
Sedangkan kerjasama antara koperasi-koperasi sekuyahg
setingkat bersifat horisontal. Misalnya, PUSKUD-RUD
bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

*" Indonesialndang-Undang Perkoperasian, Op. CRs. 5.

%8 Limbong Bernhard Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekoncakiya
Cet. 1, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2010),/4al6.
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Selain pusat koperasi dan induk koperasi, adayagg disebut gabungan

koperasi. Gabungan koperasi biasanya merupakan Wampatau gabungan

antara pusat-pusat koperasi.

Koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepeamtirgnggotanya.

Antara lain >°

a.

Koperasi Kosumsi

Koperasi Konsumsi adalah jenis koperasi konsumerggata koperasi
konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harderteurah, lebih
mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang mengg&aa.

Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaf@perasi produksi
didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usphaduksi seperti
petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya.

Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang jo@nasa. Misalnya,

usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan,reestdan lain-lain.

. Koperasi Simpan-Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukungeingan anggota
yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutfihansial
lainnya.

Single Purpose dan Multi Purpose

Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang #ksivya terdiri dari satu
macam usaha. Misalnya koperasi bahan kebutuhan kpoilat-alat
pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-laiedé&hgkan koperasi
Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan ol@hapanggotanya untuk
dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ampinjam dan

konsumsi, koperasi eksport dan import, dan lain-lai

Menurut Andjar Pantja W, pada dasarnya dapat didhsay °°

**Ibid.

% Andjar Pantja W, Et. AllOp. Cit, hal. 25-26.
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1. Koperasi berdasarkan kegiatan usahanya :

a.
b.

C.

d.

Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsiaayg
Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama)

Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan membe
pinjaman)

Koperasi serba usaha (campuran)

2. Koperasi berdasarkan keanggotaannya :

a.
b.

Koperasi primer (anggotanya masih perorangan)

Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau indu&rkasp

2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pjam Koperasi Sebagai

Lembaga Keuangan

Kegiatan perkreditan baik yang dilakukan oleh kapekredit maupun

koperasi jenis lainnya telah mewarnai hampir séluenis koperasi yang ada.

Bahkan kegiatan perkreditan menjadi titik masukid&g koperasi yang ada di

tanah air kita. Kegiatan perkreditan koperasi tideklepas dari kedudukan

koperasi sebagai lembaga perantara keuangan yampungai ciri khas yaitu

mengumpulkan dana dari anggota yang memerlukan.

Lembaga keuangan koperasi secara keseluruhan digpimpokkan ke

dalam tiga komponen sesuai dengan jenis kegiatayaita:®*

1. Lembaga Keuangan BanBgnking Institutionsyang terdiri dari Bukopin

dan bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh kopedasi koperasi BPR;

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBBIon Bank Financial Institution

yang sampai saat ini baru ada dua yakni KAI (KogerAsuransi

Indonesia) dan KPI (Koperasi Pembiayaan Indonesia).

3. Lembaga Simpan PinjamNOn Bank Thrift Institution yang dapat

dikelompokkan ke dalam dua jenis; (1) Unit Simpaimjdn dalam

Koperasi, (2) Kopearsi Simpan Pinjam.

Berdasarkan jenis perkreditan maka aktivitas pelaygperkreditan oleh

koperasi dapat dibagi dalam tiga kelomp®k :

1 Noer Soetrisno,Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuat&on&mi
Rakyat Cet. 1, (Jakarta : Intrans, 2001), hal. 73-74.
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a. Koperasi sebagai penerima kredit
Kredit dengan program pemerintah ini biasanya untkégiatan
pengembangan dan untuk memecahkan masalah dalarakop

b. Koperasi sebagai penyalur
Dalam pola ini koperasi hanya bertindak sebagayalen kredit kepada
anggotanya. Jenis kredit ini antara lain kredithastani (KUT). Pada saat
ini kredit baru kepada koperasi yang dapat diberitangan dana Kredit
Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) hanyalah jenis #ieini. Sedangkan
untuk tujuan investasi bagi koperasi harus mendgméaredit komersial
biasa.

c. Koperasi sebagai pelaksana
Dalam sistem kredit ini koperasi bertindak sebamgaksana perkreditan
yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dalam bepityjeman. Untuk
jenis kegiatan perkreditan semacam ini dilaksanadah Unit Simpan

Pinjam Koperasi (USPK) maupun oleh Koperasi Simpiajam (KSP).

Didalam Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992tang
Perkoperasian disebutkan bahwa, dalam lapanganamgahkoperasi dapat
menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatama simpan pinjam.

Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkanrsialum
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakaagsélsalah
satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Esipdiatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerirftah.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hub@agn koperasi
untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjakndediagai salah satu atau

satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Atas dasaraka pelaksanaan kegiatan

62 |bid. 74-75.

%3 IndonesiaUndang-Undang PerkoperasiatOp.Cit, Ps. 44.
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Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus disoars khusus sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-und2exdcoperasian.
Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun datghkup yang terbatas,
kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter klyastu merupakan usaha
yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak memangesiko. Oleh karena
itu pengelolaan harus dilakukan secara profesidaal ditangani oleh pengelola
yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dergjaantu oleh sistem
pengawasan internal yang ketat.

Peluang bagi pengembangan KSP/USP Koperasi saregair, bkarena
pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lentmgamgan masyarakat
yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaignyalurkan dan mengelola
secara efektif dana-dana yang dialokasikan untukbgedayaan usaha mikro,
kecil dan menengah. Sementara itu, pemerintah ndenybahwa sebagian dari
asset nasional berupa permodalan haruslah diakakesintuk pengusaha kecil
dan mikro®

Untuk itu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjakoperasi
(KSP/USPK) juga dapat dikatakan sebagai lembagargan mikro. Secara
umum, lembaga keuangan mikro di Indonesia dapa&iahkpokkan menjadi dua

jenis, yaitu formal dan informaf®

1. Lembaga keuangan mikro formal, terdiri dari :
a. Bank, seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank PerkiadiRakyat
(BPR), BRI unit.
b. Non Bank, seperti Lembaga Dana dan Kredit PerdedaKP),
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjamp&msi
USPK)/KUD, dan Pegadaian.

® IndonesiaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentarglaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Kopera@ip. Cit, Penjelasan Umum.

® Tatik Suryani, Et.allManajemen Koperasi ; Tehnik Penyusunan Laporan Kejam,
Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDGkt.1, (Yogyakarta : Graha limu, 2008), hal. 1-3.

% Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro dan Layanan /BSP Koperasi,
http://id.shvoong.com/social-sciences/economics32B85-peningkatan-lembaga-keuangan-mikro-
dan/#ixzz1Y5t4YdEydiunduh 23 September 2011.pukul 11.15 WIB.
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2. Lembaga keuangan mikro non formal, antara lain :
a. Berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarak&t(Han
LSM), Baitul Maal wa Tanwil (BMT), Lembaga Ekonomi
Produktif Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpdinjam
(UEDSP), dan berbagai bentuk kelompok lainnya.

Dari uraian diatas baik dari definisi sistem kewmnglan jenis lembaga
keuangan serta perbedaan lembaga keuangan banlerdbaga keuangan non
bank maka jelas tergambar bahwa Koperasi Simpajarf?Unit Simpan Pinjam
Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank.
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BAB 3
KERANGKA PENGATURAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI INDONESIA

3.1. Keberadaan Koperasi Sebagai Badan Usaha YangeBtatus Badan
Hukum

Tidak dipungkiri bahwa koperasi didirikan tidaklegras dari aspek usaha,
karena tujuan utama koperasi adalah memajukandtgsepan anggotanya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tefserakonomian nasional.
Sebelum kita meninjau beberapa peraturan yang khiumerkaitan dengan
kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dan kegiatasebut juga bagian dari
aspek usaha, maka alangkah baiknya kita meninjibiie dulu koperasi sebagai

badan usaha berstatus badan hukum.

3.1.1. Kedudukan Hukum

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha mempsuaithstatus badan
hukum, secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undanwmr 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Penegasan Undang-Undangopeskian tersebut
bersumber pada UUD RI 1945, khususnya Pasal 33(&yatang menyatakan,
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beaasaatas asas

kekeluargaan™’ Penjelasannya menyatakan,

....kemakmuran  masyarakatlah yang diutamakan bukan
kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomiansut
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kgatua
Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialahr&sip&®.

Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan,

®" IndonesialUndang-Undang Dasar 194®s. 33 ayat (1).

% bid., penjelasan Ps. 33 ayat (1).
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Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakamy-seanang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatabaegdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekomakyat yang berdasar
atas asas kekeluarga®n

Pasal 9 menegaskan, “Koperasi memperoleh statusnbadkum setelah akta
pendiriannya disahkan oleh Pemerint&h”.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa kedudikgoerasi secara
hukum adalah kuat, dan dengan kata lain dinyataanwa dasar hukum
keberadaan koperasi adalah UU No. 25 Tahun 1992uaber hukumnya adalah
Pancasila dan UUD 1945.

3.1.2. Aspek Hukum Bidang Organisasi Koperasi

Organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuansharampunyai
bentuk dan struktur yang cocok, efisien, dan efleispek hukum bidang
organisasi koperasi perlu diperhatikan secara setarutama mengenai hal-hal
sebagai berikut :
a. ldentitas Penyebutan Istilah Koperasi

Perlu adanya pembakuan penyebutan istilah “kopen singkatan
yang menunjukkan identitasnya sebagai badan usahg perbadan hukum
(corporate identity. Dalam prakiek sekarang, penggunaan istilah dan
singkatannya sangat beraneka ragam, misalnya KR KEP, KOSIPA,
KOPDIT, untuk menyebut koperasi simpan pinjam. Rengembakuan identitas
istlah KOPERASI (KOP), maka secara hukum identiteeysebut juga
menunjukkan wujud suatu bentuk hukum kopefasi.
b. Identitas Keanggotaan Koperasi

Kedudukan anggota dalam koperasi secara hukumhadaéiu keharusan
dan sebagai konsekwensinya anggota tersebut merhdik serta kewajiban

umum. Identitas keanggotaan koperasi ditegaskaanddasal 17 UU No.25

% IndonesiaUndang-Undang Perkoperasian, Op. CRs. 1
©bid, Ps. 9.
" Soeharto Prawirokusuma,okakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1992 Cet.1, (Jakarta : Tim Nasional Pengkajian Perkagian dan Pengusaha Kecil
Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Ke@8), hal. 91
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Tahun 1992, yang menyebutkan : “(1) Anggota Kopesaklah pemilik dan
sekaligus pengguna jasa Koperasi, (2) Keanggotageasi dicatat dalam buku
daftar anggota’™

Dalam koperasi bukti kepemilikan anggota diwujudkatengan
pelaksanaan kewajiban membayar simpanan pokokdiangtikan dalam bentuk
sertifikat. Ketentuan tersebut memperjelas pergeteanggotaan koperasi, jika
dibandingkan dengan, misalnya pengertian keanggotaapada
perkumpulan/organisasi masyarakat, atau yayasaun, fsrseroan terbatas yang
tidak mengenal istilah anggota, tetapi menggunakangertian “pemegang
saham”. atas dasar itu, “anggota koperasi” adadéh htau normatif’

Identitas anggota juga tercermin dalam hak suaraaitu setiap anggota
mempunyai hak dan suara yang sama, satu anggetasaid.’ Demikian pula
penegasan bahwa keanggotaan koperasi tidak dgmatiahtangankan, karena
titik tolak keanggotaan koperasi adalah orang, hukadal’

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, makaitaerkeanggotaan
merupakan ciri khusus yang menjadi dasar (pondasig kokoh bagi suatu
organisasi koperasi.

c. ldentitas Rapat Anggota

Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu len{esgitusi), bukan
sekedar forum rapat. Rapat anggota adalah salah pafngkat organisasi
koperasi, dan karenanya merupakan suatu lembagaktustal koperasi.
Kedudukan rapat anggota secara hukum ditegaskamdaasal 22 UU No. 25
Tahun 1992, yang menyebutkan :

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaangtgrtdalam
Koperasi.

2 |ndonesiaUndang-Undang Perkoperasia@p. Cit, Ps.17

3 Soeharto Prawirokusumbokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992, Loc. Cit.

" Ibid., Ps.24.

S bid., Ps.19.
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(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelakannya diatur

dalam Anggaran Dasét.

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa istilah pBagerapat anggota

adalah baku dan normatif. Kedudukan dan kekuatakurhurapat anggota

menentukan segala perbuatan dan akibat hukum yi&aigikbn koperasi, dalam

hubungannya dengan anggota dan pihak lain/badahaukan. Fungsi dan

weweang yang sangat menentukan tersebut membawzad@nrapat anggota

pada kedudukan semacam lembaga legislatif. Hadiiegaskan dalam pasal 23
UU No. 25 Tahun 1992, yaitu :

Rapat Anggota menetapkan:

a.
b.

e.

f.

g.

Anggaran Dasar;
kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemam, usaha
Koperasi;

c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian PenguruP elagawas;
d.

rencana kerja, rencana anggaran pendapatan damabklzperasi,
serta pengesahan laporan keuangan;

pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam geaks
tugasnya;

pembagian sisa hasil usaha;

penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembukapanasi’’

Dengan demikian, jatidiri rapat anggota secara hukeemiliki identitas

tersendiri dibandingkan dengan misalnya pengeragat pemegang saham pada

perseroan terbatas. ldentitas rapat anggota jugaumekkan wujud dan bentuk

organisasi koperasi, yang membedakan dengan oagapesrkumpulan lainnya.

d. Identitas Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah salah satu perangkatissgakoperasi, yang

merupakan suatu lembaga/badan struktural organikagerasi. Kedudukan

pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggotaiknenghs dan wewenang
yang ditetapkan oleh UU No. 25 Tahun 1992, Anggd&yasar/Anggaran Rumah

Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku dan wkgah oleh rapat anggota.

®Ibid., Ps. 22.

7 |bid., Ps. 23.
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Pasal 29 ayat (2) menyebutkan :“Pengurus merupglesmegang kuasa rapat
anggota “. Sedangkan Pasal 30 diantaranya menyebutkan :

(1) Pengurus bertugas:
a. mengelola Koperasi dan usahanya,;

(2) Pengurus berwenang:
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadifa

Dengan ketentuan tersebut pengurus mengemban amh@amateputusan
rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaperasi. Tugas dan
wewenang yang dilakukan pengurus merupakan pelaksakegiatan sebagai
lembaga eksekutif dan memiliki identitas tersendital ini dapat disejajarkan
dengan direksi pada Perseroan Terbatas. Atas dasamaka istilah dan
pengertian pengurus koperasi adalah baku dan niérfffat

Dalam hubungannya pengurus dengan pengawas, terdegsan
kedudukan pengurus lebih tinggi, sehingga meng#fabafungsi pengawas tidak
sepenuhnya dapat terlaksana. Padahal untuk haleh@ntu pengurus harus
tunduk dan meminta persetujuan kepada pengawasjik@atidak dilaksanakan
dapat dikenakan sanksi. Apabila dibandingkan denmaeeroan terbatas. Maka
kedudukan Komisaris (yang berfungsi sebagai pengawdebih tinggi dari
Direksi
e. ldentitas Pengawas

Pengawas pada organisasi koperasi adalah salapesaingkat organisasi
koperasi, dan karenanya merupakan suatu lembaga/bstduktural organisasi
tersebut. Pengawas mengemban amanat anggota uekaksamakan pengawasan

terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelapanasi, sebagaimana telah

8 1bid., Ps. 29 ayat (2).
" bid., Ps.30
8 pid.

81 Soeharto Prawirokusuma,okakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992, Op. Cithal. 98.
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ditetapkan dalam AD/RT koperasi, keputusan pengudas peraturan lainnya
yang ditetapkan dan berlaku dalam kopetasi.

Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputasainanggota,
ketentuan AD/RT, keputusan pengurus, dan peratamanya yang berlaku dalam
koperasi yang bersangkutan. Disamping itu jugandalgi kepentingan anggota
dan koperasi dari kesewenangan dan penyimpangag wadakukan oleh
pengurus dan atau pengeldia.

Kedudukan pengawas sebagai lembaga kontrol denggast dan
weweanng dan tanggung jawab khusus menunjukkanitaemersendiri. Karena
itu, istilah dan pengertian pengawas dalam organisagperasi adalah baku dan
normatif, yang dapat disejajarkan dengan dewan &anisi pada perseroan
terbatas. Disamping mempunyai tugas, wewenangataygting jawab, pengawas
juga mempunyai kewajiban hukum dan karenanya digpkéna sanksi hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uad&hg
f. Penggabungan dan Peleburan

Sebagai badan usaha, maka pengelolaan organisasisaéa koperasi
harus dilakukan secara efisien. Dalam perjalanankgeena adanya berbagai
keterbatasan (manajemen, sumber daya manusia, gelanp akses pasar,
tehnologi, dan sebagainya), banyak koperasi yatak tmampu mengembangkan
usahanya secara efisien. Untuk mengatasi hal igrselaka dimungkinkan untuk
melakukan penggabungan dan peleburan kop®rasi.

Ketentuan mengenai penggabungan dan peleburantasopkatur dalam
Pasal 14 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, yang mekgat :

1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisien$iayssatu Koperasi
atau lebih dapat:
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi déau

% bid.
% Ibid.
# Ibid.

8 | bid.
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b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan metaken
Koperasi baru®

Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dinyataka

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgj, dan
peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasagtas pertimbangan
pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolagrer&si sesuai
dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabudganpeleburan
yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar ataun badam baru
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamang-undang

ini.%’

Pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperagumgan beberapa

konsekwensi hukum, baik dalam tahap prosedur maugatam tahap

pelaksanannny.

1). Prosedur

a.

b.

C.

Adanya pernyataan kesepakatan dari semua kopexagi hersangkutan,
mengenai pengalihan/penyatuan keanggotaan, kekafssset), modal.
Utang piutang, dan sebagainya.

Adanya persetujuan dari anggota masing-masing kespgang dinyatakan
denagn keputusan rapat anggota koperasi yang lp&rgan

Adanya perubahan status badan hukum, yaitu berugagegahan
perubahan anggaran dasar dalam hal penggabungaerakbpatau

pengesahan akta pendirian koperasi baru dalameletlyran koperasi

2). Pelaksanaan

a.

Pelaksanaan mengenai hak, kewajiban, dan tanggawmgbj masing-
masing perangkat organisasi lama ke perangkat sagraru
Pengaturan mengenai administrasi umum

Pengaturan mengenai administrasi keanggotaan gemgerusan

Pengaturan mengenai administrasi usaha dan keuangan

bid., Ps. 14 ayat (1).
8 |bid., penjelasan Ps. 14 ayat (1).

8 Soeharto Prawirokusumd,okakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1992, Op. Cithal. 100.
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e. Penyesuaian.pengaturan kembali kerjasama dengak lpin

3.1.3. Aspek Hukum Bidang Manajemen Koperasi
a. Hakekat Manajemen Koperasi

Dilihat dari perangkat dan mekanisme kerja, manajenkoperasi
tampaknya memiliki kekhususan dan aturan tersendibandingkan dengan
badan/lembaga/organisasi lainnya, misalnya managmada perseroan terbatas.
Kekhususan tersebut mempunyai dampak dalam mewafjudisiensi dan
efektivitas pencapaian tujuan koperasi. Adanyarpeeata dari anggota sebagai
pemilik dan pengguna jasa koperasi memberi kesampar tangan” anggota
dalam manajemen, sehingga manajemen koperasi teglinamit®’

Pada dasarnya, manajemen meliputi kegiatan pelagelalsaha koperasi.
Dalam praktik koperasi, pengelolaan organisasi kdkan oleh pengurus,
sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh peagedaha yang diangkat oleh
pengurus. Pasal 32 UU No. 25 Tahun 1992, menyatakan

1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yaeri d
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk metkgang
Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebukaliakepada
Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak menguranggting
jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pa%4l 3

Ketentuan Pasal 32 tersebut mengandung arti batemgupus dapat
mengangkat atau tidak mengangkat pengelola, benggnpada kemampuan
pengurus dan usaha yang dijalankan. Dengan demili@sur yang ada dalam
manajemen koperasi adalah rapat anggota, pengpargjelola usaha, dan
pengawas. Hal ini berlainan dengan, misalnya padaepoan terbatas, dimana
manajeman dilakukan oleh direksi dan dewan konss&gngurus dan pengelola
seolah-olah dua lembaga yang berdiri sendiri, palddtdak demikian, karena

pengelola diangkat oleh pengurus, sehingga keduhyka hanya sebagai

8 |pid., hal. 100-101.

0 IndonesiaUndang-Undang Perkoperasian. Op. CRs. 32
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pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pesgurtuk mengelola usaha
koperast’
b. Fungsi

Dilihat dari fungsi, maka pada dasarnya terdapath@gjian tugas antara
rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengetolg, igtinya sebagai berikut

.92

Rapat anggota : pemegang kuasa tertinggi dan apkeet kebijaksanaan
umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha
koperasi.

Pengurus . pemegang kuasa rapat anggota dan Eueddkian
kebijaksanaan umum serta mengelola organisasi siamau
koperasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh ragaiosa.

Pengawas . mewakili anggota melakukan pengawasahadap
pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan kopenagi
dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola.

Pengelola : melaksanakan pengelolaan usaha sdgwsEEa dan
wewenang yang diberikan oleh pengurus.

Dengan demikian, tugas pokok , fungsi, beban ke@aa, tanggung jawab
masing-masing unsur menjadi jelas, sehingga tinggalgatur mekanisme dan
hubungan kerja sehingga masing-masing unsur dan amsur tersebut.

Pengaturan mekanisme dan hubungan kerja harusadprdgn jelas, serta
memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya hgan kerja antara pengurus
dan pengelola, sebagaimana diatur dalam pasal 33NOU25 Tahun 1992,
menyatakan :“Hubungan antara Pengelola usaha setmga dimaksud dalam
Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubukega atas dasar
perikatan®®, mengandung arti bahwa pengaturannya harus mernéantunduk
pada hukum dan peraturan perundang-undangan yamakugdalam hal ini

hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya). Reagaya dapat dalam

1 Soeharto Prawirokusuma,okakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 19920p. Cit, hal. 101.

% |bid., hal. 102.

% IndonesiaUndang-Undang Perkoperasian, Op. CRs. 33.
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bentuk peraturan khusus, perjanjian/kontrak kefg bentuk peraturan lainnya,
yang dibuat oleh koperasi yang bersangkdtan.

Mekanisme dan hubungan kerja yang jelas, sinkramsikten, dan
fleksibel akan membawa ke arah manajemen yangefdan efektif, di samping
faktor pelaksanaannya yang juga harus profesional.

c. Wewenang dan Tanggung Jawab

Dari segi hukum, manajemen koperasi tidak bereind&i dan semua hal
yang berkaitan dengan praktik mamajemen berlaka patia koperasi. Kebijakan
manajemen, tindakan menejemen, kelalaian atau dtesalmamanjemen harus
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, karana kapeemlalah badan usaha,
dengan sendirinya harus memiliki dan menerapkan ajgaren usaha yang

profesional dan tanggufi.

3.1.4. Aspek Hukum Bidang Usaha Koperasi
a. Ruang Lingkup Usaha

Koperasi sebagai badan usaha dapat melaksanakaatakegli segala
bidang kehidupan ekonomi, dengan memperhatikan ®alsaha tersebut adalah
usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggaik orgningkatkan usaha dan
kesejahteraannya. Hal ini ditegaskan dalam pasald3No. 25 Tahun 1992,

yang menyatakan :

1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langdangan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dsejatderaan
anggota.

2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunantuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggqterési.

3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berpeaamauti segala
bidang kehidupan ekonomi rakyAt.

Sebagai badan usaha yang melaksanakgiatde di bidang ekonomi,

koperasi harus mengikuti dan menjalankan semuarhukwrma, kaidah, dan

% Soeharto Prawirokusuma,okakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 19920p. Cit, hal. 103.

*Ibid.

% IndonesiaUndang-Undang Perkoperasia®p. Cit, Ps. 43.
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ketentuan peraturan perundang-undangan di bidamgoeki, seperti badan usaha
lainnya. Dengan demikian, setiap usaha yang dialarkoperasi tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu

b. Identitas Usaha Koperasi
Terdapat beberapa hal yang secara hukum menjadr dbmtitas usaha

koperasi, tanpa meninggalkan hukum, norma, dan akaigékonomi pada
umumnya, yaitu yang berkaitan dengéh :

1) Permodalan koperasi

2) Pelayanan koperasi kepada anggota

3) Hubungan usaha koperasi dan usaha anggota

4) Kontrak/perjanjian usaha yang dilakukan koperasi

5) Perizinan usaha dan perpajakan

6) Tanggungan koperasi dan tanggungan usaha

7) Pailit

1). Permodalan Koperasi

Sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian modetasoperdiri dari
modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badamaygaperasi harus memiliki
modal ekuiti sebagai modal perusahaan. Atas da@sakedudukan dan status
modal koperasi secara hukum dipertegas dengan apdaet modal sendiri yang
merupakan modal ekuiti, sedang modal pinjaman naéap modal penunjang.
Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan :

1). Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dandal pinjaman.
2). Modal sendiri dapat berasal dari:

a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
C. dana cadangan;
d. hibah.
3). Modal pinjaman dapat berasal dari:
e. anggota;
f. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
g. bank dan lembaga keuangan lainnya,;
h. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

" Soeharto Prawirokusuma,okakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992,.0p. Cithal. 104.
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. sumber lain yang safi.

Dalam penjelasan Pasal 41 disebutkan, “ yang diathkiengan modal
sendiri adalah modal yang menanggung risiko atsebdit modal ekuiti®®

Dengan ditetapkannya modal sendiri sebagai modati doperasi, maka
kedudukan simpanan pokok dan simpanan wajib merqadt, seperti halnya
saham pada perseroan terbatas. Karena itu, isi@alpengertian simpanan pokok
dan simpanan wajib secara hukum adalah baku damati6f

Sebagai istilah dan pengertian yang baku, makaiketgn nilai simpanan
pokok dan wajib harus dibuat dengan standar tertesgbagai suatu surat
berharga. Dengan demikian, bentuk dan nilai simpgekok dan wajib memiliki
kekuatan dan kepasian hukum. Surat berharga tdérdapat berbentuk sertifikat
dengan nilai nominal tertentu dan dipegang sertaili#fi oleh para anggota.
Selain itu juga ada simpanan anggota lainnya. Kkl simpanan anggota
tersebut harus jelas dan terjamin keamanannya.niata, bentuk dan nilainya
juga harus dibakukan, misalnya dengan merevaluigsi simpanan, sehingga
mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukunmtulkJmengamankan
simpanan tersebut perlu jaminan simpanan anggptkaa dananya bersumber
dari dana koperasi sendiri, atau semacam jaminamas dari perusahaan
asuransi atau lembaga penjamin laintfya.

Undang-Undang perkoperasian memberi peluang kekaperasi dalam
memupuk modal, yaitu dengan menerbitkan obligasi daodal penyertaan.
Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnysulian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modwglgpan ikut menanggung
risiko, sehingga koperasi tidak sembarangan meharinya, karena akibat
hukum yang timbul akan mempengaruhi kelayakan lagpesebagai badan
usaha%?

% |ndonesiaUndang-Undang Perkoperasia®p. Cit, Ps. 41.
% bid., penjelasan Ps. 41.

1%s0eharto Prawirokusumbokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992, Op. Cithal. 106.

1% pid.

102 pid.
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Kedudukan hukum modal koperasi, baik modal ekuitupun modal
pinjaman, membawa kewajiban dan tanggung jawabrksp&e dalam terhadap
anggotanya, dan keluar terhadap pihak lain yangpbekutan.

2). Pelayanan Koperasi Kepada Anggota

Dalam koperasi dikenal dengan pengertian pelay&uoperasi kepada
anggotanya, yang merupakan suatu hubungan anggttagai pemilik sekaligus
pengguna jasa koperasi, dengan koperasi sebagahvkadjasama para anggota.
Pelayanan koperasi tersebut berupa pelayanan dndpidrganisasi dan usaha,
yang keduanya memang dibutuhkan anggota untuk mgmean meningkatkan
kepentingan ekonomi dan kesejahterantiya.

Pelayanan di bidang organisasi dapat berupa pegegrarpenyuluhan.
Menampung saran/usul/kritik dari anggota, memberikaformasi/laporan,
menyelenggarakan pendidikan/latihnan kepada angglata, sebagainya. Sedang
pelayanan di bidang usaha dapat berupa pemenulmarnukan bahan pokok,
penyaluran bahan baku atau sarana produksi, pdragoldan pemasaran hasil
produksi anggota, pemenuhan kebutuhan modal usajgota, dan kepentingan
ekonomi lainnyd?*

Sifat pelayanan anggota tersebut, khususnya pedaydnbidang usaha-
usahanya, didasarkan pada pola hubungan kerjeadkdperasi dan anggota yang
diatur dalam suatu peraturan yang dikeluarkan &tgierasi yang bersangkutan
melalui keputusan rapat anggota. Bentuk hubungaga kersebut dapat bersifat
kontraktual, transaksional, konsinyasi, hutang gigi dan sebagainya. Karena
itu, pelayanan usaha tersebut mempunyai penged@sn mengandung makna
yuridis dan ekonomis. Hal ini berarti ada hubungakum, akibat hukum, dan
sanksi hukum bagi koperasi maupun anggota, yanguakg@é harus
melaksanakannya secara konsekuen dan penuh tangguvap. Dengan
demikian, pengertian pelayanan koperasi kepada caamgga merupakan

pengertian yuridis ekonomis dan bukan suatu kegistaial®®

103pid., hal. 106-107.
104 pid.

105 1hid.
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3). Hubungan Usaha Koperasi dan Usaha Anggota

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, usaha kopetakih usaha yang
berkaitan langsung dengan kepentingan anggota unarkngkatkan usaha dan
kesejahteraannya. Bidang usaha yang dapat dijalackeh koperasi adalah
kegiatan usaha disegala bidang kehidupan ekonoemng&nh demikian terdapat
kaitan antara usaha koperasi dan usaha anggotamn@keduanya berdiri sendiri
dalam arti sebagai usaha yang memiliki dan diketdddn masing-masing secara
sendiri, termasuk administrasi dan pembukuannyag&eain usaha koperasi
berkaitan langsung dengan usaha anggota, mempung&na tertentu dan
prinsipil yang secara hukum dapat disebut sebagtenkuan yang mendasé?.

Selain itu, hubungan usaha koperasi dan usaha nggous diartikan
sebagai hubungan ekonomi antara dua badan usai@,nyerupakan hubungan
hukum yang tunduk pada ketentuan perundang-undadgdmdang ekonomi
(termasuk keuangan), terutama hukum dagang dannhydardata. Jelas bahwa
hubungan usaha tersebut tidak asal jadi saja darkaithn langsung, akan tetapi
diperlukan pengaturan yang tegas, sehingga akibltirh yang timbul dapat
diselesaikan secara hukdffi.
4). Kontrak/Perjanjian Usaha Yang Dilakukan Koperas

Sebagai badan usaha, koperasi dapat melakukans&eiga di bidang
usaha dengan badan usaha lainnnya, baik swastaum&wiVIN/BUMD, dalam
rangka pelayanan kepada anggota dan masyarakaamDaubungan itu
diperlukan keahlian, kecermatan, dan kewaspadaaar Aerjasama tersebut
berjalan saling menguntungkan dan secara hukumt dgpexrtanggungjawabkan,
maka kerjasama tersebut harus dituangkan dalanu &oatrak atau perjanjian
tertulis yang dibuat dan disetujui oleh kedua belgihak. Bentuk
kontrak/perjanjian disesuaikan dengan kehendak&éelah pihak dan disahkan
secara hukum di muka notaris atau di bawah taffan.

108 hid., hal. 107-108.
07 pid., hal. 107.

108 pid., hal. 108.
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Koperasi harus menerapkan ketentuan yang berkd#agan kerjasama
usaha, sehingga materi/substansi dan prosesnyai siesigan maksud dan tujuan
kerjasama dimaksud. Penguasaan materi dan perunyasaarus dimiliki oleh
koperasi. Sehubungan dengan itu, koperasi harusilikietenaga ahli yang
memadai dan profesiont!’

Hasil/laba dari usaha kerjasama/pelayanan kepalanbanggota dapat
dibagikan kepada anggota, antara lain berdasarkaibapdingan modal yang
dimiliki dalam koperast®
5). Perizinan Usaha dan Perpajakan

Sebagai badan usaha, koperasi harus tunduk danmbiietentuan di
bidang perizinan dan perpajakan. Ketentuan pergidadangan di bidang itu
tersebar dalam berbagai undang-undang, peraturarerpgah, dan peraturan
lainnya, sesuai dengan bidang usaha yang dijalasletnkoperasi.

Izin usaha dan pajak yang harus dipenuhi oleh lespelibedakan dengan
yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi. Denganikian, hal itu merupakan
kewajiban hukum dan akan terkena sanksi hukum,ilaplfyperasi dan anggota
tidak memenuhi kewajibannya. Yang penting adalaludlakan koperasi menjadi
kuat dan memperoleh kepercayaan dari semua pilisgaebadan usaha yang
tidak terceld™
6). Tanggungan Koperasi dan Tanggungan Usaha

Tanggungan koperasi dan anggota berkaitan dengaalahakewajiban
koperasi dan anggota terhadap pihak lain dalanurigdn kerjasama, di mana
koperasi dalam keadaan tidak mampu membayar atawemi kewajiban dan
atau menderita kerugian, perlu diperjelas. Sebhgdan usaha, koperasi juga
harus memenuhi kewajiban terhadap pihak lain seslemigan perjanjian

kerjasama yang dibuat kedua belah pitfak.

109 pig.
1% pid., hal. 109.
1 pid.,

112 pid.
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Pengaturan tanggungan koperasi dan anggota hdnugt diecara jelas dan
dicantumkan dalam anggaran dasar dan peraturanisgpulain yang disetujui
rapat anggota. Dengan pengaturan tersebut akars tdg@egang sebagai
kewajiban yang harus dilaksanakan. Di samping utituk mengetahui secara
tepat seberapa jauh beban kewajiban masing-masiggota serta koperasi itu
sendiri sebagai badan hukdfi.

Secara hukum, pengaturan tanggungan tersebut joiygk umengetahui
seberapa jauh tanggung jawab masing-masing daldaamldengan tuntutan pihak
lain atau kerugian yang di derita koperasi. Dengimikian, istilah dan
pengertian tanggungan tidak berbeda dengan peagetanggungan pada
umumnya, yang berlaku pada badan usaha laitiiya.

7). Pailit

Koperasi sebagai badan usaha dapat dinyatakat paperti halnya pada
badan usaha lainnya, jika koperasi tidak dapat meirne kewajibannya.
Pernyataan pailit dan segala sesuatu yang berk@éiagan keadaan pailit, sudah
ada ketentuan perundang-undangan yang mengatwyaiya peraturan kepailitan.
Pernyataan pailit sebaiknya ditempuh oleh kopeji&ai sudah tidak ada jalan lain
untuk memenuhi kewajibannya, daripada pernyataamopbaran koperasi, baik
oleh pemerintah maupun oleh koperasi yang bersamgkieadaan pailit dapat
berakibat pembubaran koperasi karena sudah tid#kiadi. Apabila dinyatakan
pailit, maka tanggung jawab anggota koperasi haeyhatas pada simpanan
pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan séstantuan pasal 55 UU No.
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspekurnu mengenai
keberadaan koperasi sebagai badan usaha merupakgany sangat mendasar
bagi pemahaman koperasi secara hukum. Atas dasandka dapat dimengerti
bahwa organisasi, manajemen, dan usaha koperasiliknekedudukan dan

kekuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badaa,ugang sangat berbeda

3 bid.
"4 pid., hal 110.
1> Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggaiaya menanggung kerugian

sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modglepan yang dimilikinya.” (Ps. 55, UU
No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian).
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dengan organisasi masyarakat/sosial, serta jugbed@rdengan badan usaha
lainnya, meskipun ada ketentuan atau hukum yanigkeeuntuk semua badan
usaha.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkop@rasemberikan
arah yang pasti bagi koperasi sebagai badan usalgaharus mampu mengatur
diri, menagkap peluang, mengembangkan usaha, nkelakkerjasama dengan
badan usaha lain di dalam maupun di luar negerihghmadapi persaingan dan
perkembangan tehnologi dan sebagainya. Keberadaperdsi dan manfaatnya
akan lebih kuat dan dirasakan, apabila aspek hudebagaimana di maksud tadi

dihayati dan diterapkan sepenuhnya.

3.2. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pam Koperasi

Dasar hukum kegiatan usaha simpan pinjam oleh kspéliatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9uiiali995 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh &sipegktas dasar telaahan
mendalam terhadap Peraturan Pemerintah terselatptdrtujuh aspek penting
yang akan di jadikan bahan amatan, yaitu: 1) Um@n, Organisasi, 3)
manajemen/pengelolaan, 4) permodalan, 5) Usalerpinaan dan 7) sanksi

3.2.1. Aspek Umum

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :*Koperasi Swfpiajam (KSP)
adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha sirpipgam”'*® kemudian
Pasal 1 (3) menyebutkan bahwa :“Unit Simpan Pinj@®P) adalah unit koperasi
yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagén dari kegiatan usaha
koperasi yang bersangkutalt”Maka dapat disebutkan bahwa pembatasan usaha
di bidang keuangan ini adalah agar kegiatan usabialahg keuangan yang
dilakukan oleh KSP dan USP dapat lebih terfokusitasemendapatkan

kepercayaan masyarakat.

1% |ndonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiataahd Simpan
Pinjam Oleh KoperasiOp. Cit Ps. 1 ayat (2).

7 bid., Ps. 1 ayat (3).
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3.2.2. Aspek Organisasi dan Manajemen

Aspek organisasi yang meliputi enam Pasal, yaisaPa sampai dengan
Pasal 7. Pada Pasal 3 (3) disebutkan bahwa : “pahge akta pendirian
sekaligus berlaku sebagai izin usaha. Izin usalmakBud adalah terkait dengan
domisili anggota*® Pasal 6 (2) menyebutkan bahwa :‘jaringan pelayanan
simpan pinjam dimaksud adalah kantor cabang, kacabang pembantu dan
kantor kas.™*® Untuk keperluan pembukaan jaringan pelayanan biatssetiap
KSP dan USP harus telah melaksanakan kegiatan ssapan pinjam sekurang-
kurangnya dua tahun dan harus menyediakan modal.

Aspek manajemen atau pengelolaan tergambar dalgm pasal, yaitu:
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 1Bagah 14, serta Pasal 15. Pasal 9
diantaranya menyebutkan bahwa dalam hal pengel#{&hdan USP dilakukan
oleh perorangan, mereka wajib memenuhi persyaradak pernah melakukan
tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dinukarena terbukti melakukan
tindakan pidana di bidang keuangan, memiliki akidak moral yang baik, dan
mempunyai keahlian di bidang keuangan atau perraiyikuti pelatihan simpan

pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. Pasa¢nyatakan bahwa :

Dalam pengelolaan KSP dan USP yang dilakukan l@athsatu orang,

1) sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah pengelola wagmpunyai
keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikekatipan
dibidang simpan pinjam atau magang dalam usahaasiminjam,

2) diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungaluakga
sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawalpun ke
samping*?°

Pasal 14 ayat (2b) menyebutkan bahwa :“setiap pkaavujaringan pelayanan,
harus disediakan tambahan modal sendffi’Kemudian pasal 14 ayat (6)

menyebutkan bahwa :“untuk menjaga kesehatan usaperdsi simpan pinjam

H18pid., Ps. 3 ayat (3).
19pid., Ps. 6 ayat (2)
2pid., Ps. 11.

1211bid., Ps. 14 ayat (2b).
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atau unit simpan pinjam tidak dapat dihipotikkarmuatmenggadaikan harta

kekayaan. 142

3.2.3. Aspek Permodalan dan Usaha
Aspek permodalan diatur dalam Pasal 16 dan P&sdtdsal 16 tersebut

pada intinya

KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat dismdengan modal

penyertaan sedangkan pada USP wajib menyediakagiaabmodal dari

koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam beroqoalal tetap dan

modal tidak tetap?®
Modal sendiri atau modal tetap yang disetorkanetars tidak boleh berkurang
jumlahnya dari jumlah semula. Pada pasal 16 ayadiéhtaranya simpan pinjam
berupa modal tetap dan modal tidak tetap, disebubahwa :“USP modalnya
harus terpisah dari unit lainnya dalam koperasigyaersangkutan‘** Selain
modal yang tersebut pada Pasal 16 maka pada Pasaiki KSP maupun USP
dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota, lspdainnya dan atau
anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, pémerbbligasi dan surat
hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Aspek kegiatan usaha meliputi lima pasal, yaitisaPa8, Pasal 19, Pasal
21, Pasal 22 dan Pasal 23. Pada Pasal 18 ayaaifigrdnya disebutkan bahwa
“kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dan datuk anggota, calon
anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi &irathu anggotanya®®
Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahdadarh waktu paling lama
tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok, caloggata harus menjadi

anggota.**® Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa :

1221bid., Ps. 14 ayat (6).
12 1pid., Ps. 16.

12%1bid., Ps. 16 ayat (4).
125 |pid., Ps. 18 ayat (1)

128 1bid., Ps. 18 ayat (2)
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Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit amginjam adalah a)
menghimpun simpanan berjangka dan tabungan kopaeasanggota dan
calon anggota, koperasi lain dan atau anggotargma,bd memberikan
pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi d@an atau
anggotanya?

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan :

Bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpajampi dan unit

simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemhbeggiajaman yang

sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan ldanampuan

pemohon pinjamatf

Kemudian dijelaskan bahwa pemberian pinjaman ininagnya dapat
berupa barang atau hak tagih yang dibiayai olehadamjaman yang
bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggutengediantara anggota atas
segala kewajiban pinjaman. Agunan berupa baramadian secara fisik tetap
berada pada diri peminjam. Pada Pasal 19 ayatij@askan bahwa :“dalam hal
pinjaman diberikan kepada koperasi lain dan ataggaanya harus berdasarkan

perjanjian kerjasama antar koperast.”

3.2.4. Aspek Pembinaan dan Sanksi

Aturan pembinaan dan pengawasan terdapat padaZdaszdsal 25, Pasal
26 dan Pasal 28. Ketentuan tentang sanksi tergeoia Pasal 37. Pasal 37 ayat
(1) sanksi administratif dan Pasal 37 ayat (2) sarddministratif berupa

pembubaran dan lainnya.

3.3. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha $iam Pinjam Oleh
Koperasi.

Dasar hukum pedoman pelaksanaan kegiatan usaharsipipam oleh
koperasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Ned@perasi dan UKM Republik
Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/X1/2008 Tentang Bethn Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sel@gaiganti dari Keputusan

127 bid., Ps. 19 ayat (1)
128 |bid., Ps. 19 ayat (2)

1291bid., Ps. 19 ayat (3)
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Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil N@&d/kep/M/XI11/1998
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha SirBpgam Oleh Koperasi.

Beberapa aspek yang dapat kita tinjau dari penatarantara lain adalah :

3.3.1. Aspek Organisasi

Pendirian KSP Primer dan Sekunder Persyaratartadarcara pendirian
KSP Primer dan Sekunder harus mengacu kepada RPT&bun 1994 tentang
persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendararperubahan Anggaran
Dasar Koperasi serta petunjuk pelaksanaannya. yd&tatan tambahan dalam
pengajuan permohonan pengesahan akta pendiriarPK®er dan Sekunder :

1. Surat bukti penyetoran modal sendiri (deposito)

2. Rencana Kerja minimal 3 tahun, meliputi : permodalegiatan
usaha, organisasi dan SDM.

3. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan.

4. Nama dan riwayat hidup calon pengelola

5. Daftar sarana kerja

6. Permohonan izin menyelenggarakan usaha simpampifija

Pembentukan USP Koperasi Primer dan Sekunder Patagadan tata
cara pendirian serta persyaratan tambahan dalamgap@an permohonan
pengesahan anggaran dasar koperasi yang mempusgha simpan pinjam
adalah sama dengan yang dipersyaratkan dalam Rend{iSP Primer dan
Sekunder. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dilaksanaleh : KSP Primer dan
Sekunder, Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer dakuBder Bentuk KSP :
Primer Kab/Kota , Primer Provinsi, Primer Nasion@ekunder Kab/Kota,
Sekunder Provinsi , Sekunder Nasional ) Kepenguarus®iatur tentang :
Persyaratan; Tugas; Wewenang; dan Tanggung javesiga®as Diatur tentang :
Persyaratan; Tugas; Wewenang ; dan Tanggung jawamngelola wajib
memenuhi persyaratan minimal :

1. Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengelatihan
simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha sipipgm
yang berwawasan perkoperasian.

130 Departemen KoperasPeraturan Menteri Koperasi Dan UKM Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh KagierPermenkop dan UKM No.
19/Per/M.KUKM/X1/2008, Ps. 5 ayat (2).

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



2.

58

Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas bai&ijty memiliki
keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjang gtdouktikan
dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensgptla usaha
simpan pinjant>!

Hubungan Kerja antara Pengurus dengan Pengelakdasar “perikatan”

memuat Jangka waktu perjanjian, Wewenang, tanggjavegpb, hak dan

kewajiban, dan penyelesaian perselisitfafeengelolaan KSP dan USP Koperasi

1.

o

Pengelola KSP dan USP Koperasi bisa perorangan l@dan
usaha.

KSP yang sudah mengangkat pengelola, pengurus tidédh
merangkap sebagai pengelola.

Pengurus KSP Primer dilarang menjadi pengurus padau lebih
KSP Primer.

Pengelolaan USP harus terpisah dari unit lainnya.

Koperasi yang memiliki USP harus memiliki neracang@idasi.
133

Jaringan Pelayanan, untuk meningkatkan kualitasaypebn kepada

anggota, KSP dan USP melalui Koperasinya dapat imilesual jaringan pelayanan

usaha berupa : Kantor Cabang, Kantor Cabang &emnllan Kantor Ka&*

Permohonan izin pembukaan kantor cabang KSP dan Kigferasi di luar

kabupaten/kota tempat domisilinya, dilampiri :

1. Alamat kantor cabang yang akan dibuka.
2. Surat bukti setoran modal kerja cabang.
3. Daftar sarana kerja dan kondisi fisiknya.
4. Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan karyawantor
cabang
5. Daftar anggota yang dilayani membutuhkan minimabghg.
6. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi 2) (thlaun
terakhir.
7. Rencana kerja kantor cabang minimal setahun kendepa
8. Sertifikat pelatihan simpan pinjam yang dimiliki l@a kepala
cabang®
1311bid., Ps. 11 ayat (10).
%2 pid., Ps. 13.
% pid., Ps. 15.
% Ipid., Ps. 18.
135 1bid., Ps. 18 ayat (6).
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Izin pembukaan kantor cabang diterbitkan oleh Rej&lerwenang yang

telah mengesahkan akta pendirian KSP dan USPr&sipealing lama 3 bulan,

setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwedanpbupaten /Kota di

tempat kedudukan kantor cabang koperasi terselant dikuka.

Persyaratan Minimal Pembukaan Kantor Cabang, Caplem Kas
Pembantu KSP dan USP Koperasi :

1.

Menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk modeéstasi dan
modal kerja awal.

Pernyataan pengurus bahwa dana yang dihimpun mlirf@th&b6

disalurkan kembali di kantor cabang itu.

Study kelayakan pendirian kantor cabang, capem #as

pembantu.

Mempunyai anggota minimal 20 orang di wilayah kadiap / kota
yang bersangkutan.

Memasang papan nama pada kantor di mana kantongatxpem
dan kas pembantu didirikar’

3.3.2. Aspek Kegiatan Usaha

Dalam aspek kegiatan usaha ini, antara lain adalah

1. KSP dan USP Koperasi melayani anggota, calon aaggoperasi
lain dan anggotany&’

2. Dalam pemberian pinjaman, koperasi harus menenapkiasip
kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sesghingga
memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggatatiya

3. Dalam menyalurkan pinjaman, koperasi harus mekakuk
penilaian terhadap peminjam : watak, kemampuan,ainagunan
dan prospek usah&’

4. Koperasi Sekunder dilarang melayani anggota pegarmarsecara
langsung:*°

13%|bid., Ps. 18 ayat (10).
137 bid., Ps. 19 ayat (1).
138 bid., Ps. 19 ayat (2).
139bid., Ps. 19 ayat (3).
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. Untuk melayani penyimpan, koperasi dapat menciptdderbagai

jenis produk tabungan koperasi dan simpanan begsity

Dalam hal kelebihan dana dapat digunakan untuk pkambsaham
di BEI, obligasi, mengembangkan dana tabungan mieta@rana
investasi lainnya??

Untuk mengurangi tingkat risiko pinjaman, koperadapat
menetapkan jaminan dan agunan berupa barang dtaadih atau
pernyataan kesediaan tanggung rentéhg.

KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatahaisektor
riil secara langsund*

Sistim pelaporan diatur sebagai berikut : Pengellépada
pengurus tiap minggu, pengurus kepada pengawabtian, dan

pengurus kepada pejabat tiap triwulan termasukréap@mhunari®

3.3.3. Aspek Permodalan

Dalam aspek permodalan, diantaranya adalah :

1.

Di awal pendirian, KSP wajib menyediakan modakeths Rp.15
Juta (KSP Primer) dan Rp.50 Juta (KSP Sekundegnd&lentuk
deposito pada Bank Pemerintah atas hama Mefiteri.

Di awal pembentukan, USP Koperasi Primer menempathkadal
tetap Rp.15 Juta, sedangkan untuk USP Koperasin8ekirRp. 50

Juta*®’

10 hid.,
1 bid.,
142 pid.
3 1bid.,
% bid.,
% |bid.,
148 |bid.,

7 pid.,

Ps. 19 ayat (6).

Ps. 20 ayat (1).

, Ps. 20 ayat (5).

Ps. 21 ayat (1).
Ps. 22.
Ps. 23.
Ps. 24 ayat (2).

Ps. 24 ayat (3).
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3. KSP dan USP Koperasi yang belum memenuhi persyanatalal
disetor dan modal tetap tidak dapat diberikan psalgan akta

pendirian atau pengesahan perubahan anggaran #sar.
Pengelolaan Harta Kekayaan Koperasi :

1. Harta KSP dan USP tidak dapat dijadikan jaminammgitdengan
dibebani hak tanggungan atau digadaikan.

2. Harta KSP dan USP harus diatas namakan koperasy yan
bersangkutan, tidak boleh atas nama pengurus, pasgdan atau
pengelola.

3. KSP dan Koperasi yang memiliki USP Koperasi wajibnmiiki
catatan kepemilikan harta kekayaannya, minimalrmési tentang
. status kepemilikan, tanggal perolehan, spesifik&sndisi fisik
harta dan harga perolehn.

3.3.4. Aspek Pembinaan dan Pengembangan
Dalam aspek pembinaan dan pengembangan, diantaranya

1. Meliputi : upaya pengembangan iklim usaha yang keifd
pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindunganadeep
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh &sipt

2. Pembinaan teknis dengan cara : memantau perkemb&&fa dan
USP Koperasi melalui laporan kinerja koperasi yhagsangkutan
dan melakukan pembinaan yang menyangkut organissefia dan
keuangan serta pelaksanaan program pembiniaan.

3. Bentuk Pembinaan : perbaikan manajemen, perkuatadalm
penilaian kesehatan, diklat dan pembinaan anggota pemberian

tindakan admnistratif?

148 bid., Ps. 24 ayat (5).
9bid., Ps. 25.

%01bid., Ps. 26 ayat (2).
511bid., Ps. 26 ayat (3).

1521bid., Ps. 26 ayat (4).
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Dalam hal KSP dan USP Koperasi mengalami kesuljtang
mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapatbenem
petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan
penambahan modal, penggantian pengelola, penggabwangan
koperasi lain, penjualan sebagaian aktiva tetap tohmakan lain
sesuai peraturan. Jika upaya yang ditempuh tidgdatddiatasi
maka KSP dan USP Koperasi dapat dibubarkan seswaiupan
perundangan yang berlakd.

Dalam rangka "Pengembangan” KSP dan Koperasi yagmilki
USP dapat melakukan kemitraan dengan koperasi tdan/a
lembaga keuangan sepanjang bermanfaat bagi kemkguenasi
dan anggotany&*

Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakudksn
Pejabat Penilai Kesehatan yang diangkat oleh Meaigu Pejabat
yang ditunjuk*>

3.3.5. Aspek Pengawasan

Dalam aspek pengawasan :

i

Pengawasan Internal dilakukan oleh Pengawas dan laternal
Auditor, sedangkan Pengawasan Eksternal oleh Merateu
Akuntan Publik yang ditetapkan oleh rapat anggtfta.

KSP dan USP Koperasi yang mencapai volume pinjagzarmin
atas Rp.1 Milyar wajib diaudit oleh Akuntan Publitan
diumumkan kepada anggotanya.

KSP dan USP Koperasi yang belum melaksanakan kegiasahanya

dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengesahan aijEbd yang berwenang

153 bid.
%% |bid.,
5% |bid.,
1% |bid.

157 pid.,

, Ps. 27

Ps. 28

Ps. 29.

, Ps. 34 jo Ps. 35.

Ps. 26 ayat (1).
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dapat mencabut izin usaha simpan pinjam, dengéebilerdahulu memberikan
peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dalam wag bulan>®

KSP dan USP Koperasi tidak menyampaikan laporakakeisebanyak :
“1 kali, dikenakan teguran lisan maupun tertuliska® berturut-turut diberikan
peringatan tertulis, 3 kali berturut-turut, tingkk#sehatannya diturunkan satu
tingkat, 4 kali berturut-turut, diberikan nilai &k sehat**®

KSP dan USP Koperasi tidak menyampaikan laporamnia : lebih dari
6 bulan sejak tutup buku diberikan peringatan;kinieenyampaikan laporan tahun
buku yang lalu, diberikan tindakan administratifriygga penurunan tingkat
kesehatan®

Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi oleht Rapggota
mengacu pada AD Koperasi dan peraturan perundatigrg@an yang berlaku
tentang perkoperasidit Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi oleh
Pemerintah mengacu kepada Peraturan Pemerintal¥ Naidun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan petunjakgsmaanny&?

Dengan berlakunya Permen ini, maka Kepmen Kopedasi PPK
No0.351/Kep/M/XI11/1998 tentang Petunjuk Pelaksan&agiatan Usaha Simpan
Pinjam dinyatakan tidak berlaku. KSP dan USP Kaogierang telah berdiri wajib
menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan uRerahi dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakuPgeaturan ini ( 13 Nopember
2008 )63

18 bid., Ps. 27 ayat (1).
191bid., Ps. 27 ayat (6).
%0bid., Ps. 27 ayat (6b).
%1 1pid., Ps. 38 ayat (3).
%2 1pid., Ps. 39 ayat (1).

1831bid., Ps. 40 ayat (10.
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3.4. Tentang Pedoman Standar Operasional ManajemeKoperasi Simpan

Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dasar hukum tentang Standar Operasional Manaje®@M] KSP/USPK
adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usadw dan Menengah
Republik Indonesia Nomor  96/KEP/M.KUKM/IX/2004 Temg Pedoman
Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan rRirgan Unit Simpan
Pinjam Koperasi.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KSPPURoperasi sebagai
lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilttasle@epercayaan dari anggota
pada khususnya dan/atau masyarakat luas pada urauhi@yun demikian untuk
melaksanakan perannya sebagai lembaga keuanganddSBnit Usaha Simpan
Pinjam Koperasi masih dihadapkan pada berbagaidken@ng disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut:

1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalamsopel
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajeme
keuangan.

2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalamasipeal
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajeme
keuangart®*

Berdasarkan latar belakang tersebut, KSP/USP Kepeexlu memiliki
Pedoman Standar Operasional Manajemen Usaha SiRipgaam. Diharapkan
Pedoman Standar Operasional Manajemen tersebut dignaakan sebagai salah
satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam Kbperasi, sehingga
usaha simpan pinjam pada KSP/USP Koperasi dajzatg#ini secara profesional.

Beberapa hal yang perlu diketahui dari peraturgraitara lain adalah :

3.4.1. Tujuan
Pedoman Standar Operasional Manajemen ini bertujdantuk
memberikan panduan bagi pengelola KSP/USP Kopeatalsim menjalankan

kegiatan operasional usaha simpan pinjan.”

164 Departemen Koperaskeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kdaih
MenengahTentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSIP/KoperasiKepmenKop,
Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/200, lampiran.
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3.4.2. Sasaran
Sasaran dari penyusunan Pedoman Standar Operadamajemen ini
adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang selaat
mantap melalui sistem pengelolaan yang profesisesliai dengan
kewajiban usaha simpan pinjam.

2. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang éfekn
efisien.

3. Terciptanya pelayanan yang prima kepada anggadia) eaggota,
koperasi lain dan atau anggotari{.

3.4.3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Manajemen ini merupakan panduatuk
mengoperasionalkan berbagai kebijakan dan peratysang terkait dengan
pengelolaan usaha simpan pinjam olen KSP/USP Kepesadangkan standar
prosedur pengelolaan operasional akan dituangkdamdatandar operasional
prosedur (SOPY’

Standar Operasional Manajemen ini secara garisr loiisagi menjadi 3
(tiga) bagian yang terdiri dari:

1. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP/USP
Koperasi.

2. Standar Operasional Manajemen Usaha KSP/USP Kaperas

3. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP/USPrisip®

Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP/USPerKsi
menurut Pasal 7 dari Keputusan Menteri ini terdiuii :

organisasi dan manajemen KSP/USP Koperasi;
pengelolaan organisasi;

pengelola KSP/USP Koperasi;

prosedur penutupan USP Koperasi;

prosedur pembubaran;

pembagian dan penggunaan SHU;

pengelolaan harta kekayaan KSP/USP Kopéfasi.

@0 o0 oy

%5 bid., Ps. 2.
%0 1bid., Ps. 3.
%7 bid., Lampiran.
%8 bid., Ps. 4.

189pid., Ps. 7.
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Standar Operasional Manajemen Usaha KSP/USP Kopeessirut Pasal
15 dari Keputusan Menteri ini, terdiri dari :

penghimpunan dan penyaluran dana;
jenis pinjaman;

persyaratan calon peminjam;

pelayanan pinjaman kepada unit lain;
plafond pinjaman;

biaya pinjaman;

agunan;

pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
analisis pinjaman;

pembinaan nasabah oleh KSP/USP Koperasi;
penanganan pinjaman bermasdizh.

op

T T TQ o a0

Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP/USP r&sipmenurut
Pasal 28 dari Keputusan Menteri ini terdiri dari :

keseimbangan arus dana;

penggunaan kelebihan dana;
penghimpunan dana dari luar;
pembagian SHU;

pelaporan keuangan;

pengukuran kinerja KSP/USP Koper&si.

~P o0 Tw

Keputusan ini berlaku sejak 21 September 2004, KKSP/Koperasi yang
sudah berjalan sebelum keputusan ini, tetap melaksa kegiatan usahanya
dengan ketentuan wajib menyesuaikan diri dalamk@angaktu paling lama 2
(dua) tahun sejak berlakunya Keputusan ini. Padaamaansisi KSP/USP
Koperasi wajib menyusun perencanaan implementasvl S$eécara bertahap
sehingga pada akhir tahun kedua pengelolaan KSP/USperasi sudah

menyesuaikan dengan Keputusan ini.

3.5. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasingan Pinjam dan
Unit Simpan Pinjam Koperasi.
Dasar hukum pengukuran tingkat kesehatan lembagankan yang

berbadan hukum koperasi adalah Keputusan Menterpeksi Nomor

17%pid., Ps. 15.

17 pid., Ps. 28.
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227/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan BianilKesehatan Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang kemudigerbaharuhi dengan
Keputusan Menteri Koperasi Nomor 194/KEP/M/IX/199&ng kemudian
diperbaharui lagi dengan Permenkop Nomor 20/PerldKKI/XI/2008 tentang
Penilaian Kesehatan KSP-USP. Aspek yang dinilaipuglpermodalan, kualitas
aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditk&mandirian dan pertumbuhan,
dan jatidiri koperasi. Bobot aspek permodalan 1%8pek kualitas aktiva
produktif 25 %, aspek manajemen 15%, aspek efisi€d%, aspek likuiditas
15%, aspek kemandirian dan pertumbuhan 10%, asfidlijkoperasi 10%2

3.5.1. Aspek Permodalan

Penilaian aspek permodalan ditujukan untuk metitgkat kehati-hatian
dalam memberikan pinjaman dan komitmen pengurut samggota koperasi
dalam mengelola dan memperkuat modal sendiri. Semakggi angka rasio
maka akan semakin baik. Rendah atau memburukngaragio adalah indikasi
ketidakhatihatian pengurus dalam memberikan pinjaden atau perkembangan

modal sendiri yang kurang bdilé Penilaian aspek permodalan didasarkan pada
174

1. Rasio modal sendiri terhadap total aset

2. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberberisiko.

Modal sendiri itu berupa simpanan pokok, simpanaijby hibah, 50%
modal penyertaan, dan cadangan yang disisihkanSisai Hasil Usaha (SHU).
Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman yang khinefberisiko adalah
pembiayaan yang tidak mempunyai agunan dan pendnageng nilai agunannya

lebih kecil dari nilai pembiayaait®

172 Departemen KoperasReraturan Menteri Koperasi Tentang Penilaian Kedaha
KSP-USPR PermenKop No. 20/Per/M.KUKM/X1/2008, lampiran.

13 Mohammad IgbalMendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : Mengikuéjak
Mohammad Yunus-Peraih Nobel 2008 Dengan Grameek-RBgg Op. Cit.hal. 152-153.

" Ipid.

178 | pid.
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3.5.2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah kekayaan K$PK yang
mendatangkan penghasilan bagi KSP/USPK yang bewstary Sebagai contoh
pembiayaan yang diberikan, penempatan deposito kamlain. Dalam
pengelolaan aktiva produktif terdapat risiko keamgiyang perlu diperhatikan
pengurus dan pengelola . Semakin rendah kualitisagbroduktif menunjukkan
semakin tinggi risiko yang diemban oleh KSP/USPKniRian kualitas aktiva
produktif didasarkan pada :

1. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota tephaolzl
volume pinjaman yang diberikan.
2. Rasio resiko pinjaman yang bermasalah terhadamman yang
diberikan
3. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman yaargasalah
4. BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) terhadilg)nc
anggota koperasi lain dan anggotanya tentang vopinjaman'’®
Pinjaman yang bermasalah adalah pinjaman dengditakiiolektibilitas
kurang lancar, diragukan dan macet. Pinjaman kutangar tingkat risikonya
adalah 50%, diragukan 75%, dan macet 100%. Sedangksy dimaksud dengan
cadangan risiko adalah dana yang disisihkan damilgggatan yang dicadangkan

untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet

3.5.3. Aspek Manajemen
Penilaian aspek manajemen meliputi beberapa konmp@mara lain
manajemen umum, kelembagaan, manajemen permod#aajemen aktiva, dan

manajemen likuiditas. Penilaian aspek efisiensaskdkan pada :

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap pasidgputo
2. Rasio aktiva tetap terhadap total aset
3. Rasio efisiensi pelayandf’

176 Departemen KoperadPeraturan Menteri Koperasi Tentang Penilaian Kesaha
KSP-USRLoc. Cit.

7 Ipid.

178 | pid.
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3.5.4. Aspek Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas, aspek ini untuk menilsgemampuan
KSP/USPK untuk memenuhi kewajiban jangka pendekafkg atau sama dengan
setahun). Semakin tinggi nilai rasio semakin b&tkndah atau memburuknya
nilai rasio mengindikasikan semakin tinggi risikeglagalan KSP/USPK untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti pearasknpanan, pembayaran

angsuran pokok dan bunga, dan lain-fdh.

3.5.5. Aspek Kemandirian

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan dikiasarpada
rentabilitas aset dan rentabilitas modal sendidasgkan yang terakhir adalah
penilaian aspek jatidiri koperasi dimana dapat sadean pada rasio partisipasi
bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

Secara ringkas bagaimana format tingkat kesehaanpcedikat sebuah
KSP/USPK dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Fatrman predikat ini akan
memudahkan kita untuk memahami tingkat kesehatd?/ USPK.

Tabel bobot penilaian terhadap aspek dan komponen :

No Aspek yang Komponen Bobot
dinilai Penilaian
1 Permodalan 15
a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset 6
Modal Sendiri
“Total Aset x 100%

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan

yang beresiko

Modal Sendiri

1009
Pinjaman diberikan yang beresiko x %

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

179 | pid.
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Modal Tertimbang

0
ATMR x 100%

Kualitas Aktiva Produktif

25

a. Rasio volume Pinjaman pada anggota terhadap
volume pinjaman diberikan

Volume Pinjaman pada anggota
4 P 58 x 100%

Volume pinjaman

10

b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume

Pinjaman

Pinjaman bermasalah
x 100%

Volume pinjaman

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman

Bermasalah

Cadangan risiko

100%
Pinjaman bermasalah X 0

d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan

anggotanya terhadap volume pinjaman

BMPP
Volume pinjaman

x 100%

Manajemen

15

Manajemen Umum
Kelembagaan
Manajemen Permodalan

Manajemen Aktiva

® a2 o0 T p

Manajemen Likuiditas

w W W w w

Efisiensi

10

a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap
partisipasi bruto

Biaya Operasional Pelayanan
ya b Y 100%

Partisipasi Bruto

b. Rasio Aktiva tetap terhadap total a

sdt
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Aktiva tetap
Total asset 100%
c. Rasio efisiensi pelayanan 2
Biaya gaji dan Honorarium karyawan
= ]volume pinjaman - x 100%
5 Likuiditas 15
a. Rasio Kas 10
Kas + Bank
Kewajiban Lancar x 100%
b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yangmite 5
Kas + Bank
Kewajiban Lancar y
6 Kemandirian dan Pertumbuhan 10
a. Rentabilitas aset 3
SHU sebelum bunga dab pajak
Total aset SLs
b. Rentabilitas Modal Sendiri 3
SHU bagian anggota
Total midal seigdiri e 100:8
c. Kemandirian Operasional Pelayanan 4
SHU Kotor
Beban usaha + Beban perkoperasian * 100
7 Jatidiri Koperasi 10
a. Rasio partisipasi bruto 7
Partisipasi bruto
Volume pinjaman i
b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 3
PEA
Simpanan pokok + simpanan wajib _—%
PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota
Jumlah 100

Sumber :

Lampiran.l : Keputusan Menteri Negara Koperasi Bealga Kecil Dan Menengah
: 20/Per/M.KUKM/XI1/2008
: 14 November 2008

Nomor
Tanggal
Tentang

: Petunjuk Pelaksanaan Penilaianiégéar Koperasi Simpan Pinjam Dan
Unit Simpan Pinjam (Bobot Penilaian Aspek dan ibomen)
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3.6. Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Rim dan Unit
Simpan Pinjam Koperasi

Dasar hukum pedoman pengawasan KSP/USPK adalatuiRerdlenteri
Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Répuidonesia Nomor :
21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasanpefasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai ganty Keputusan Menteri
Nomor 09/KEP/M/I/1999 tentang Petunjuk Pelaksan®amgendalian Simpan
Pinjam. Beberapa hal yang perlu diketahui daritpeaa ini adalah :

3.6.1. Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri ini Pengawasan adalalatey pembinaan,
pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatper&s Simpan Pinjam dan
Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalahihi Menteri di tingkat
pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalartkgas pembantuan di
tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan lKiep8&mpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik darketelali sehingga
menumbuhkan kepercayaan dari pihak terk4it.

Menurut Pasal 2 dari Peraturan Menteri ini Tujuangawasan Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, atal

1. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam raehgn
kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukurbgaiaku;

2. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP &magi
sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dima
anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau caagga
berdasarkan prinsip koperasi;

3. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi d
tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidekanggung
jawab;

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas petaghoKSP dan
USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepesuing

5. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien vyaitu menitigka
pemberdayaan ekonomi anggdta.

180 Departemen KoperasPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Tentang Pedoman
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpajaf Koperasi PermenKop dan UKM
No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, Ps. 1 butir 1

181 pid., Ps. 2.
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Menurut Pasal 4 dari Peraturan Menteri ini ruamgkup Pengawasan

KSP dan USP Koperasi meliputi :

a.

b.

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP W3R
Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi $erieda
melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang
bersangkutan;

Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yangamgkyt
organisasi dan usahanya, termasuk program pembiaaggota
sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dand&tan
Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi;

. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuadasta

kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalaentken
yang berlaku®?

Pengawasan terhadap KSP dan UUSP Koperasi dilalalgarMenteri®

3.6.2. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses untuk menyakini keberaas penyajian

laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus d@périk dari aspek

organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangperasit®® Pemeriksaan

terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejgg@ngawas yang
ditetapkan Menteri®>

Objek pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperagutiel

a
b.
Cc
d

. Aspek organisasi;

Aspek pengelolaan;

. Aspek keuangan; Produk dan layanan;
. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pasgaan

karyawamn®°

82pid.,
183 |bid.,
8% |bid.,
185 |bid.

188 | pid.,

Ps. 4.

Ps. 3.

Ps. 1 butir 7.

, Ps. 9 ayat (2).

Ps. 10.
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3.6.3. Penilaian

Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi adalaitaipenterhadap
ukuran kinerja KSP dan USP Koperasi dilihat darktdafaktor yang
mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbdlaanatau perkembangan
serta keberlangsungan usaha KSP dan USP Kopedasn giangka pendek dan
Jangka panjanf’ Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaima
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan demgalakukan penilaian
terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

Permodalan;

Kualitas aktiva produktif;
Manajemen;

Efisiensi

Likuiditas

Kemandirian dan Pertumbuhan
Jatidiri®®

©~ooooTy

Persyaratan dan tatacara penilaian terhadap kesel&BP dan USP
Koperasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaidiatur dalam Peraturan
Menteri - Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang PedomaRenilaian
Kesehatan Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Kami£™

3.6.4. Pengendalian

SPI adalah Sistem Pengendalian Intern merupakajakeb dan prosedur
yang dijalankan oleh pengawas, pengurus dan maeraj&8P dan USP Koperasi
untuk mengamankan kekayaan koperasi dan memberamkinan yang
memadai tentang keandalan informasi laporan pegtany jawaban keuangan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangam agaknunjang efektivitas
dan efisiensi operasi’

KSP dan USP Koperasi yang terlambat atau tidak amapgikan laporan

keuangan triwulanan dikenakan sanksi sebagaiugerik

187 pid., Ps. 1 butir 6.
188 pid., Ps. 16.
189 bid., Ps. 16 ayat (3).

190hid., Ps. 1 butir 11.
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a. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkanmdg@agka
waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditetapkaikeniakan
teguran tertulis,

b. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkamdgagka
waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukankedakan
teguran tertulis kedua,

c. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkand@agka
waktu 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka wak (satu) tahun
buku, dikenakan penurunan satu tingkat kesehatannya

d. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkamdgagka
waktu 4 (empat) kali berturut-turut dalam jangkaktmal (satu)
tahun buku, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat,

e. KSP dan USP Koperasi yang sama sekali tidak meRaeri
laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwuldnngga akhir
tahun berjalan dikenakan sanksi penilaian tidakesgh

KSP dan USP Koperasi yang terlambat atau tidak amapgikan laporan

keuangan tahunan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkamdgagka
waktu lebih dari 5 (lima) bulan sejak tutup bukkeatiakan teguran
tertulis,

b. KSP dan USP Koperasi yang tidak melaporkan dalangkg
waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanlesiilpian tidak
sehat,

c. KSP dan USP Koperasi yang tidak melaporkan dalangkg
waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sapksnbubaran
KSP atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaaasar D
Koperasi yang memiliki USF?

KSP dan USP Koperasi yang telah memenuhi ketentizgib audit oleh

Akuntan Publik, ternyata terbukti tidak melaksamaka, dikenakan sanksi

berupa penurunan tingkat kesehatan.

3.6.5. Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan

Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalamngighengawasan
KSP dan USP Koperasi dalam hal ini di tingkat pusdalah Menteri yang
membidangi koperasi, di tingkat Propinsi/DI dan Kphten/Kota adalah Kepala

M bid., Ps. 20 ayat (1).
1921bid., Ps. 20 ayat (2).

198 pid., Ps. 21.
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instansi yang membidangi koperasi wajib menyampaikaporan berkala

pelaksanaan pengawasan dengan hierarki sebadaitberi

a. Menteri kepada Presiden dengan tembusan kepadaruliEank

b.

Indonesia selaku otoritas moneter,

Kepala instansi yang membidangi koperasi di tingRadpinsi/DI
kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur,

Kepala instansi yang membidangi koperasi di tingkat
Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepad
Bupati/Walikota!**

1% bid., Ps. 25 ayat (1).
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BAB 4
PERBANDINGAN PENYEDIAAN AKSES KREDIT DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP MASYARAKAT ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
DENGAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

4.1. Seqgi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia
4.1.1.Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahksin credere, yang
berarti kepercayaan. Menurut kamus besar bahasadsa, salah satu pengertian
kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran p#walan secara
mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah teryang diizinkan oleh bank

atau badan laif®>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepagai@m-meminjam
antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihekiipjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentugatenpemberian

bunga®®®

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwstasieyang wajib
dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberik@padanya adalah tidak semata-
mata melunasi utangnya tetapi juga disertai denganga sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Unsur esensial dari kredit adalah adanya keperoaglaa pihak kreditur
terhadap debitur. Kepercayaan itu timbul karensemlinya segala ketentuan

19 HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indones®p. Cit, hal. 57.
19 |ndonesiandang-Undang PerbankarOp. Cit Ps. 1 angka 11.

197 HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. 6il. 57.
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dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh dehittara lain jelasnya tujuan
dan peruntukan kredit, adanya benda jaminan ataneag dan lain-lain®

Unsur-unsur kredit dapat dikemukakan, antara (& :

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi krbdhiwa prestasi yang
diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, dsa gan benar-benar
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentunthsa yang akan
datang.

b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahktraapemberian
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diteriada pnasa yang akan
datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengeriiki agio dari uang,
yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilaidgai uang yang akan
diterima pada masa yang akan datang.

c. Degree of risk yaitu tingkat risiko yang dihadapi sebagai akilati
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pembam@stasi dengan
kontraprestasi yang akan diterima kemudian hammaken lama kredit
diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya,réga sejauh-jauh
kemampuan manusia untuk menerobos masa depanaka, masih selalu
terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapathiijpmgkan. Inilah yang
menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adangaruisiko inilah,
maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikitam bentuk uang,
tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Nakarena kehidupan
ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uaaga transaksi-
transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang pekai kita jumpai

dalam praktik perkreditan.

Kredit diawal perkembangannya mengarahkan fungsinyatuk
merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling lmegountuk tujuan

pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha makgiurtuhan sehari-hari.

198 pid., 58.

199 Thomas Suyatno Et.alDasar-Dasar PerkreditanCet. 3, (Jakarta : Gramedia, 1990),
hal. 12-13.
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Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkestasi yang lebih tinggi
dan kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapataenuhan kebutuhannya.
Adapun pihak yang memberi kredit, secara material lthrus mendapatkan
rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajarrdadal yang dijadikan obyek
kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasagash dapat membantu pihak
lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit menchpajsinya, apabila secara
sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupmasyarakat membawa
pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur daedikur, mereka memperoleh
keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejamesesiangkan bagi negara
mengalami tambahan penerimaan negara dari pageé kemajuan ekonomi yang
bersifat mikro maupun makr&’®

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian pardagangan

mempunyai fungsi®*

Meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Salah satu alat stabilitas ekonomi

Meningkatkan kegairahan berusaha

% d 3

Meningkatkan pemerataan pendapatan
Meningkatkan hubungan internasional

=

4.1.2. Dasar Hukum
Sebagaimaan diketahui pengaturan perkreditan dinesia didasarkan

pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

a. UUD 1945 (pasal 33)
b. UU tentang Bank Sentral
c. Beberapa pengaturan ketentuan perkreditan oleanBira lain%*?

2001hid., hal. 13-14.
201 1hid., hal. 14-16.

2021hid., hal. 84-96.
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1. SK Direksi Bl No. 27/162/KEP/DIR mengenai kebijakaan
Perkreditan Bank (KPB)

2. PBI No. 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan RBI
8/2/PBI/2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 mengenai Rem
Kualitas Aktiva.

3. PBI No. 7/3/PBI/2005 dan PBI No. 8/13/PBI/2006 meng Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

d. UU tentang Perbankan

Dalam UU Perbankan Indonesia 1992/1998 terdapatrbph hal yang

berkaitan dengan pemberian kredit, diantaranyaaadsgbagai berikut®

Kredit berkaitan dengan penyaluran dana masyarakat;
Pengertian kredit;

Pemberian kredit adalah usaha yang sah bagi bank;
Pelaksanaan kredit;

Batas maksimum pemberian kredit;

AN % )

Pemberian kredit terkait dengan ketentuan pembindan

pengawasan bank.

e. KUH Perdata

f. Undang-undang yang mengatur tentang pendirian Bamk pemerintah
lainnya

g. Peraturan Pemerintah yang berkaitan

h. Instruksi Pemerintah

I. Surat Edaran Bank Indonesia

j. Ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam pegjarkredit oleh para
pihak.

4.1.3. Macam-Macam Kredit
Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh lembaga kegaa kepada

masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan pabagai berikuf%

203 BahsanHukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan IndaneBet.1. (Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 74-83.
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1). Jenis kredit menurut kelembagaan

a. Kredit perbankan
Kredit perbankan yang diberikan oleh bank milik am@gatau bank swasta
kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atsurksn

b. Kredit likuiditas
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepdmhnk-bank yang
beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunaebagai dana untuk
membiayai kegiatan perkreditannya.

c. Kredit langsung
Kredit ini dberikan oleh Bl kepada lembaga pemefintatau semi
pemerintah (kredit programy> Model kredit seperti ini dilarang
berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 1999 terBang Indonesia.

d. Kredit (pinjaman antarbank)
Kredit yang diberikan oleh Bank yang kelebihan dkepada Bank yang

kekurangan dana.

2). Jenis kredit menurut jangka waktu
a. Kredit jangka Pendelshort term loah
a. Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satwitatDalam
kredit jangka pendek juga termasuk kredit untulataan musiman
yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
b. Kredit jangka Menengahredium term loan
Yakni kredit yang berjangka waktu antara satu santgm tahun
bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka ngate
c. Kredit jangka Panjang

204 Muhamad Djumhanajukum Perbankan di Indonesi@get.5 (Bandung: Citra Aditya
Bakti 2006), hal.481-501.

295 pengertian Kredit Program dapat diketemukan daedtentuan Pasal 1 angka 1
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tent@uku Bunga dan Nisbah Atas
Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Progr&redit program adalah kredit atau
pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengkumngan kredit likuiditas (KLBI) dalam
rangka mendukung program pemerintah.
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Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tigehtin. Pada umunya
berupa kredit investasi, yang bertujuan menambaldamperusahaan
dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspamsndirian proyek
baru.
3). Jenis kredit menurut penggunaan kredit

a. Kredit Konsumtif
Yaitu kredit yang diberikan kepada perseoranganukuninembiayai
keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Kredit produktif, baik investasi maupun kredit ekstasi
Kredit Investasi, yaitu kredit yang bertujuan ungp&nggunaan sebagai
pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produleslugg dan mesin atau
pendirian proyek baru. Jangka waktunya dapat meteatau panjang.
Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan ukt pembiayaan
kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupad@asebahan baku,
persediaan produk akhir, dan sebagainya. Jangkaumgk berlaku
pendek.

4). Jenis kredit menurut kelengkapan dan keterikatmnya dengan dokumen

a. Kredit eksport
Yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayagnusaha eksport.
Yaitu kredit untuk membiayai kegiatan investasi daodal kerja yang
diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kemdportir dan atau
pemasok.

b. Kredit import
Unsur dan ruang lingkupnya pada dasarnya hampiasgengan kredit

eksport karena jenis kredit tersebut merupakanitkpeddokumen.

5). Jenis kredit menurut aktiva perputaran usaha
a. Kredit kecll
Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yagglahgkan sebagai
pengusaha kecil. Yaitu kredit investasi dan atadikrmodal kerja, yang

diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepadabzds usaha kecil
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dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. Z&00D0.00. untuk
membiayai usaha yang produktif.

b. Kredit menengah
Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha ya®inga lebih besar
daripada pengusaha kecil.

c. Kredit besar
Kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi junieddit yang diterima
oleh debitur.

6). Jenis kredit menurut jaminannya

a. Kredit tanpa agunan atau kredit blanaagecured loan
Yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (aaun fisik),
pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepes$abah yang besar
yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan kedaaya.

b. Kredit dengan jaminarsécured loah
Kredit yang diberikan selain didasarkan adanya kiegm atas
kemampuan debitur juga disandarkan pada adanyaaagatau jaminan
yang berupa fisikqollateral)

4.1.4. Segi-Segi Hukum Dalam Pelaksanaan Pemberi&nedit

Menurut Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakirdalam
Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditagj-segi hukum dalam
pelaksanaan kredit diantaranya adaf :

a. Persiapan kredit
Pada tahap persiapan ini meliputi segala kegiatartuku
mengumpulkan informasi mengenai data-data tentafa@naebitur guna

penilaian kredit®’

b. Penilaian kredit

2% Badan Pembinaan Hukum Departemen KehakirBanposium Aspek-Aspek Hukum
Masalah PerkreditajCet.1. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Departétmbakiman, 1985),
hal. 23-43.

207 pid., hal. 23.

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



84

Hasil penilaian kredit sangat menentukan untuk tap&au
tidaknya pemberian kredit dilaksanakan. Oleh karétoa mengenai
penilaian kredit perlu diperhatikan adalah prosesilpiannya dan asas-
asas yang dipakai sebagai kriteria/dasar penififan.

. Pemutusan(persetujuan/penolakan) permohonan kredit.

Apabila dari penilaian bank atas permohonan krelisetujui,
pemutusan pemberian dilakukan sesuai dengan wegyeraangy ada pada
direksi di kantor pusat dan pimpinan cabang/wilagah daerah di kantor
cabang wilayah/daerah. Pengaturan pelimpahan weagenantuk
pemutusan pemberian kredit tersebut biasanya disakwdengan surat
keputusan atau surat edaran. Sedangkan mengerudakeem permohonan
kredit segera diberitahukan kepada yang bersangkita
. Pelaksanaan pemberian kredit

Sebelum kredit diberikan terlebih dahulu calon tebiyang
bersangkutan menyelesaikan perjanjian kredit damyerahkan surat
aksep jaminan. Dengan demikian sejak ditandatangarakta perjanjian
kredit oleh pihak yang bersangkutan dengan debitoaka terjadi
hubungan hukum antara kedua belah pi&k.

. Penatausahaan Kredit

Penatausahaan kredit oleh kreditur diadakan dasiediggarakan
untuk keperluan, pencatatan, perencanaan, pengawasa tersebut
dimaksudkan memudahkan kreditur  mengikuti perkemgha dan
penamanan kredit terseftit.

Pengawasan kredit
Pengawasan dilakukan agar supaya kredit yang Hédrermencapai

sasaran sesuai dengan tujuan yang ditetaffkan.

298 bid., hal. 24.
9 bid., hal. 25-26.
210 | hid.

11 |bid.

212|pid., hal. 34.
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g. Penyelesaian kredit
Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan caraingsan,
melalui Panitia Urusan Piutang Negara, melalui tmgaperdata,
Arbitrase?*®

4.2. Kebijakan Perkreditan Nasional

Kebijakan moneter merupakan salah satu dari tigéqijakan
ekonomi makro yang meliputi kebijakan fiskal, ketkgn perdagangan
luar negeri, dan kebijakan moneter. Kebijakan menetbiasanya
dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredaedit,

stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonéti.

4.2.1. Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkreditan Nasinal Sebelum 1 Juni
1983
Ketentuan-ketentuan tentang perkreditan nasiomalse 1 Juni 1983, adalah :
1. Campur tangan pemerintah melalui Bank Indonesia) (Béngan
ketentuannya yang sudah terlihat sejak adanya PP1NBahun 1955
tentang Pengawasan terhadap usaha kredit (yan@maeingndangkannya
UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbar&emasuk yang
dicabut)
2. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkkatalketentuan
mengenai antara lain :
a. Pagu Kredit ¢redit ceiling, dimana pembarian kredit oleh bank
dibatasi dengan pagu tertentu.
b. Penentuan batas besarnya bunga, baik atas danadyangpun
oleh bank, maupun atas kredit yang diberikan obatkb

213pid., hal. 35-42.

214 Muhamad Djumhanajukum Perbankan Di Indonesia, Op. Chal. 113.
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4.2.2.

86

Kredit likuiditas yang disebarkan melalui bank sgdoa bantuan
pemerintah melalui Bl untuk bidang perkreditan deti. Yang pada
umumnya meliputi bidang penyaluran, yang memangrdigan oleh
Kebijaksanaan Umum Pemerintah Rl atau yang padamunya tidak
dengan sendirinya memiliki daya tarik pemberianhobank (kreditur),
seperti kredit Insus (Pasar dan lain-lain), Kre@ikspor, Kredit untuk
Profesi tertentu (Guru, Mahasiswa dan lain-laingn dkredit untuk
golongan ekonomi lemah (PEGEL, baik yang melipugrudahaan
maupun Perorangaf?)’

Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkreditan Nasinal Setelah 1 Juni
1983
Ketentuan tentang perkreditan nasional setelah i 1883 dapat di

uraikan antara lain adalah dengan adafiya :

1.

© O e U =

PAKJUN 1983

PAKTO 1988

PAKDES 1988

LAKTO 11989
Penegasan PAKTO
LAKTO Il

PAKJAN 1990

Kredit Program 1998
Skim Program KUR 2007

1. PAKJUN 1983

Dengan paket deregulasi pertama di bidang perekiamodan keuangan

pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah melakukarakerttindakan yang pada

saat itu dapat digolongkan drastis, yaitu yang puéliantara lain®’

15> GandaprawiraPerkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Irtsional Cet.1.

(Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992)3h-32.

218phid., hal. 33-38.

217 |pid., hal. 33.
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a. Penghapusan Pagu Kredit

b. Pembebasan penentuan bunga, baik untuk dana maofpuokredit

c. Pembatasan kredit likuiditas secara bertahap
2. PAKTO 1988

Paket deregulasi di bidang perekonomian dan keuayayag terkenal pula

adalah Pakto 1988, dapat membawa suasana lain sgiah dari sebelumnya,
karena antara lain meliputi kebijaksanaan sebagyiiut 8

a. Kemudahan pembukaan kantor cabang bagi bank-bamBL{embaga
keuangan Non Bank);
Kemudahan pendirian bank swasta nasional baru;
Kemudahan pendirian dan usaha BPR (Bank PerkreBaé&gat);
Kemudahan penerbitan sertifikat deposito oleh bank;

Perluasan usaha tabungan;

AT do oo

Perluasan dan kemudahan pendirian Bank Devisa;

Kemudahan pendirian Bank Campuran (antara Bank tvidesional dan

=

Bank Asing di Indonesia);

h. Dimungkinkannya pembukaan kantor cabang pembani« baing di 7
(tujuh) tempat di luar jawa;

I. Pemyempurnaan sistem Swap;

j.  Kemudahan-kemudahan bagi pedagang valuta asing;

k. Penetapan dana BUMN dan BUMD tidak hanya pada bamk-
pemerintah saja;

|.  Perluasan jumlah bank dan kantor cabang;

. Likuiditas wajib minimum (menjadi 2% dari 15 %);

Operasi pasar terbuka;

© =2 3

Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikabosiep dari tabungan
(diatas jumlah minimum tertentu);

Peningkatan partisipasi bank dan LKBB dalam memgq@asar modal;

©

g. Adanya Legal lending Limit (LLL) atau Batas MaksimuPemberian
Kredit (BMPK), yang terutama dimaksudkan untuk pkinaeaan
kesehatan bank/LKBB yang bersangkutan.

218 | pid.
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Bl secara berturut-turut telah mengeluarkan Sureputusan Direksi

tanggal 27 Oktober 1988 No. 21/50/KEP/DIR dan Nd/12/BPPP tanggal 27
Oktober 1988 tentang Legal Lending Limit ini.
3. PAKDES 1988

Dengan paket deregulasi 20 Desembar 1988 (PAKDESS)1%elah

dikeluarkan kebijaksanaan tentafiyy :

a.
b.

Pengembangan pasar modal;

Penyediaan alternatif sumber pembiayaan pembangumamuk
mendukung produksi;

Penunjang pengerahan dana masyarakat dan pendukelegtarian

pembangunan.

4. LAKTO | 1989

Dalam ketentuan lanjutan paket deregulasi 27 Oktd$88 (Pakto)

tanggal 25 Maret 1989, yang juga dikenal dengananafKTO | dimuat #*°

a.

- ® 2 0 T

Merger antara bank umum, dan antara bank umum dank
pembangunan dengan BPR serta BPR,;

Jenis-jenis BPR,;

Permodalan Bank/LKBB;

Kantor cabang Bank Asing;

Swap modal yang berasal dari luar negeffi ghoré;

Bank dalam penyertaan dan kredit investasi;

Pemilikan modal Bank Campuran :

Bank Asing : maksimal 85%; Bank Nasional : 15%;

Penegasan mengenai sanksi penutupan bank dalammdawbuwdengan

kesehatan bank.

5. Penegasan PAKTO

291bjid., hal. 34.

220|hid., hal. 35-36.

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



89

Penegasan dalam beberapa ketentuan pelaksanaanCP@lER Gubernur
Bl tanggal 1 Mei 1989 meliputi hal-hal sebagai keiri***
a. Pemberian kredit dalam valuta asing diperkenankaenghasil
VA/Ekspor);
Swap ulang oleh Bank dan LKBB ke Bl tetap bebasp@gpagu);
Swap sendiri oleh Bank dan LKBB ke Bl sebesar 2586ahsendiri;
Pelarangan untuk memberikan bank garansi dalantavaging;

Kredit-kredit di luar LLL meliputi :

® oo T

1. Kredit yang dijamin oleh Pemda atas dasar APBD yadisgtujui
oleh DPRD;

2. Kredit investasi untuk ekspor;

3. Bilamana ada bukti tentang sindikasi, maka kreditartgan
(bridging financing yang diberikan sampai batas waktu enam
bulan diperkenankan melampaui LLL bila dalam walkttam
bulan ternyata tetap melampaui maka dikenakan LLL;

f. Perlakuarftwo step loan” sebagai pinjaman subordiannsi :
Kredit dalam rangkdtwo step loan” dari Bank Dunia \(Vorld Banh,
ADB ( Asia Development BapkNordic dan Lembaga Internasional
serupa yang telah disetujui untuk diperpanjang g&bagpinjaman
subordinansi sehingga dapat diperhitungkan sebagaial sendiri bank
yang bersangkutan.

6. LAKTO I
Dalam paket deregulasi LAKTO Il tanggal 28 Oktold€989 terdapat
ketentuan-ketentuan tentarfitf:

a. Agia saham, yang merupakan selisih lebih antardajungang diterima
perusahaan (emiten) dari pengeluaran saham degga himinal saham,
tidak dikenakan pajak penghasilan, sedangk@apitagain yang
merupakan selisih lebih yang diperoleh pemegangmsaialam transaksi
jual beli saham, terkenakan pajak penghasilan;

b. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

221 \pid., hal. 36-37.
222\pid., hal. 37.

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



90

c. Penyempurnaan ketentuan tentang Pajak Penghad#éan pandapatan
bunga tabungan dan deposito yang tidak melebihbRyta;

d. Status BPR;

e. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantudsang.

7. PAKJAN 1990

Dalam paket deregulasi Januari 1990 (Pakjan) dipe# lagi, bahwa BI
hanya memberikan kredit likuiditas dalam jumlahb&tas; selain dari itu
dilaksanakan penyederhanaan pemberian Kredit Usadw@ (KUK), Kredit
Usaha Tani (KUT), Kredit Investasi (KI) dan Krediituk Koperasi.

a. Dengan SEBI No. 22/1/UKK tanggal 29 januari 199tetiukan hal-hal

sebagai berikut?®
1. Kredit perbankan yang masih ditunjang dengan kiédiiditas Bl
adalah :
1) Kredit Usaha tani (KUT);
2) Kredit kepada Koperasi; kredit kepada BULOG untuk
kredit pengadaan pangan.
3) Kredit Investasi (KI).
2. Tingkat suku bunga kredit perbankan diatas didasagada suku
bunga pasar;
3. Kredit selain yang disebut di atas dibiayai sepeyatdengan dana
yang diupayakan sendiri oleh perbankan;
4. Sebagian dari kredit perbankan diarahkan untuk negrabusaha-
usaha kecil (KUK)

b. Catatan : Presiden Rl kemudian dalam penyeraharNAgdgla permulaan
tahun 1990 menghimbau para pengusaha untuk mekged2b% dari
saham perusahaannya untuk kepentingan Koperasiu(kam sebagian
besar dari pengusaha-pengusaha tersebut dikumpphesden di tapos
peternakannya di bagian selatan Jawa Barat ).

Khususnya setelah PAKTO 1988, dengan mana banyak &emudahan-
kemudahan untuk membuka kantor dan bank baru, jurbknk, baik yang

mengenai®?*

223|hid., hal. 37-38.
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Kantor Bank-Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta;
Bank-Bank Umum Swasta;

Bank Perkreditan Rakyat;

Bank Asing dan Kantor Bank Asing;

® 2 0 T oW

Bank Campuran.

Sangat mengalami kenaikan yang pesat. Hal terskhiss menyebabkan

pula daya saing, baik dalam pengerahan dana dabepem kredit maupun dalam
apa yang disebut Etika Perbankan. Sehingga par&npainkredit yang datang

dari bidang produksi terpaksa pula menaikkan haga yang di produksi,

sehingga apa yang disebitigh Cost Econoniysecara siklis dirasakan sangat di
Indonesia. Pemerintah melalui Bl berusaha dengamgysangan pemberian

Kredit Likuiditas secara bertahap menangani haetaut di atas dan mencoba

menekan naikkan tekanaimfiation rate’. 2%°

8. Skim Program 1998

Sebagai pelaksana perkreditan lembaga keuangankaagrasi juga
sebagai penyalur kredit Skim Program. “Skim progradalah Kredit Program
atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksanaadedgkungan Kredit
Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka mekdng program
Pemerintah 22
Dalam tahun 1998 pemerintah telah meluncurkan i pkogram, yaitu®?’
1. Kredit Usaha Tani (KUT)
2. Kredit kepada koperasi (KKOP)
3. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKP
4. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya,uiebkyat (KKPA-

TR).

224|pid., hal. 38.
223bid., hal. 38.

% |ndonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga danbalisAtas
Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit PrograRBl No. 6/26/PBI1/2004. LN No. 158
Tahun 2004. TLN No. 4458. Ps. 1 butir 1.

227 Hendrojogi,Koperasj Azas-Azas Teori dan PrakteRet.5, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2002), hal. 212-225.
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5. Kredit pembiayaan tenaga kerja indonesia dengaa gotdit kepada
koperasi primer untuk anggotanya (KKPA-TKI).

6. Kredit dengan pola perusahaan inti rakyat transmsigdalam rangka
pembukaan pemukiman di kawasan timut Indonesia &RIRR-Trans).

7. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dengpla bagi hasil
(KKPA-Bagi hasil)

8. Kredit pemilikan rumah sederhana (KPRS/KPPRS)

9. Kredit modal kerja BPR/pembiayaan modal kerja BPRSVIK-
BPR/PMK-BPRS).

10.Kredit/pembiayaan kepada pengusaha kecil dan pahgusikro melalui
BPR/BPRS. (KPKM-PPKM).

11.Kredit penerapan tehnologi tepat guna (KPTTG-TASKIN

12.Kredit modal kerja usaha kecil dan menengah (KMKN)K

13.Kredit penerapan tehnologi produk unggulan daek&hir(PUD).

14.Kredit pengentasan kemiskinan koperasi pasar (TASKDPPAS).

15.Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya mdalaangka
pembiayaan usaha unggas (KKPA-Unggas).

16.Kredit kepada koperasi untuk anggota nelayan (KK¥dayan)

17.Kredit likuidasi usaha angkutan umum bus perkot&uA-UBP)

Nilai srategis tersebut kemudian diwujudkan pentahn dengan

mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Pergemda 1 Juni 1999, sebagai

BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan UKIKihtuk

menyalurkan dan mengelola 16 Skim Kredit Programs (&KLBI) yang

merupakan pengalihan pengelolaan dari Bank Indaf&si

9. Skim Kredit KUR 2007

Kemudian pada tahun 2007 dan efektif pada tahurB 28@merintah

melanjutkan dengan Skim Kredit Kredit Usaha Rak¢/dRR). KUR merupakan

salah satu skim kredit yang diberikan oleh Perbarkengan pola penjaminan,

228 “gejarah PNM, http://www.pnm.co.id/read/22/Sejaf@lM,. diunduh 29 Desember

2011, pukul. 13.55 WIB.
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yang bekerjasama dengan Lembaga Penjamin yanguk#et oleh Pemerintah.
KUR ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semughasproduktif termasuk
sektor pertanian yang layakeésiblg tetapi belumbankabledari aspek agunan

tambahanSumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana kiairgask.?*°

4.3. Pengertian Akses Kredit, Perlindungan Hukum, dn Permasalahan-
Permasalahan Kebijakan Akses Kredit

Pengertian akses kredit adalah akses modal atabiggaan. Pembiayaan
adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Peme&afah, Dunia Usaha, dan
masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga kmumukan bank, untuk
mengembangkan dan memperkuat permodalan.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yaberié#an terhadap
subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yaeggifat preventif
maupun yang bersifaepresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan
kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambdaanfungsi hukum., yaitu
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadi&tartiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamafaf.

Akses pembiayaan dengan segala persyaratannya dnemi@ak
bermasalah bagi masyarakat yang sudah mempunysygpatan yang cukup,
akan tetapi bagaimana dengan yang tidak memenuygratan, hal ini tentunya
akan menimbulkan masalah. Masalah akses kredimdabasyarakat terutama
UMKM adalah karena masalah persiapan proseduray yamit dan dalam
masalah ketiadaan agunan, hal tersebut dikarenakamasih banyaknya
kekurangan-kekurangan baik yang bersifat ekstemalpun internal. Yang
bersifat eksternal seperti misalnya antara & :

229 Djoko Retnadi, *“ Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harap@an Tantangan”
http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan%28@dmi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisn
is/kur.pdf diunduh 29 Desember 2011, pukul 20.45 WIB.

230 Prasko Abdullah, “Definisi Perlindungan Hukum”,

http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisilipdungan-hukum/ Loc. Cit.

%1 Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Daméngah Republik Indonesia,
Optimalisasi Manfaat Asuransi Dalam PeningkataneskBembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Koperasi (UMKM-K) Deputi Bidang Penylian, 20009.
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Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif,
Terbatasnya sarana dan prasarana usaha,
Terbatasnya akses pasar,

Produk UMKM yang sifat lifetime nya pendek, dan

® 2 0 T oW

Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan hebas
Sedangkan yang bersifat internal antara lain addf&h

a. Kondisi obyektif SDM pelaku UMKM dan koperasi yangasih rendah
dan terbatas,

b. Manajemen yang tradisional,

c. Kurangnya permodalan,

d. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pas

Dari sejumlah persoalan yang membelit upaya pengegén UMKMK
tersebut, satu diantaranya yang penting dan mendaidah persoalan akses
UMKM dan koperasi kepada sumber sumber pendanaahausDalam hal
pembiayaan atau pendanaan UMKM dari Bank, memplédsepsi yang berbeda,
yaitu Persepsi dari pihak perbankan dan PersepssidaUMKM sendiri.

Dari sisi UMKM, persepsi umum yang dihadapi dalamngakses kredit, antara
lain adalah®*

a. Persyaratan jaminan fisik/tambahan yang dimintakBan

b. Prosedur pengajuan kredit yang dianggap sulit @éabdht-belit

c. Tingginya suku bunga perbankan
Sementara dari sisi perbankan, alasan-alasan yangemuka adalaf®

a. UMKM adalah sektor yang dianggap memiliki risiknggi (high risk)dan

keuntungannya relative kecil.

http://www.smecda.com/Files/Dep Pembiayaan/15 Cpisasi Manfaat Asuransi Akses Pem
biayaan UMKM.pdf diunduh 26 Desember 2011, pukul 10.50 WIB.

%2 pid.
2 pid.

234 pid.
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b. Jaminan yang mampu diberikan relative kecil, sepantah, sertifikat hak
atas tanah kebanyakan baru model letter C atal« petuletter C.
c. UMKM yang potensial untuk memperoleh kredit umumasyét didapat.
4.4. Perbandingan Penyediaan Akses Kredit Dan Pendungan Hukum
Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha 8npan Pinjam
Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya
Pembahasan dibawah ini hanya terfokus pada fumgsbdga keuangan
sebagai penyalur dan pelaksana pembiayaan dan fuhkgsi lembaga keuangan

sebagai penghimpun dana.

4.4.1. Penyediaan Akses Kredit dan Perlindungan Hukm Oleh Koperasi

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Penyediaan Akses Kredit
Berdasarkan jenis perkreditan maka aktivitas peaggperkreditan oleh

koperasi dapat dibagi dalam tiga kelompoR :

a. Koperasi sebagai penerima kredit
b. Koperasi sebagai penyalur kredit

c. Koperasi sebagai pelaksana kredit

Sebagai penerima kredit tujuannya hanya untuk pekarp modal,
sedangkan sebagai penyalur koperasi sebagai linkaggram dan terakhir
sebagai pelaksana kredit yakni KSP/UUSPK.

Sebagai pelaksana, KSP/USPK kegiatan perkreditanegang peranan
penting sebagai pengkait kegiatan koperasi, oleénkaitu corak pengembangan
perkreditan koperasi akan menentukan corak perkegama koperasi. Dalam
pelaksanaannya akses kredit KSP/USPK berpedomaa keglutusan menteri
negara koperasi dan UKM Republik Indonesia No. @p/KI.KUKM/IX/2004
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen &f@mpan Pinjam Dan

235 Noer SoetrisnoRekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatkon&mi
Rakyat, Op. Cit.hal. 74-75.
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Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam Pasal 15 didebutbahwa Standar
Operasional Manajemen Usaha terdiri d&fi :

a. penghimpunan dan penyaluran dana,

b. jenis pinjaman;

C. persyaratan calon peminjam;

d. pelayanan pinjaman kepada unit lain;

e. plafond pinjaman;

f. biaya pinjaman;

g. agunan;

h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
i. analisis pinjaman,;

J.  pembinaan nasabah oleh KSP/USP Koperasi;
k. penanganan pinjaman bermasalah.

Dalam persiapan
Standar Persyaratan Calon Peminjam

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul,ogapeminjam
minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebasyiut>>"

1. Anggota dan calon anggota KSP/USP Koperasi berteripggal di
wilayah jangkauan pelayanan KSP/USP Koperasi yangpingkutan.

2. Mempunyai usaha/penghasilan tetap.

3. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maufimpanan
Berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.

4. Tidak memiliki tunggakan (kredit bermasalah) den¢@perasi maupun
pihak lain.

5. Tidak pernah tersangkut masalah pidana.

6. Memiliki karakter dan moral yang baik.

7. Telah mengikuti program pembinaan pra penyalurajapian.

8. Mempertimbangkan jumlah agunan untuk jumlah pinjamgang

berjumlah besar dan berisiko.

Dalam penilaian
Standar Analisis Pinjamarf*®

1. Analisis pinjaman harus dilakukan agar pengelolaPKESP Koperasi
memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikdapat

238 Departemen koperasi dan UKMedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi
Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperaseputusan Menteri Negara Koperasi dan
UKM Republik Indonesia,Op. Cit, Ps. 15

%7 bid, lampiran, hal. 24.

238 bid., lampiran, hal. 31
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dikembalikan oleh peminjam. Terdapat 2 (dua) aspélek yang
dianalisis, yaitu:

a. Analisis terhadap kemauan membayar (analisis latd)jt
mencakup karakter/watak, dan komitmen terhadap jKeavanya
sebagai peminjam pada KSP/USP Koperasi.

b. Analisis terhadap kemampuan membayar (analisis tkatf)
mencakup sumber dana yang diharapkan dapat memenuhi
kewajibannya pada KSP/USP Koperasi, sisa pinjanaaa pihak
lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.

2. Pendekatan yang digunakan untuk analisis kuartitatalah pendekatan
pendapatan bersih, nilai pinjaman maksimal yangatdjperikan adalah
40% - 50% dari pendapatan bersih dikalikan dengamglka waktu
pinjaman.

3. Pinjaman sebaiknya tidak diberikan karena pertighapertimbangan:

a. Belas kasihan, kenalan (bersaudara atau berteman),

b. Calon peminjam adalah orang terhormat (terkenakgdini, status
sosialnya tinggi, dan sebagainya).

c. Pinjaman sebaiknya diberikan atas dasar pertimlbakgkyakan
usaha dan kemampuan membayar.

Standar Agunarf>°

1. Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada KSP/USPei&si bukan
merupakan hal yang sangat utama. Namun demikiaoilagzal tersebut
dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan Kagper yaitu
meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Apabila KSP/USP Koperasi mengharuskan ada agunaka nagunan
adalah kekayaan berharga milik pribadi nasababh.
3. Untuk mengurangi risiko kredit, agunan dapat dies|kepada lembaga
penjamin dan asuransi kredit.
Dalam pelaksanaan

Sebelum kredit diberikan kepada pemohon menyelasaijkerjanjian.
Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengaturbdgai hal yang telah
disepakati. Apabila jumlah pinjaman di atas plafgang telah ditetapkan,
disarankan untuk membuat akta perjanjian di depataris dan atas

sepengetahuan Rapat Anggota.

Dalam pembinaan

239 bid., lampiran, hal.30.

2401bid., lampiran, hal. 21.
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Standar Pembinaan Nasabah KSP/USP Kopefasi

1. KSP/USP Koperasi secara rutin harus memberitahykesisi pinjaman
baik sisa pokok maupun sisa bunganya kepada paminja

2. KSP/USP Koperasi harus segera mengirimkan suratrdaepenagihan
apabila peminjam terlambat/tidak tepat waktu merabaicilan.

3. Untuk jenis pinjaman produktif (modal kerja dan estasi) KSP/USP
Koperasi harus melakukan pembinaan dalam membasdabah yang
mengalami masalah di bidang usaha. Pembinaan ddpktikan dengan
pendekatan konsultasi manajemen dan pendampingan.

Penyediaan Perlindungan Hukum

Meskipun dalam pelaksanaan Pemberian pinjaman lei¢mekankan
kepada aspek kelayakan pinjaman, bukan ketersediaarkecukupan agunan,
tetapi Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mamgberbagai hal yang telah
disepakati. Apabila jumlah pinjaman di atas plafgang telah ditetapkan,
disarankan untuk membuat akta perjanjian di depamaris dan atas
sepengetahuan Rapat Anggota.

Tetapi Pinjaman kepada calon anggota harus adagamndan pinjaman
kepada Koperasi lain dan/ atau anggotanya haruskaindy dengan perjanjian
antar Koperasi yang bersangkutan. Untuk mengunasigo kredit, agunan dapat

diperluas kepada lembaga penjamin dan asuranst.kféd

Perlindungan hukum terhadap kredit bermasalah

Dalam mengatasi kredit bermasalah (macet), kopelagat melakukan
tindakan-tindakan sebagai perlindungan hukum teghashggotanya, antara lain :
Penyelamatan Pinjaman Kurang Lanc&t

1. Meningkatkan intensitas penagihan;
2. Memperpanjang jangka waktu pinjaman, dengan syarat:

2411bid., lampiran, hal. 32.

242 Departemen Koperasi dan UKMedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi
Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperaseputusan Menteri Negara Koperasi dan
UKM Republik IndonesiaQp. Cit lampiran, hal. 30-39.

43 bid.

24 bid., lampiran, hal..35.
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a. Pinjaman dari KSP/ USP Koperasi masih terpakai blamputar
pada perusahaan secara efektif (untuk pinjamarugtibd

b. Modal tersebut masih diperlukan (untuk pinjamardpkaif).

Tidak terdapat tunggakan bunga.

Debitur harus bersedia menandatangani PerjanjiapaR@ngan

Jangka Waktu Pinjaman (dan membayar bea matera bixya

lain/ provisi, bila diharuskan oleh peraturan).

Qo

Penyelamatan Pinjaman Diragukaff®

1.

Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Mekanisme penjadwalan kembali dilakukan dengan neenkesempatan
kepada debitur penunggak untuk mengadakankonsolidasanya dengan
cara menjadwalkan kembali jangka waktu pinjamaapidiedanya dengan
perpanjangan pada penjadwalan kembali, syaratisyarsg dikenakan
oleh KSP/ USP Koperasi tidak seberat pada perpgapangka waktu
pinjaman karena dianggap perusahaan debitur peakngwgenghadapi
persoalan berat. Syarat-syarat tersebut antara lain

a. Perusahaan masih mempunyai prospek untuk bangkitbde
(untuk pinjaman produktif).

b. Adanya keyakinan bahwa debitur penunggak tersekam setap
berniat dan menjalankan usahanya secara sungguwuiigntuk
pinjaman produlktif).

c. Adanya keyakinan bahwa debitur tersebut masih meggutikad
untuk membayar.

Persyaratan Kembali Pinjaman (Reconditioning)

Cara ini_hampir sama dengan rescheduling yaitu bha¢ran sebagian
syarat atau seluruh syarat pinjaman; misalnya dengambebasan
sebagian bunga tertunggak atau penghentian peghiturbunga di
samping yang menyangkut perubahan jadwal pembayaaagsuran
pinjaman.

Penataan Kembali Pinjaman (Restructuring)

Di samping perubahan-perubahan syarat-syarat pamaseperti pada
reconditioning, maka pada cara restructuring KSP$PUKoperasi
menambah kembali jumlah pinjaman atau mengkonwssbagian atau
seluruh pinjaman tersebut menjadi ekuitas/ pengert&SP/ USP
Koperasi terhadap perusahaan debitur penunggadbters

Penyelamatan Pinjaman Macét®

1

2.
3.
4.

Penjadwalan kembali jangka waktu pinjamBRegcheduling
Persyaratan kembali pinjamaReconditioning

Penataan kembali pinjamaRéstructuring

Penjualan asset yang dijadikan jaminan (agunaih) méeninjam.

243 |bid., lampiran, hal.36.

248 bid., lampiran, hal, 37.
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Pengajuan klaim kepada lembaga penjamin/asuragditkr

Melalui pengadilan, bagi peminjam yang dalam speajanjiannya sudah

diatur tentang ini.

7. Penjualan perusahaan, jika kondisi benar-benaakegysehingga menjual
perusahaan dinilai sebagai jalan penyelesaianikerba

8. Pengambilalihan utang oleh pihak ke-3 yang dindapat menjamin
pengembalian kewajibannya.

9. Meminta debitur mengupayakan dana dari pihak lamuki melunasi
kewajibannya.

10.Mensyaratkan adanya tenaga profesional dalam naagetaha debitur
baik dari pihak lain maupun tenaga dari pihak Krgdyang ditempatkan
pada perusahaan debitur.

11. PenghapusanNrite Off)
Adalah penghapusan sebagian atau seluruh pinjamacetm Pada
umumnya dalam sistem administrasi KSP/ USP Kopgaasi-jauh hari
telah disiapkan kemungkinan Penghapusan tersehiitj gengan jalan
membentuk Pos Cadangan Piutang Ragu-ragu, seb@gpasi terhadap
kemungkinan timbulnya Penghapusan pinjaman mageiakan write-off
dilakukan dengan tujuan agar laporan keuanganaimatNeraca tampak
konservatif, namun secara teknis tindakan penagdtan hal-hal lain
dalam rangka pengumpulan piutang macet dapat sajaihmtetap
dilakukan.

12. Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuhtdemyata masih terjadi

perselisihan antara pihak KSP/USP koperasi dengabitud maka

penyelesaian hukum dapat ditempuh yang diatur nenundang-undang

perdata yang berlaku.

o a

4.4.2. Penyediaan Akses Kredit Dan Perlindungan Hukn Oleh Lembaga

Keuangan Lainnya (Perbankan)

Penyediaan Akses Kredit
Dalam membuka akses kredit, biasanya langkah-ldngi@ng akan
ditempuh oleh lembaga keuangan terhadap calon udep#t adalah melalui

serangkaian tahapan, antara lain :

Dalam persiapan
Permohonan kredit oleh perusahaan, dalam permohaedit sekurang-

kurangnya memuat®’

a. Profil perusahaan beserta pengurusnya

247 HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesp. Cit, hal. 68-69.
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Tujuan dan manfaat kredit
Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
Cara pengembalian kredit

Agunan atau jaminan kredit

Permohonan tersebut dilampirkan dengan dokumen ugend yang

dipersyaratkan, yait§*

-~ ® a2 o0 T p

Akta pendirian perusahaan

Identitas pengurus

Tanda Daftar Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak

Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir

Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan

Permohonan kredit untuk perseorangan, antara’f&in :

© o 0o o

Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan dbaimk
Tujuan dan manfaat kredit
Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
Cara pengembalian kredit

Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Dalam penilaian

Hasil penilaian kredit sangat menentukan untuk tlaptau tidaknya

pemberian kredit dilaksanakan. Dalam dunia perbardtkenal dengan prinsip-

prinsip pemberian kredit yang antara lain adafzh :

a.
b.

Penerapan prinsip 5 C’s
Penerapan prinsip 5 P

Penerapan prinsip 3 R

2 Ipid.
2 Ipid.

20 Rachmadi UsmanAspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indone§iat.1, (Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 246-251.

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



102

d. Prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan debitu

a. Penerapan prinsip 5 C’s

Pada sasarannya konsep 5 C's ini akan dapat mdmmbemforamsi
mengenai itikat baikwillingnes to pay dan kemampuan membayab(lity to
pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserigdnya.

1. Penilaian watakcharactej

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujudan itikat baik
calon debitur untuk melunasi atau mengembalikajapiannya, sehingga tidak
akan menyulitkan bank di kemudian hari.

2. Penilaian kemampuangpacity

Penilaian ini dimaksudkan untuk meneliti keahlisaloa debitur dalam
bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, gghibgnk yakin bahwa
usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh oranggsang tepat, sehingga calon
debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu meiuatau mengembalikan
pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modahgital)

Analisis terhadap posisi keuangan secara menyelaengenai masa lalu
dan yang akan datang, sehingga dapat diketahuirkpomen permodalan calon
debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atauausalon debitur yang
bersangkutan. Jadi bank fungsinya adalah hanya edeakan tambahan modal,
dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

4. Penilaian terhadap agunaol{ateral)

Tujuan penilaian ini adalah untuk menanggung pematzay kredit macet,
calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminanup&r agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainpinimal sebesar jumlah
kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah d@undition of econon)y

Bank menganalisis keadaan pasar di dalam dan dinkegeri baik masa

lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depaasaran dari hasil proyek
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atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapatahui. Bank harus pula
mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dapama pengembangan

kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

b. Penerapan prinsip 5 P
1. Para PihakRarty)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikdalam setiap
pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kreditrdsa memperoleh suatu
kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal intutelBagaimana karakternya,
kemampuannya, dan sebagainya.

2. Tujuan Purpose¢

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat pentingetdhui oleh pihak
kreditur. Kredit tersebut harus benar-benar dipeiklkan untuk tujuan positif
seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit
3. PembayararP@yment

Diperhatikan sumber pembayarannya dan pendapataupgya kreditnya
dapat dibayar kembali.

4. Perolehan Labd&(ofitability)

Kreditur harus menganalisa apakah perolehan labasgleaannya lebih
besar dari bunga pinjamannya.
5. PerlindunganRrotection

Diperlukan perlindungan kredit oleh perusahaan tdebiUntuk itu,
perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jamai@ainholding, atau jaminan

pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

c. Penerapan prinsip 3 R
1. Hasil yang diperoletReturn3

Return, yakni hasil yang diperoleh oleh debitutadahal ini ketika kredit
telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi olehrckteditor. Artinyas perolehan
tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredgelta bunga, ongkos-
ongkos, di samping membayar keperluan perusahaanlgan seperti untukash

flow, kredit lain jika ada , dan sebagainya.
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2. Pembayaran kembaRépayment

Kemampuan bayar dari debitur tentu juga mesti dipbangkan. Dan
apakah kemampuan membayar terselmatcth denganschedule pembayaran
kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Inggumerupakan hal yang tidak
boleh diabaikan.
3. Kemampuan menanggung risiRigk Bearing Ability

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejanhAna terdapatnya
kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misadi@yam hal terjadi hal-hal
diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama gkpat menyebabkan timbulnya
kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakaisalnya jaminan atau

asuransi barang atau kredit sudah cukup aman amenkitupi risiko tersebut.

d. Prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan debur
1. Prinsipmatching

Yaitu harus match antara pinjaman dengan asetrparseJangan sekali-
kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pkndntuk kepentingwn
pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karbah tersebut akan
mengakibatkan terjadinyamismatch.
2. Prinsip kesamaan valuta

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dau &uedit sedapat-
dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai ateesiasi dalam mata uang
yang sama. Sehingga resiko gejolak nilai mata wgapmat dihindari. Meskipun
untuk itu tersedia apa yang disebut dengamency hedging.
3. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal

Maksudnya mestilah ada hubungan yangdentantara jumlah pinjaman
dengan besarnya modal. Jumlah modal dan modal reassnable.
4. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

Membandingkan antara besarnya pinjaman dengarigesatng rasio.

Kemudian penilaian kelayakan kredit, dalam tahapilg&n ini menurut

Hermansyah banyak aspek yang akan dinilai, yaitipote:**

a. Aspek hukum

%51 HermansyahHukum Perbankan Nasional Indones®p. Cit, hal.70-71.
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Adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsah&unun-dokumen
yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Aspek pasar dan pemasaran
Yang dinilai adalah prospek usaha yang dijalankah pemohon kredit
untuk masa sekarang dan akan datang.

c. Aspek keuangan
Adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihatl@aoran keuangan
yang termuat dalam neraca dan laporan laba rug gdampirkan dalam
aplikasi kredit.

d. Aspek teknis/operasional
Misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi ggdueserta sarana,
dan sarana pendukung lainnya.

e. Aspek manajemen
Adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaag yaemohon kredit
dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sutialyarmanusia yang
mendukung usaha tersebut.

f. Aspek sosial ekonomi
Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari&tagi usaha yang
dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit udmys bagi
masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.

g. Aspek AMDAL
Merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dagyaperasinya suatu

perusahaan.

Dalam pelaksanaan
Perjanjian kredit

Definisi perjanjian kredit adalah perjanjian pokglang bersifat riil.
Sebagai perjanjian pokok, maka perjanjian jamirdalad assessor-nya. Ada dan
berakhirnya perjanjian jaminan bergantung padaapggn pokok. Arti riil adalah

bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan ofsmyerahan uang oleh bank

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



106

kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya pamamnya menggunakan

perjanjian bakustandard contragt®>?

Praktik perbankan mengenai pengikatan jaminan kredi
Perlakuan bank terhadap objek jaminan kredit yamerichanya dalam
praktik ternyata tidak selalu sama, terutama argata bank dengan bank lainnya.

Pengikatan tersebut antara | :

a. Pengikatan objek jaminan kredit melalui lembagaiem
Lembaga jaminan ini terdiri dari lembaga gadaioke, hak tanggungan,
dan jaminan fidusia.

b. Pengikatan jaminan kredit yang tidak memenuhi Ketam lembaga
jaminan

c. Pengikatan jaminan kredit yang tidak menggunakarbéga jaminan

Penguasaan bank atas obyek jaminan kredit
Kecuali untuk jaminan kredit yang diikat melalui dga (yang
ketentuannya mewajibkan penguasaan obyek jamirangudleh kreditur), pada

umumnya penguasaan fisik obyek jaminan kredit ddaéala debitur>*

Dalam pengawasan

Agar kredit yang diberikan dapat mencapai sasasanas dengan tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan ad@lapgngawasan bank-bank
terhadap kredit yang telah diberikan. Terdiri d&

a. Pengawasan pasif, adalah pengawasan yang dilaklgarBank terhadap
laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengamtsyyparat yang telah

ditetapkan. Misalnya laporan penggunaan kredit,oriap keadaan

2 pid., hal. 71.
%3 BahsanHukum Jaminan dan Jaminankredit Perbankan Indone3a Cit, hal. 132
% pid., hal. 146

%55 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KehakirBamposium Aspek-
Aspek Hukum Masalah Perkredita®p. Cit, hal. 34
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stock/barang jaminan, laporan pengembangan prageksierahan. Dari
laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi mengek@dit dan
perkembangan usaha debitur

. Pengawasan aktif, adalah pengawasan yang dilakolkdnBank dengan
melakukan pemeriksaan setempan-§iteg untuk mengawasi dari dekat
apakah laporan yang disampaikan oleh debitur sedelajan keadaan
yang sebenarnya. Misalnya apakah jumlah/keadaak/Barang jaminan
yang ada sesuai dengan yang dilaporkan, apakalypeaan kredit telah

sesuai sebagaimana dilaporkan kepada Bank.

Penyediaan Perlindungan Hukum

Hukum Jaminan

Dalam masalah perkreditan tidak terlepas denganyadaukum jaminan.

Jaminan dibagi dua yaitd®

a. Jaminan umum

b. Jaminan khusus

Jaminan khusus bisa diperoleh karena :
a) Ketentuan Undang-Undang
i. Privilege
ii. Retentie
b) Karena perjanjian.
i.  Jaminan kebendaan
1. Gadai
2. Fidusia
3. Hipotek
4. Hak tanggungan
ii.  Jaminan perorangan
1. Borgtoght
2. Garansi

%% Frieda Husni HasbullahHukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi

Jaminan Cet.3, ( Jakarta : INDHILL CO, 2009), hal. 5

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum ..., Heri Subagyo, FH Ul, 2012



108

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagerk#pgan semua
kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan delb#al ini berarti benda
jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertedan hasil penjualannya dibagi
diantara para kreditur seimbang dengan piutangpgrtya.(Pasal 1131 dan 1132
KUH Perdataf>’

Jaminan khusus, adalah jaminan yang digunakan umghgatasi
kelemahan dari jaminan umum, undang-undang memuokahidiadakan jaminan
khusus Pasal 1132 KUH Perdata dalam kalimat Kecuali diantara para kreditur
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulu&4n”.

Previlege adalah hak yang diberikan Undang-Underftatiap seseorang,
dan tidak diperjanjikan seperti halnya dengan Gadgiotek (Pasal 1133, 1134,
1139, 1149 KUH Perdatd)’

Retentie adalah hak untuk menahan suatu benda,asamatu piutang
yang bertalian dengan benda itu dilunasi.(Pasal @J5576, 1364 (2), 1616,
1729, 1812 KUH Perdat4}°

Jaminan perorangan, adalah jaminan suatu perjar@ara seorang
berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yaegjamin dipenuhinya
kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitdr.

Jaminan perorangan ini dapat dilakukan pertama atengerjanjian
penanggungarbprgtogh) dimana tidak memberikan hak untuk didahulukarepad
benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pieagaktersebut hanyalah
merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatugenilBorgtoghttercantum
dalam perjanjian tambahan. Perjanjian lain sejamisdalah tenggung renteng
(hoofdeliji.?*

257 |bid., hal. 9.

8 bid., hal. 11-12.
?91bid., hal. 176.
®bid., hal.182.

261 gybekti Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut HaokadonesiaCet. 1.
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 15.

%2 Frieda Husnhi HasbullahHukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi
Jaminan Op. Cit, hal.13.
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Jaminan perorangan berupa perjanjian garansi hgikga debitur
wanprestasi, maka kewajiban si penanggung untukenem prestasi. Perjanjian
Garansi tercantum dalam perjanjian pokok yang Heselindiri?®®

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikaadgekreditur atas
suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkanda tersebut jika
debitur melakukan wanprestd&f. Jaminan kebendaan ini terdiri dari gadai,
hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

Dalam praktik perkreditan maka jaminan khusus letigukai daripada
jaminan umum, dalam penyediaan akses kredit oletbdga keuangan pada
umumnya dengan cara yang telah baku. Terhadap ip@@er jaminan kredit
tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukaormgn. Ruang lingkup hukum

jaminan tersebut adalaff®

Ketentuan Hukum Jaminan Dalam KUH Perdata dan Kligdng
Ketentuan Dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jamfindusia
Ketentuan Dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Halg@angan
Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Tentamgrfi@an Utang

® 2 0 T W

Peraturan-Peraturan Lain Yang Berkaitan Denganaf@nan Utang

a. Ketentuan Hukum Jaminan Dalam KUH Perdata darHkRagang

Dalam KUH Perdata tercantum beberapa ketentuan ydapat
digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminalardaketentuan KUH
Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada HBadua yang mengatur
tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lag@ jaminan (gadai dan
hipotek), dan pada Buku Ketiga mengatur tentangupggungan utang’

1). Prinsip-prinsip hukum jaminan diatur antara ldiatur mengenaf®’

a. Kedudukan harta pihak peminjam;

263 |pid., hal. 16.
264 |pid., hal. 18.

265 BahsanHukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indane®p. Cit.,hal. 7-
70.

2% Ipid.

267 | pid.
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b. Kedudukan pihak pemberi pinjaman;
c. Larangan memperjanjikan pemilikan obyek jaminanngtaleh

pihak pemberi pinjaman.

Kedudukan harta pihak peminjam

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudulata rpihak
peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalepesuhnya merupakan
jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 Rehdata menetapkan bahwa
semua harta pihak peminjam, baik bergerak mauplak tbergerak, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hatpailan jaminan atas
perikatan utang pihak peminjam.

Ketentuan Pasal 1131 KUH perdata merupakan salah lsstentuan
pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentaeduklukan harta pihak yang
berutang atas perikatan utangnya. Berdasarkantketepasal 1131 KUH Perdata
pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelmnasang pihak peminjam
dari semua harta yang bersangkutan, termasuk yemtamasih akan dimilikinya
dikemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyak luntuk menuntut
pelunasan utang dari harta yang akan diperolehpmletk peminjam di kemudian
hari.

Kemudian Pasal 1131 KUH Perdata sering pula dicakém sebagai
salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankatentuan Pasal 1131 KUH
Perdata yang dicantumkan sebagai klausul dalanargiem kredit bila ditinjau
dari isi perjanjian, disebut sebagai yang naturaKéausul perjanjian yang
tergolong sebagai isi yang naturalia merupakan skibgakultatif, artinya bila
dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih biztgpi bila tidak dicantumkan,
tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karea(lausul) yang seperti
demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yankkef®®

Dengan memperhatikan kedudukan ketentuan Pasal KU31 Perdata
bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjamanguakan lebih baik ketentuan

268 | pid.
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tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjamiajaman uang, termasuk
dalam perjanjian kredf®

Kedudukan pihak pemberi pinjaman

Kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dilihat detentuan Pasal
1132 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa kedudukdak pemberi
pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, ydijuyédng mempunyai
kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masisgyna (2) yang
mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemipamjaman yang lain
berdasarkan suatu peraturan perundang-und&hdan.

Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan bahwa harta pileakinjam
menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pembejapan, hasil penjualan
harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangaity yaenurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila diantaraalpipemberi pinjaman itu
mempunyai alasan yang sah untuk didahuld&an.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukaahdilikan lazim
disebut kreditur preferen dan pihak pemberi pinjanyang mempunyai hak
berimbang disebut sebagai kreditur konkufén.

Mengenai alasan yang sah mempunyai kedudukan seizaga yang
tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 113H KRérdata adalah
berdasarkan ketentuan dari peraturan perundangigada antara lain
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pa33alKWH Perdata, yaitu dalam
hal jaminan utang diikat melalui gadai dan hipotékdudukan sebagai kreditur
yang mempunyai hak yang didahulukan juga ditetaiten ketentuan UU No. 4
Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan ketentuatN@W2 Tahun 1999
mengenai Jaminan Fidusia. Pemegang hak tangguraarp&megang jaminan
fidusia mempunyai hak yang didahulukan dari kredainnya untuk memperoleh

%9 |pid.
7 pid.
M Ipid.
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pelunasan piutangnya dari hasil pencairan (pemjigéaninan utang yang diikat
dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

Larangan memperjanjikan pemilikan obyek jaminanngtaleh pihak pemberi
pinjaman

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akemiliki obyek
jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji. &&iuan yang demikian diatur
oleh Pasal 1178 KUH Perdata tentang HipGtek.

Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuatupen perundang-
undangan lain, yaitu pasal 12 UU No.4 Tahun 1996ngeeai Hak
Tanggungari’* Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1996 mengenai Jaminarskait!

2). Gadai

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang daganakan untuk
mengikat obyek jaminan utang yang berupa barangebak. Gadai diatur dalam
ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 uidta.

3). Hipotek

Lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KRBidata, Pasal
1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah hipotek. fdtapi dengan berlakunya
UU No. 4 Tahun 1996, obyek jaminan utang berupahtaudah tidak dapat diikat
dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya digamakntuk mengikat objek
jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan-ketemtperaturan perundang-
undangan lain. Dalam hukum positif terdapat pesaityrerundang-undangan yang
ketentuannya mengatur tentang objek jaminan utang Yerupa kapal laut yang
berukuran 20 m3 atau lebih dan berbendera Indodékat dengan hipotek, yaitu
KUH Dagang, Buku kedud®

273 |pid.

2" Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegaaidaHdggungan untuk
memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidjgmji,batal demi hukum.(Ps.12 UU No. 4
Tahun 1996).

2’5 Setiap janji yang memberi kewenangan kepada ReaeFidusia untuk memiliki
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apablb@atecidera janji, batal demi hukum.(Ps. 33
UU No. 42 Tahun 1999).
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4). Penanggungan utang

Diatur oleh Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KR#rlata.
Penanggung utang merupakan jaminan yang bersifargmgan. Akan tetapi,
dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan olelatss badan di samping oleh
perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktlari-hari dan lazim
disebut dengarborgtocht Beberapa bentuk penaggungan utang yang banyak

ditemukan adalah berupa jaminan pribadi dan jampeansahaafy.’

b. Ketentuan Dalam UU No. 42 Tahun 1999 TentangdamFidusia

Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dajpinakan untuk
mengikat objek jaminan yang berupa barang bergetak tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hmagtagan. Objek jaminan
fidusia tetap dalam penguasaan pemilikiiya.

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah meniken hak kebendaan,
memberikan hak didahulukan kepada kreditor, meminkgk kepada pemberi
jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jamingang, memberikan

kepastian hukum, dan mudah diekseK{si.

c. Ketentuan Dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Fakggungan

UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yaisgbdt Hak
Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digmnakdauk mengikat
objek jaminan utang yang berupa tanah atau bem@abgang berkaitan dengan
tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU ahuh 1996, maka hipotek
yang diatur dalam KUH Perdata dareditverbandyang sebelumnya digunakan
untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang, ureldngitnya sudah tidak dapat

digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanahgséfsminan utand®®

2 Ipid.
8 Ipid.
2P Ipid.
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Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 pada tangg&pél 1996,
pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepgaulilakukan melalui

lembaga jaminan hak tanggungan.

d. Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang TentBegjaminan Utang
Ketentuan hukum jaminan terdapat pula pada berbamaaturan

perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksalaa undang-undang yang

mengatur penjaminan utang. Beberapa di antarayparmapelaksanaan tersebut

berupa Peraturan Pemerintah (PP) misalnya :

a. PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaflaraman Fidusia dan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
b. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Dan atau peraturan dari Departemen atau Instamgj §erkait, misalnya
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan laghla badan pertanahan

nasional yang mengatur antara lain tentang pea@rbit

a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
b. Sertifikat Hak Tanggungan; dan
c. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Ketentuan dari peraturan pelaksanaan kedua undahgpg tentang
lembaga jaminan tersebut merupakan pula bagian hdd&um jaminan dalam

rangka pengaturan objek jaminan utang dan pengikgtg®!

e. Peraturan-Peraturan Lain Yang Berkaitan Dengamjaminan Utang
Beberapa ketentuan penjaminan utang yang terdaglatndperaturan

perundang-undangan lain misalnya yang berupa Untadgng adalatf®?

%1 pid.
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1) Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturanr[Rieok-
Pokok Agraria, yang menetapkan tentang lembaganmmyang
dapat dibebankan atas tanah dan disebut hak tagagtii

2) Pasal 12 A UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankaagseé mana
telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang ateng
mengenai pembelian obyek jaminan kredit oleh baeknheri
kredit dalam rangka menyelesaikan kredit macettdett*

3) Pasal 12 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangmamy
menetapkan mengenai pembebanan hipotek atas pesdavatdan
helikopter?®

4) Pasal 49 UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayarang ya
menetapkan mengenai pembebanan hipotek atas®apal.

5) Pasal 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bad&nesia
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun, 2@
menetapkan tentang agunan untuk pemberian krediu at

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bardonesia

83 Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak imik guna usaha dan hak guna-
bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 digigan Undang-undang.(Ps.51 UU No. 5
Tahun 1960).

*284 (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau selagbnan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkayepghan secara sukarela oleh pemilik
agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual dildl@ng dari pemilik agunan dalam hal
nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepadl, dengan ketentuan agunan yang dibeli
tersebut wajib dicairkan secepatnya. (2) Ketento@ngenai tata cara pembelian agunan dan
pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat @turdiebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah."(Ps. 12A UU No. 7 Tahun 1992).)

8 (1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah meg® tanda pendaftaran dan
kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek. @jpBleanan hipotek pada pesawat terbang dan
helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)shdidaftarkan. (3) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut denBaraturan
Pemerintah.(Ps.12 UU No. 15 Tahun 1992).

86 (1) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani tegot (2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dendgaraturan Pemerintah. (Ps.49 UU No. 21
Tahun 1992)
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kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaankgang
pendelé®’

Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit

Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya tentunyasdirkizn pada suatu
perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak rupakan serangkaian
kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk gsaiangikatkan diri. Dalam
lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergana istilah perjanjian,
meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Dalamruyberjanjian dikenal asas
kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap telres mengadakan suatu
perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, istam pada siapa perjanjian itu
ditujukan. Namun dalam perkembangannya di Indonesiacul bentuk-bentuk
kontrak standar atau baku, dimana suatu kontrakh telipersiapkan terlebih
dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainmgaya dihadapkan pada
pilihan untuk menerima atau menolak perjanjiandiens. Perjanjian baku atau
standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan tdatutan dunia usaha.
Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dusgha seperti perbankan,
lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentaika usinya. Kontrak
standar atau baku dipandang lebih efisien darivgaditu dan biaya. Perjanjian
standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dimangkan dalam bentuk
formulir.

Klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khuosermbebaskan
pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat iyemnggikan yang timbul dan
pelaksanaan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammdausula eksonerasi
mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsummeerugikan
kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekodidaiakan bahwa

pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen daphuditesemaunya sehingga

287 (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiay@adasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijartéh 8ank penerima dengan agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilaingninimal sebesar jumlah kredit atau
pembiayaan yang diterimanya.(Ps. 11 ayat (2) UUZ8dlahun 1999).
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merugikan pengusaha. Pengusaha mencoba menghedarngkinan timbulnya
kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disésonerasi®®

Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk mempgkgn akan
memiliki obyek jaminan utang sebagaimana yang ajiledn dalam ketentuan-
ketentuan lembaga jaminan tentunya akan melindutgpentingan pihak
peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, tenatdila nilai obyek jaminan
melebihi besarnya utang yang dijamin. Pihak pemfiejaman yang mempunyai
hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilssangra serta-merta menjadi
pemilik obyek jaminan utang bila pihak peminjam kag janji. Ketentuan-
ketentuan seperti tersebut diatas tentunya akaratdamencegah tindakan
sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akamugikan pihak
peminjam?®® Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1KU8 Perdata
tentang Hipotek, Pasal 12 UU No.4 Tahun 1996 mesmgdak Tanggungan, dan
Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1996 mengenai Jaminarsieidieperti yang sudah
saya tulis diatas.

Perjanjian baku yang dibuat oleh lembaga perbarmd@am perjanjian
kredit dapat mengurangi hak-hak nasabah sebagasukwen. Perlindungan
hukum untuk mencegah adanya perjanjian baku yapgtdaerugikan nasabah
tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor aBum 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Noh@ Tahun 1998
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tdf8? Tentang

Perbankan.

Perlindungan hukum dalam lembaga jaminan gadai

Perlindungan hukum lembaga jaminan gadai ini bisalikat dari hak dan
kewajiban penerima gadai dan pemberi gadai.
Hak penerima gadai (kreditufy°

288 Abdul Kadir MuhammadPerjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdaganga
Cet.1. (Bandung Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), hal. 20.

289 BahsanHukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indane3p. Cit.hal. 7-70.

2% Frieda Husni HasbullahHukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi
Jaminan Op. Cit, hal.36-39.
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a. Seorang kreditur dapat melakuk@arate executieyaitu menjual atas
kekuasaan sendiri benda debitur dalam hal debigunpvestasi.

b. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debmelalui perantara
hakim dan disebuieel executie.

c. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Per#datditur berhak
mendapatkan dari debitur semua biaya yang berntanfamg telah
dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.

d. Kreditur mempunyai hak retentie yaitu hak kreditntuk menahan benda
debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utarkpkpaitambah
bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluaxdah kreditur untuk
menjaga keselamatan benda gadai. hal ini sesugaddpasal 1159 KUH

Perdata.
Kewajiban penerima gadai (kreditur), ada/@ :

a. Hanya menguasai benda selakouder bukan sebagabezitter serta
menjaga keselamatannya. Dengan demikian kreditdiakti boleh
menikmati atau memindahtangankan benda-benda debytang
dijaminkan itu.

b. Kreditur wajib memberi tahu debitur bila benda gad&an dijual
selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya agpalkitla suatu
perhubungan pos harian atau suatu perhubunganapleafau jika tidak
dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yanambgkat pertama (Pasal
1156 ayat 2 KUH Perdata).

c. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau swénya nilai benda
gadai jika terjadi karena kelalaian (Pasal 1157 KRH1idata)

d. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelafarfgi pokok untuk
penyelamatan benda yang bersangkutan telah dilbayas.(Pasal 1159
ayat 1 KUH Perdata).

Hak pemilik gadai (debitur), adalafi™

291 |pid., hal. 39.
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a. Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperpitan untuk pelunasan
pembayaran hutang debitur termasuk beban bungéeidga-biaya lain
masih berlebih, maka debitur berhak menerima keésbidari hasil
penjualan barang gadai tersebut.

b. Apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepdadeaditur
menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergungitak mengurangi
hutang debitur, maka dimungkinkan debitur yang dregkutan meminta

diperhitungkan ke dalam pembayaran hutangnya.
Kewajiban pemberi gadai (debituf§?

a. Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yamggpdhikan kepada
penerima gadai.

b. Debitur menyerahkan kelengkapan dokumen.

c. Wajib mengganti segala biaya yang berguna dan ldkser yang telah
dikeluarkan oleh kreditur penerima gadai guna lkesatan barang gadai.
(Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata).

Meskipun tidak ada larangan, namun pengikatan jamidengan gadai

pada umumnya tidak digunakan dalam dunia perbamiengan alasai®

1. Sifat dan bidang operasional dari lembaga perbardd@aiah berbeda
dengan lembaga pegadaian antara lain :

a. Bank beroreintasi pada tujuan pemberian kredituyantelalui
penggunaan kredit oleh debitur dalam arti kemitriaaik dari seqi
usaha produktif maupun konsumtif, sehingga setekamgikatan
jaminan, maka yang beralih adalah haknya saja sg&dan
penguasaan benda jaminan tetap berada ditanganrdebi

b. Pegadaian dalam menjalankan usahanya berorieraagauntuk
memberikan uang tanpa melihat tujuan penggunandgag yang

diberikan oleh pihak pegadaian dinilai berdasarkarang yang

2921hid., hal. 39-40.
293pid., ha.l 40.

294pid., hal. 41-42.
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diserahkan pihak debitur sehingga penguasaan bgaamgan itu
beralih kepada pegadaian.

2. Pengalihan penguasaan barang yang dijaminkan sppd# gadai, dinilai
Bank tidak dapat memajukan potensi, tetapi juskanamematikan usaha
calon debitur tersebut. Dengan demikian sasararbe@eam kredit oleh
Bank yaitu agar dapat membangun citra dan finarsaaia keyakinaan
masyarakat untuk menitipkan uangnya di Bank tidanaercapai.

3. Memerlukan tempat yang luas untuk menyimpan bemak jaminan

seperti mobil, motor, sepeda, barang-barang elekirdan lain-lain.

Perlindungan hukum dalam lembaga jaminan hipotek
Terhadap pesawat udara

Dengan berlakunya UU No. 15 Tahun 1992 tentang fBangan, pasal-
pasal penting mengenai pendaftaran dan kebangsaandgperhatikan dalam UU
ini yaitu pasal 9,10,12° Jika disimak dua aturan ketentuan Hipotek dan KUH
Perdata berlaku untuk hipotek pesawat terbang dhkopter, yang kedua adalah

2% (1) Pesawat udara yang dioperasikan di Indones@ibwmempunyai tanda

pendaftaran. (2) Pesawat udara sipil yang dapatpessieh tanda pendaftaran Indonesia adalah
pesawat udara yang tidak didaftarkan di negaradaim memenuhi salah satu ketentuan sebagai
berikut: a. dimiliki oleh warga negara Indonesiawatimiliki oleh badan hukum Indonesia; b.
dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukgingadan dioperasikan oleh warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangiauvpemakaiannya minimal dua tahun
secara terus menerus berdasarkan suatu perjargisa beli, sewa guna usaha atau bentuk
perjanjian lainnya; c. dimiliki oleh instansi Perméah; d. dimiliki oleh lembaga tertentu yang
diizinkan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai pdadai pesawat udara sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan pendaftaran pesawah Udegkatan Bersenjata Republik Indonesia
diatur lebih lanjut dengan Peraturan PemerintahqRHJ No. 15 Tahun 1992).

(1) Selain tanda pendaftaran sebagaimana dimalkaladhdPasal 9 ayat (1), pesawat terbang dan
helikopter yang dioperasikan di Indonesia wajib rpanyai tanda kebangsaan. (2) Tanda
kebangsaan Indonesia hanya diberikan kepada pedsanzng dan helikopter yang telah
mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. (3) Petsyadan tata cara untuk memperoleh dan
mencabut tanda kebangsaan Indonesia sebagaimarsksdidn dalam ayat (2) dan jenis-jenis
pesawat terbang dan helikopter tertentu yang ddietbaskan dari kewajiban memiliki tanda
kebangsaan, diatur lebih lanjut dengan PeraturareRetah. (Ps. 10 UU No. 15 Tahun 1992).

(1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah magguanda pendaftaran dan kebangsaan
Indonesia dapat dibebani hipotek. (2) Pembebanaotdi pada pesawat terbang dan helikopter

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftar(@) Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perattamerintah.(Ps. 12 UU No. 15 Tahun 1992).
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pembebanan hipotek pada pesawat terbang tersebus, tidaftarkan yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerirftah.
Peraturan Pemerintah ini sendiri belum terbentakyu bberupa rancangan

dan usulan rancangan saja. Ada tiga RancangaruRera&emerintatf®’

1. Peraturan Pemerintah RI No......tentang PesawataU8abagai
Jaminan;

2. Peraturan Pemerintah RI No......tentang pencatapatek pesawat
udara dan hak kebendaan lainnya,;

3. Usulan rancangan pereturan pemerintah No. tentang

pencatatanré€kordas) hipotek pesawat udara.

Berdasarkan ketentuan dalam ketiga Rancangan PRmraiRemerintah
tersebut, dapat disimpulkan bahwa seperti halnyaic pada umumnya lembaga
hipotek, maka pesawat udara juga mempunyai cirilgpotek pada umumnya

dan ciri-ciri khusus lainnya antara laffi®:

a. Droit de Suite (zaaksgevolg artinya hipotek itu tetap melekat pada
pesawat udara di tangan siapapun pesawat udasauetserada.

b. Droit de Preferentartinya para kreditur mempunyai hak didahulukan

pemenuhan piutangnya dari kreditur berpiutang ka@ann

Ondeeelbaa(tidak dapat dibagi-bagi)

Bersifataccessoir

Penguasaan bendanya tetap berada pada debitur

- 0 o 0

Hipotek hanya merupakan hak untuk pelunasan huyangadi tidak
mengandung hak untuk memiliki bendanya. Namun ddipatjanjikan.

g. Debitur mendapat perlindungan berupa penangguhabagran sebelum
dilaksanakan penjualan pesawat udara tersebut lapabebitur
wanprestasi, dengan maksud memberi kesempatan dg@aduntuk

membayar utangnya.

2% Frieda Husnhi HasbullahHukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi
Jaminan Op. Cit, hal. 104-105.

297 pid., hal. 107.

2% |pid., hal. 123-125.
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h. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut kekuranganjiike penjualan
pesawat udara tidak mencukupi.

i. Jika hasil penjualan melebihi hutang debitur mak&ditur harus
membayar kelebihan tersebut kepada debitur.

J. Openbaarheid (publisitas), yaitu kewajiban melakukan pendaftara
hipotek yang kemudian dibukukan dalam buku daftagister) perdata.
Ini berarti kreditur dan pihak ketiga yang berkejpegan serta masyarakat
pada umumnya akan dapat mengetahui sekaligus mangepindungan
hukum.

k. Dalam pengaturannya hipotek atas pesawat udard® wagmperhatikan

aspek-aspek internasional.

Terhadap kapal

Kapal yang telah didaftar sebenarnya dipersamakagah benda-benda
tidak bergerak sehingga tidak dapat digadaikanasgdan kapal yang beratnya
kurang dari 20 m3, dianggap sebagai benda berge¥alai dengan ketentuan
Pasal 510 KUH Perdata, oleh karena itu dapat digaddahkan dapat dijadikan
Jaminan Fidusi&”®

Pembebanan hipotek terhadap kapal dengan ukuraentter Aturan
hukum = jaminan kapal dalam hukum positif kita sebagibesar masih
menggunakan perundang-undangan hasil peninggafaarnzéelanda antara lain
Burgerlijk Wetboek KUH Perdata) Wetboek van KoophandéKUH Dagang),
Regeling van de Teboekstelling van Schépenaturan pendaftaran Kap@ljd. 4
Februari 1933 Stb. 1938-48 jo 1938-2 berlaku séj#pril 1938, dan Pasal 224
Herziene Indonesisch RegleméHitiR). Sebagian aturan lain adalah perundang-
undangan produk dalam negeri yaitu UU No. 17 Tabh®85 tentang Konvensi
Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan UU No. 21 Tahun 1992aeg Pelayaran (UU
Pelayaran§j®

299 pid., hal. 127.

300hid., 129-130
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Perlindungan hukum dalam lembaga jaminan fidusia

Aturan baru yang sangat penting dalan UU Fidusialadd mengenai
pendaftaran Jaminan Fidusia. Dulu sebelum berlakuby) fidusia, dalam
Fiduciaire Eigendoms Overdrach{(FEO) tidak dikenal ketentuan tentang
pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh karena itu dglemkteknya menimbulkan
kelemahan vyaitu tidak adanya kepastian hukum demikuga bagi kreditur
khususnya dan pihak ketiga serta masyarakat padamoga tidak ada
perlindungan hukum karena benda yang menjadi olpgeknan fidusia tetap
berada dalam kekuasaan debitur selaku pemberiidid8stelah berlakunya UU
fidusia, maka kewajiban mendaftarkan benda yanghdibi dengan jaminan
Fidusia dituangkan dalam Pasal 11 ayat®{ipan dilakukan pada kantor
pendaftaran fidusia (KPF) pasal 12 ayaf’®)Kewajiban ini juga berlaku dalam
hal benda berada di luar wilayah negara Repubtibiesia®®

Tujuan pendaftaran, adalah untdi:

a. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusian daenjamin pihak
yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijamjnk

b. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukepa#la penerima

dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang benkipgan.

Memberikan hak yang didahulukan terhadap kregitaferent.

Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialis

Memberikan kepastian tentang status fidusia sehageanan kebendaan

~ o a0

Memberikan rasa aman kepada kreditur penerima mmiidusia dan

pihak ketiga yang berkepentingan serta masyaraidd pmumnya.

%01 (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusiibwigjlaftarkan. (Ps.11 ayat (1)
UU No. 42 Tahun 1999)

%02 (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidudidirikan di Jakarta dengan

wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Ripuibdonesia. (Ps.12 ayat (2) UU No. 42
Tahun 1999).

393 Frieda Husnhi HasbullahHukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi
Jaminan Op. Cit, hal. 82-83.

304pid., hal. 85-86.
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Dalam hal debitur cidera janji, salah satu ciri jl@@am fidusia adalah
kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitulagabak pemberi fidusia
cidera janji. Oleh karena itu , dalam UU fidusigpatidang perlu diatur secara
khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalublega parate eksekusi. Apabila
debitur cidera janji menurut pasal 15 ayat (3),gvena fidusia mempunyai hak
untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminansfmatas kekuasaannya
sendiri. Kemudian menurut pasal 19 ayat (1)b, mdaju benda yang menjadi
objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerimaiidssndiri dilakukan melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutandhdsil penjualan benda
yang bersangkutan atau melalui penjualan dibawadata dengan kesepakatan
dengan harapan dapat memperoleh harga yang tertsefgngga memberi

keuntungan baik penerima fidusia maupun pembaeusfaf®®

Perlidungan hukum dalam hak tanggungan

Pengalaman membuktikan bahwa cukup sulithnya pesgele masalah
kredit macet, disebabkan beberapa faktor yang t@iramya bermula dari kurang
diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang berkagdeangan hukum jaminan,
khususnya dalam penggunaan tanah sebagai jamiedit. Kbungguhpun tanah
bukan merupakan satu-satunya jaminan, namun haaksidahwa tanah masih
mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan bknaminan lainnya, hal ini
karena tanah tidak mudah hilang atau rusak sertgmhga cenderung meningkat,
terutama tanah-tanah di daerah perkofd&n.

Mengingat bahwa UUPA pada prinsipnya menganut gsamisahan
horizontal, sesuai dengan asas dalam sistem hullamraaka penggunaan tanah
sebagai jaminan kredit, tidak secara otomatis teakgula bangunan, tanaman

dan benda-benda lain yang berdiri di atas tanaebeit>°’

%% Ipid., 82-87.

3% Budi Harsono, Wpaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mempercepat
Penyelesaian Kredit Macet PerbanKaKumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel | Sampai |
Pengurusan Piutang dan Lelang Negafdakarta: Dep. Keu,. Rl. BUPLN, 1998), hal. 400

307 pid., hal 32-33.
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Karena dalam kegiatan perkreditan tersangkut bpbefgahak, yakni
kreditur, debitur serta pihak-pihak yang terkaitaka dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHPekéngan para pihak
tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangalandaperlindungan dan
kepastian hukumnya.

UUHT dimaksudkan untuk memberikan landasan bagusikembaga hak
jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum Isaghua pihak yang
berkepentingan secara seimbakgdudukan istimewa kreditur tampak, antara
lain, pada®®®

a. Adanya ‘droit de preference’atau hak mendahulu yang dipunyai kreditur
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dah2Pasyat (1)

b. Adanya ‘droit de suite”bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7)

c. Keharusan pemenuhan asas spesialitas berkenaanandedgntitas
pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggusgea, domisili
masing-masing pihak, piutang yang dijamin sertadbeypang dijadikan
jaminan (Pasal 11 ayat (1), dan pemenuhan asassipag)l yakni
pendaftaran hak tanggungan (Pasal 13)

d. Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Péaal26)

e. Ketentuan Pasal 21 bahwa kepailitan pemberi hakgtiamgan tidak
berpengaruh terhadap kelangsungan hak tanggungan

f. Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi-bagi (Pasafat (1))

g. Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tangguongecara di

bawah tangan menurut tata cara tertentu (Pasal&2q3)

Di samping memberikan perlindungan kepada kreditdtyHT juga
memberikarperlindungan kepada debitur/pemberi hak tanggungandan pihak

ketiga dalam hal-hal sebagai berikit:

398 Maria Sumardjono, Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasata
Yang Berkaitan Dengan Kredit PerbankarRumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel |
sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Neg#éjakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN, 1998), hal.
522.

309pid., hal. 523.
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a. Adanya kemungkinan melakukan roya partial yangudidlam Pasal 2
ayat (2) sebagai penyimpangan dari asas tidak d#ipagi-bagi dalam
Pasal 2 ayat (1)
b. Pemenuhan asas spesialitas dan publisitas
c. Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT
d. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjbgéko hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya dapakse@mia apabila hal
tersebut diperjanjikan (Pasal 6 jo Pasal 11 ayatauf e)
e. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegdadgahggungan
untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debdidera janji adalah
batal demi hukum (Pasal 12)
f. Ketentuan tentang pencoretan (roya) hak tangguygag sudah bagus
(Pasal 22) diadakan demi kepentingan debitur/perha&rtanggungan.
Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankda pak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomorhbinTa960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), beriaiu tidak berikut benda
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengamitanantuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutam&kpada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur laitt® Sebagai suatu lembaga hak jaminan yang kuat,
hak tanggungan mempunyai empat ciri pokok, yakni:
a. Memberikan kedudukan diutamakamdferent)kepada krediturnya.
b. Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapureloiiy beradadroit
desuite).
c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas.
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Di samping itu hak tanggungan mempunyai sifat tidakat dibagi-bagi,
yang berarti bahwa hak tanggungan membebani satanaobyeknya dan setiap
bagian dari padanya. Pelunasan sebagian utangdyjangn tidak membebaskan

sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tagggu tetapi hak

%1% IndonesiaUndang-Undang Tentang Pokok-Pokok Agrati) No.5 Tahun 1960, LN
No. 104, Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 1
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tanggungan tetap membebani seluruh obyeknya unsak .gang yang belum
dilunasi®**

Asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut dapat disimgpaalam hal hak
tanggungan dibebankan pada beberapa hak atasdangbelunasan utang yang
dijamin dilakukan dengan cara angsuran sebesar méging-masing hak atas
tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tangguggng akan dibebaskan
dari hak tanggungan tersebut. Dengan demikian, thaggungan hanya akan
membebani sisa obyek hak tanggungan untuk sisayutang belum dilunasi
(Pasal 2 ayat (2) UUHT), agar hal itu dapat berldiarus diperjanjikan dalam
akta pemberian hak tanggungan (APHT).

Sifat lain dari hak tanggungan adalah bahwa haggiamgan merupakan
ikutan @ccesoij pada perjanjian pokok, yakni perjanjian yang mdnilkan
hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhidan hapusnya hak
tanggungan dengan sendirinya tergantung pada yeg dijamin pelunasannya
tersebut.

Keberadaan hak tanggungan ditentukan melalui pehsenuata cara
pembebanannya yang meliputi dua tahap kegiatamiytakap pemberian hak
tanggungan dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yangahdidi dengan
perjanjian pokok, yakni perjanjian utang-piutan@ndtahap pendaftaran hak
tanggungan oleh kantor pertanahan yang menandakah lahirnya hak
tanggungan.

APHT memuat substansi yang bersifat wajib, yaknké&eaan dengan
nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tagggudomisili pihak-pihak
bersangkutan, penunjukan utang atau utang-utargdigamin, nilai tanggungan,
dan uraian yang jelas tentang obyek hak tanggu(igasal 11 UUHT). Di dalam
APHT dapat dicantumkan janji-janji sebagaimanantamgia, yang pada umumnya
membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan unelkkukan tindakan
tertentu terhadap obyek hak tanggungan tanpa ejitulis dari pemegang hak
tanggungan, satu dan lain hal agar obyek hak targggutetap dalam keadaan
terpelihara atau tidak merosot nilainya. Bahkarbdadak atas tanah dilepaskan
haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabubylaakintuk kepentingan

$111bid., Ps 2 ayat (1).
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umum, maka dapat diperjanjikan bahwa pemegang laiggungan akan
memperoleh seluruh/sebagian dari ganti kerugiag yerima oleh pemberi hak
tanggungan

Dalam kaitannya dengan hak pemegang hak tanggupgdama untuk
menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangaumu obyek hak tanggungan
apabila debitur cidera janji dan mengambil pelunagautangnya dari hasil
penjualan tersebut, apabila hal tersebut dikehendaituk berlaku, harus
dicantumkan sebagai salah satu janji mengingat dapenjualan obyek hak
tanggungan tersebut yang merupakan milik pembek tanggungan harus
dilakukan sesuai dengan asas penghormatan kep&@aonang lain. Demikian
pula untuk melindungi debitur, maka janji yang memlkewenangan kepada
pemegang hak tanggungan (kreditur) untuk memiligyek hak tanggungan
apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agragp&da BPN No. 3
Tahun 1996 Tentang Bentuk Kuasa Membebankan Halkggiemgan (HT),
APHT, Buku Tanah Hak Tanggungan dan sertifikat Hahggungan, maka
segala macam janji itu sudah tercantum di dalamdiéir APHT 32

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN NoaBuh 1996 tersebut
merupakan peraturan pelaksanaan tentang bentuksida®PHT dan buku tanah
Hak Tanggungan serta hal-hal yang berkaitan depgarberian dan pendaftaran
hak tanggungan berdasarkan peraturan pemerintahdparaksud dalam Pasal 19
UUPA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 10 ufal961 Tentang
Pendaftaran Tanah. Pada tanggal 30 Mei 1996 tedht tPeraturan Menteri
Negara/ Agraria/lKepala BPN No. 5 Tahun 1996 Tent&endaftaran hak
tanggungan yang merupakan peraturan pelaksanaaim UUH

Pembuatan APHT wajib diikuti dengan pengiriman ak&éa beserta
warkah lain yang diperlukan oleh PPAT ke Kantort&@®han dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahrapdatanganan APHT tersebut
(Pasal 13 UUHT).

%12 Maria Sumardjono, Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permadsata
Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan”Op. Qial. 524-525

%13 |ndonesiaUndang-Undang Pokok AgrarigOp. Cit.Ps. 2.
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Dalam waktu tujuh hari kerja setelah penerimaararsetengkap surat-
surat yang diperlukan untuk pendaftaran, Kantor tadahan melakukan
pendaftaran hak tanggungan menurut peraturan pangrghdangan yang
berlaku, yakni dengan membuatkan buku-tanah Hak gdamgan dan
mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yangadneobyek hak
tanggungan, serta menyalin catatan tersebut patibkaé hak atas tanah yang
bersangkutan, dan jika hari ketujuh itu jatuh pdwdai libur, buku-tanah hak
tanggungan yang bersangkutan diberi bertanggal kenjn berikutnya. Saat
pemberian tanggal pada buku-tanah tersebut adaledat penting, karena pada
saat itulah hak tanggungan lahir, yang berarti myéakedudukampreferentbagi
kreditur, penentuan peringkat hak tanggungan, dafakunya hak tanggungan
terhadap pihak ketiga (pemenuhan asas publisi&et)agai tanda bukti adanya
hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkarfilsatrthak tanggungan yang
memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketahan
Yang Maha Esa” dan menyerahkannya kepada pemegakgtamggungan.
Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hakas tanah yang telah dibubuhi
catatan pembebanan hak tanggungan diserahkan kppadgang hak atas tanah
yang bersangkutan.

Apabila hak tanggungan beralih kareressie subrogasi, pewarisan, atau
karena sebab-sebab lain, misalnya penggabungan ptagambil-alihan
perusahaan, maka hak tanggungan pun beralih dalhaertersebut harus dicatat
oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan peraturamdgserg-undangan yang
berlaku berdasarkan akta yang membuktikan peraliantanggungan tersebut.
Analog dengan pendaftaran hak tanggungan, tanggatapatan peralihan oleh
Kantor Pertanahan adalah hari ketujuh setelahimidégrya secara lengkap surat-
surat yang diperlukan untuk pendaftaran peralihanenentuan waktu ini
penting karena menentukan saat berlakunya perahb&ntanggungan terhadap
pihak ketiga®*

Demikian pula apabila hak tanggungan hapus kareraguelah dilunasi
atau karena sebab-sebab lain, maka Kantor Pertamaglakukan pencoretan atau

314 Maria Sumardjono, Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permadsata
Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan"Op. Cia). 526-527.
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roya catatan hak tanggungan sesuai peraturan ergaddangan yang berlaku
dalam waktu tujuh hari kerja atas permintaan pijakg berkepentingan. Arti
penting pencoretan catatan hak tanggungan adalah lagertiban administrasi
dan tidak ada pengaruhnya terhadap hak tangguraganspdah hapus itu.

Dengan demikian dari pembahasan di atas, maka ledindungan
yang diberikan oleh Hak Tanggungan kepada paraturextialah:

a. Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan adirasi

b. Bentuk perlindungan yang dituangkan dalam asastedatnggungan

c. Bentukperlindunganyang memberikan kepastian hukum kepada kreditur
dalam hal penjualan objek hak tanggungan melaliaksanaan penjualan
dibawah tangan, tidak seperti pada hipotik yang besikan
ketidakpastian, dan apabila dilakukan penjualarawdéh-tangan (tanpa
melalui lelang), penjualan objek jaminan kredit seut dianggap
melanggar hukum dan dapat batal demi hukum. Nanegrily penjualan
objek hak tanggungan dibawahtangan (tanpa melaland) pada hak
tanggungan ini dapat dilakukan dengan adanya kkatpadari debitor
dan kreditur.

Selain kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, bpgningan kreditur
pemegang hak tanggungan disediakan tambahan perjad yang dinyatakan
dalam Pasal 21> Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan paiétmegang
hak tanggungan tetap berwenang melakukan segalaydra diperolehnya
menurut ketentuan UUHT. Ketentuan ini lebin mempké: kedudukan yang
diutamakan dari pemegang hak tanggungan, dengageoealikan berlakunya
akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadbpelo hak tanggungan.
Pemegang hak tanggungan berhak menjual lelang obgkktanggungan lebih
dahulu untuk pelunasan piutangnya, dan sisanya stikkan dalam “boedel
kepailitan” pemberi hak tanggungan.

315 Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan paitnegang Hak Tanggungan tetap
berwenang melakukan segala hak yang diperolehnyanumeketentuan Undang-undang ini. (Ps.
12 UU No. 42 Tahun 1996)
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Perlindungan hukum terhadap kredit bermasalah

Kredit bermasalah atawon performing loafNPL) adalah apabila kualitas
kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibgitkurang lancar, diragukan, atau
macet. Yang bersifat nonstruktural, pada umumnysiddiatasi dengan langkah-
langkah restrukturisasi berupa penurunan suku blreghit, perpanjangan jangka
waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengarartunggakan pokok
kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau kosiieredit menjadi penyertaan
sementara. Sedangkan untuk yang bersifat struktaralk diberikan pengurangan
pokok kredit sebagaimana ditentukan oRBI No. 7/2/PBl/2005agar usahanya
dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu k unttemenuhi
kewajibanny&a™®

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini dapanapiuh dua cara atau
strategi, yaitu peyelamatan kredit dan penyeleskradit. Penyelamatan kredit
adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalalalui perundingan
kembali antara bank dan debitur, sedangkan peraratesredit adalah langkah
penyelasaian kredit bermasalah melalui lembagarhubfang dimaksud dengan
lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusatai®g Negara (PUPN) dan
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLmelalui Badan
Peradilan dan Badan Arbitrase atau Badan AlterPatifyelesaian Sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat ukitak dengan
berpedoman kepad&EBI No. 26/4/BPPPtanggal 29 Mei 1993 yang pada
prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasaabelum diselesaikan
melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif jpewalan kembali
(rescheduling, persyaratan kembalirgconditioning, dan penataan kembali

(restructuring. 32

1. Rescheduling,yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan
terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yankehaan dengan jadwal
pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasukgdang ¢race

%1% HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indones®p. Cit, hal. 75-76.
7 bid. hal. 76.

318 bid. hal. 76-77.
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period, termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila per&ngdn
penambahan kredit.

2. Reconditioning yaitu melakukan perubahan atas sebagian atawubkelu
persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas haepada perubahan jadwal
angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tep@pubahan kredit
tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atauatameglakukan
konversi atas seluruh atau sebagian dari kredijadeaquityperusahaan.

3. Restructuring yaitu upaya berupa melakukan perubahan syaradtsya
perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kreatihu melakukan
konversi atas seluruh atau sebagian kredit menpedusahaan, yang

dilakukan dengan atau tanpeschedulingdan/ataueconditioning.

Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah merudakgkah terakhir
yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah pematian sebagaimana diatur
dalamSEBI No. 26/4/BPPPyang berupa restrukturisasi tidak efektif 2.

Sebagaimana diketahui PUPN dan DJPLN adalah lemymatz dibentuk
oleh pemerintah khusus untuk menyelesaikan utamggukepada negara atau
badan-badan, baik langsung atau tidak langsungséinegara. Tujuan utama di
bentuknya lembaga ini adalah untuk mempercepat, paesimgkat, dan
mengefektitkan penagihan piutang negara. Mekanigr@myelesaian piutang
negara melalui lembaga terdapat beberapa tahagiam °

1. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggtargy dan diperoleh
kata sepakat tentang jumlah utangnya yang harayaliptermasuk bunga
uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutagadepiutang ini,
maka oleh ketua panitia dan penanggung utang a@arpin utang dibuat
suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah térsiEou memuat
kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

2. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksaeperti putusan

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

29 bid.

320 1bid. hal. 77-78.
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3. Pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengarnu ssarat paksa,
melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barakgyke&n penaggung
utang atau penjamin utang dan penyanderaan terlpegnggung utang

dan pernyataan lunas piutang negara.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga melahdaB Peradilan.
Melalui mekanisme ini apabila debitur tidak memeankbwajibannya, maka
setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk meoilgh keputusan
pengadilan. Peradilan umum untuk gugatan perdatapésadilan niaga untuk
gugatan kepailitaf*

Penyelesian melalui Badan Arbitrase berpedoman deepaU No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Persagbn Sengketa. Penyelesaian
ini dapat dijalankan melalui perjanjiaff.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyealegaglit macet
tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c UU NoTABUN 1998 dikemukakan

bahwa :

Selain kelakukan kegiatan usaha sebagaimana diahdaiam pasal 6,
bank umum dapat pula :....... melakukan kegiatanygrtsman modal
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredw &egagalan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengaratsyerus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuam gigetapkan ileh
Bank Indonesid*?

Dalam bagian penjelasannya dikatakan bahwa, pok&kkp ketentuan

yang ditetapkan oleh Bl memuat antara |&f :

1. Penyertaan modal sementara oleh bank yang berasal kdnversi
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan bekdasarinsip syariah
pada perusahaan yang bersangkutan.

%1 |pid. hal. 79.
322 |pid.
323 IndonesiaUndang-Undang Perbanka®p. Cit, Ps. 7 butir c.

24 1bid., penjelasan Ps. 7 butir c.
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2. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan peaanaperdasarkan
prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi peiage modal
3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembalb@pa
i.  Telah melebihi jangka waktu paling lama lima tahatau
ii.  Perusahaan telah memperoleh laba.
4. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukd&enneraca bank,
apabila dalam jangka waktu paling lama lima tathank belum berhasil
menarik penyertaannya.

5. Pelaporan kepada Bl mengenai penyertaan modal saraeheh bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c UU No. 10uiiatB98 tentang
Perbankan beserta penjelasannya menunjukkan bgbamlaaterjadi kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan praysiriah oleh debitur, maka
kegagalan kredit atau pembiayaan itu oleh bank tdatkeonversi menjadi
penyertaan modal sementara oleh bank yang bers@amgkialam jangka waktu

paling lama lima tahun atau perusahaan tersetait teaemperoleh lab&>

4.5. Upaya Pemerintah Sekarang Dalam Mempermudah Ades Kredit

Masyarakat

Peluncuran KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Sejak diluncurkan oleh Presiden R.lI Susilo Bambaighoyono pada
tanggal 5 November 2007, jumlah KUR telah mencdai 6,8 triliun dengan
672 ribu debitur. Jika dibandingkan dengan jeneditrlain, maka pertumbuhan
KUR yang hampir Rp.1 triliun per bulan merupakaespasi yang luar bias¥®

Tujuan diluncurkannya KUR adalaft*

325 HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesp. Cit, hal. 80.

3% Djoko Retnadi, “ Kredit Usaha Rakyat (KUR), Hamap Dan Tantangan”
http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan% 2@sdmi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisn

is/kur.pdf Loc., Cit.

327 | bid.
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a. Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan peialgaan
UMKM,;
b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKNKagoerasi;

c. Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kegtemkerja.

Landasan operasional KUR adalah Inpres No.6 tanggduni 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sekiordd&i Pemberdayaan
UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Depart@mlems, Perbankan,
dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangantaragtzal 9 Oktober 200°7°

Para Pihak Fungsi

Pemerintah (6 Menteri)

Departemen Keuangan

Departemen Pertanian a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian

Departemen Kehutanan kredit/pembiayaan berikut penjaminan

Departemen  Kelautan  dgrKredit/pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi.
Perikanan b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukam

Departemen Perindustrian usaha produktif yang bersifat individu, kelompog&nitraan

Kementerian Negara KUKM dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan
kredit/pembiayaan.

c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang ugaing
akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan.

d. Melakukan pembinaan dan pendampingn selama mada
kredit/pembiayaan.

e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi
dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/&&rtgang

memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha

Perbankan (6 bank)

Bank BRI, Bank Mandiri, BNI| Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutugkan
Bank BTN, Bukopin, BanK pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yarigko
Syariah Mandiri

Perusahaan Penjaminan Kredit

PT Askrindo dan Perum Saranaemberikan persetujuan penjaminan atas kredit/payalain

Pengembangan Usaha yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi.

328 hid.
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Pada saat awal diluncurkan pada tanggal 5 Nove@®@r, skim KUR

hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM denganf@hakredit sampai dengan

Rp.500 juta. Namun setelah berjalan beberapa w&kasiden R.l mengarahkan

agar penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabahanilangan plafon kredit

maksimal Rp. 5 juta. Akhirnya pada tanggal 7 MeD&0dalam acara Rapat

Koordinasi

Terbatas yang dipimpin oleh Menko Penekoian berhasil

dikeluarkan Addendum | Nota Kesepahaman Bersantartgrpelaksanaan KUR

Mikro dan KUR Linkage Program Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari

dana komersial Ban¥k®

Realisasi Penyaluran KUR Nasional per Mei 2008°

Bank Total Kredit Total Debitor | Rata-rata Kredit

(Rp Juta) Per Debitor Rp juta
BNI 911.871 7.413 123.01
BRI KUR 1.744.547 14.502 120,30
BRI KUR Mikro 2.431.078 610.581 3.98
Mandiri 1.021.640 33.232 30.74
BTN 81.051 470 172,45
Bukopin 430.740 1.686 255,48
BSM 258.485 4.400 58,75
Total 6.879.412 672.284 10,23

Sumber: Kantor Menko Perekonomian, diolah

Pada 2011 realisasi penyaluran KUR telah mencapai2®56 triliun

dengan 1.767.598 debitur. Jumlah itu melebihi tatglun ini yang ditetapkan

sebesar Rp 20 triliun. Dengan demikigetara akumulatif realisasi penyaluran
KUR dari 2008-2011 adalah sebesar Rp 60,97 triliurkepada 5.580.156
debitur. KUR pada 2011 mencapai Rp 26,56 triliun yang dimheningkat pesat
dibandingkan 3 tahun terakhir sejak 2008. Meningkatpenyaluran KUR pada
2011 disebabkan adanya Addendum MoU Il pada 12aiaR010 dan Ill pada 16

329 hid.

330 hid.
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September 2010 yang di antaranya memuat penuringkat suku bunga sebesar
2% (KUR mikro semula 24% menjadi 22%. SementaraRKitel semula 16%
menjadi 14% efektif per tahun). Selain itu, addendjuga memuat tentang
diperkenankannya calon debitur yang sedang mengtekoedit konsumtif untuk
juga memperoleh KUR, KUR mikro menjadi Rp 20 jutidsemula maksimum
Rp 5 juta. Sementara bank pelaksana KUR mikro Wipsrpada semua bank
pelaksana tidak hanya BRI, dan KUR linkage yanguemmaksimal Rp 1 miliar
menjadi Rp 2 miliar. "Peningkatan penyaluran KURgulidorong penambahan
bank pelaksana yang pada 2010 ditetapkan menjadiab®. Pada 2010 bank
pelaksana KUR meliputi BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bugm, Bank Syariah
Mandiri, dan 13 BPD. Program KUR sampai saat ilmitemembawa banyak
manfaat di antaranya lebih dari 600 ribu nasabalir Kélah bermigrasi menjadi

nasabah kredit komersizt:

BNI Lampaui Target KUR **

Dewi Indriastuti | Robert Adhi Ksp | Kamis, 6 Okést2011 | 16:17 WIB

—

IST Bank BNI

%1 Gjarifuddin, “Tambah Bank Penyalur, Jangkauan KUMiperluas,”
http://www.kabarbisnis.com/read/28252@unduh 6 Januari 2012, pukul 11.07 WIB.

%Dewi Indriastuti, Robert Adhi Ksp, “BNI Lampaui Tget KUR
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/06/A877/BNI.Lampaui.Target. KUR
diunduh 27 Desember, pukul. 00.57 WIB.
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JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun ini
sudah mengucurkan kredit usaha rakyat sebesar3ritiun hingga September.
Jumlah KUR yang dikucurkan itu melebihi target pamtah untuk BNI, yakni
Rp 2,5 triliun. Demikian paparan Direktur Utama B&&tot Suwondo di depan
Komisi XI DPR, Kamis (6/10/2011).

Hari ini, Komisi XI menggelar rapat dengar pendamingan BNI dan
Kementerian BUMN, perihal hasil right issue BNI padkhir tahun 2010 lalu.
Menurut Gatot, secara umum, paska right issue, hi#lidamenguat. Begitu pula
dengan ekspansi kredit.

"Kredit tumbuh 25,6 persen atau Rp 31 triliun s¢gag Desember 2009-Juni
2011," kata Gatot. Anggota Komisi XI Sadar Subagyengapresiasi langkah
BNI dalam ekspansi kredit. "Namun, masih kurangpeksi ke sektor yang
menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya lewat sgiddanian,” kata Sadar.

BRI Lampaui Target KUR Tahun Inj 3%

Dewi Indriastuti | Agus Mulyadi | Jumat, 28 Oktober 2011 | 19:32 WIB

(BANKBRI

Melayani Dengan Setulus Hati

Bank BRI

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
sepanjang tahun 2011 telah menyalurkan Kredit URakgat sebanyak Rp 14,43
triliun. Kredit itu disalurkan untuk 1.925.000 nasa.

Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir mengemukakahitu di Jakarta, Jumat
(28/10/2011). "Target tahun ini telah terlampa@n&apaian KUR tahun ini sudah
145 persen," katanya.

333 Dewi Indriastuti Agus Mulyadi BRI Lampaui TargeKUR Tahun Ini
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/222925/BRI.Lampaui.Target. KUR.Tahun.l
ni, diunduh 27 Desember 2011, pukul 00.58 WIB.
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Sementara kredit korporasi yang dikucurkan Bank ,Biebagian besar untuk
korporasi badan usaha milik negara, yakni Rp 3dli@rt (61 persen). Sisanya,
berupa kredit korporasi non-BUMN sebesar Rp 22lj2ric

Direktur Kuangan Bank BRI Baequni menyampaikan, $&ptember 2011, kredit
konsumer naik 17 persen dibandingkan dengan peviadg sama tahun lalu, dari
Rp 47,4 triliun menjadi Rp 55,2 triliun.

Penyaluran KUR Mandiri Lebihi Target 3**

Erlangga Djumena | Minggu, 29 Juni 2008 | 22:25 WIB

JAKARTA,MINGGU - Bank Mandiri telah menyalurkan kredit usaha rakya
(KUR) lebih dari Rp 1,021 triliun, melampaui targetng telah ditetapkan yaitu
Rp 1 triliun selama tahun 2008. Hingga 31 Mei 208&nk Mandiri telah
menyalurkan Rp 1,021 triliun kepada lebih dari 32.8ebitor.

Dengan batas terkecil debitur menerima sebesar,Bpjdta dan tertinggi sebesar
Rp 500 juta (sesuai plafon KUR). Sedangkan nilt-rata KUR yang disalurkan
Bank Mandiri sebesar Rp 30,74 juta.

Sementara itu, Bank Mandiri kembali mengucurkan Kkdpada 34 debitur di
Jambi senilai Rp 5,32 milyar, Minggu, bersamaangdenkunjungan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono ke propinsi tersebut.

Penyerahan KUR secara simbolis oleh Direktur UtaB@ak Mandiri Agus
Martowardojo, diberikan kepada 3 orang debiturlaefp 14 juta yaitu kepada
Atiah, pengusaha batik senilai Rp 4,5juta, Sitif#r pengusaha batik senilai Rp
4,5juta dan Aryani, pengusaha bata senilai Rp 5juta

KUR merupakan program yang diluncurkan oleh Presi@eisilo Bambang
Yudhoyono pada bulan November 2007, untuk mendukpoignsi ekonomi
masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan mehenga

Kredit yang disalurkan melalui perbankan tersebueénggunakan skema
penjaminan oleh pemerintah melalui Perusahan Umanan& Pengembangan
Usaha (Perum SPU) dan Asuransi Kredit Indonesi&r{(Ado).

Kredit bagi UMKM dan koperasi dengan pola penjamirtiarsebut disalurkan
untuk sektor ekonomi produktif dengan suku bung&smmaum 16 persen dan
jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta per dabit

%4 Erlangga, Djumena, “Penyaluran KUR Mandiri  LebihiTarget,”

http://nasional.kompas.com/read/2008/06/29/2225(&1yaluran.KUR.Mandiri.Lebihi.Target
diunduh 27 Desember 2011, pukul, 00. 59 WIB.
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Pemerintah dan Bank Belum Sepaham soal Kredit Usaha

335
Rakyat
M Fajar Marta | Robert Adhi Ksp | Senin, 7 November 2011 | 15:46 WIB

S

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Kapal nelayan bersandar di sekitar pelabuhan ikarartl Angke, Jakarta
Utara, Minggu (30/10). Sesuai dengan Peraturan Badknesia Nomor
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bastkum, Bank Indonesia
telah mengatur bahwa kapal laut dapat dijadikamagu

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai
pemerintah dan perbankan belum sepaham soal kwedha rakyat. Menurut
Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Mudmésth (Hipmi) Harry
Warganegara di Jakarta, kesepahaman itu utamarkaittkebijakan bank yang
masih mewajibkan nasabah kredit usaha rakyat (Ktd&)yediakan agunan agar
memperoleh kredit.

Padahal, dalam konsep awalnya, KUR tidak menggunakgunan karena
pinjaman sudah dijamin asuransi. Untuk itu, Hipne@ndesak agar perbankan dan
pemerintah segera duduk bersama dan menyatukaeppersiereka tentang
substansi dan regulasi KUR.

"Kami lihat pemerintah membuat iklan KUR tanpa aunBegitu anggota kami
ke bank, ternyata agunan ini masih dimintai perbankhususnya untuk mikro.
Jadi, pelaku usaha bingung," kata Harry.

KUR diluncurkan pemerintah pada 2007. Konsep KURuimuk meningkatkan
akses perbankan kepada pelaku-pelaku usaha mikrmdaengah yang kesulitan
pendanaan, tetapi memiliki bisnis yang layak. Karesiko pengusaha pemula
masih tinggi, pemerintah menyiapkan penjaminan igreausahaan penjaminan,
di antaranya PT Askrindo.

Hal tersebut bertujuan agar bank penyalur KUR tetayan dalam menyalurkan
kredit. Beberapa bank penyalur KUR adalah BRI, M@nd/landiri Syariah,

335 M Fajar Marta, Robert Adhi Ksp, “Pemerintah damB&elum Sepaham soal Kredit
Usaha Rakyat,”
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/@20464/Target.Penyaluran.Telah.Terlampa
ui, diunduh 27 Desember 2011, pukul. 01.10 WIB.
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BTN, BNI, Bukopin, serta 13 BPD. Selain soal itynga KUR juga masih
tinggi, yakni di atas 20 persen.

"Kalau pemerintah serius menumbuhkan kewirausahaarmga KUR seharusnya
di bawah 10 persen untuk pengusaha pemula,” ujalyHdipmi menilai, dengan
perolehan laba perbankan nasional yang tumbuh séinggi hingga kuartal IlI
tahun ini, sudah saatnya perbankan memikirkan megan sektor riil.

Bukopin Salurkan KUR Rp 530 Miliar >*°

Josephus Primus | Senin, 4 Agustus 2008 | 17:26 WIB

JAKARTA, SENIN - Hingga semester /2008, PT Bank Bukopin Tbk suda
menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sekitar sgadéntriliun atau tepatnya Rp
530 miliar. "Target kami hingga akhir 2008 sekigy 860 miliar,” kata Direktur
Bukopin, Sulistyo Hadi, menjawab pertanyadompas.com dalam acara
pemaparan kinerja, Senin (4/8).

Dengan plafon mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 5@@,jemiten berkode BBKP
ini sudah memiliki 1.800-an nasabah KUR. Sementamga yang ditetapkan
berada pada kisaran 14-16 persen per tahun. Selgajipembiayaan oleh bank
yang 18,19 persen sahamnya dikuasai pemerintabniok sektor usaha Usaha
Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) hingga nsester 1/2008
mencapai angka 31,80 persen atau Rp 24,665 triliun.

Pemerintah mematok target penyaluran KUR sampagaterRp 15 triliun.
Program ini dijamin pemerintah melalui Asosiasi #itdndonesia dan Jaminan
Kredit Indonesia sebesar Rp 1,45 triliun.

4.6. Analisa

Salah satu fungsi bank adalah penyalur dana mastadan salah satu
usahanya adalah memberikan kredit seluas-luasmpadkemasyarakat. Maka dari
itu akses kredit ke masyarakat terbuka lebar. Dgtetaksanaan usaha kredit
bank memberikan akses kredit dengan ketentuaniketenyang baku, salah
satunya adalah persyaratan kepemilikan jaminaraganan calon debitur.

Jika dibandingkan dengan jaminan umum dengan jamkhasus, maka
dalam praktek perbankan ternyata jaminan khusub kdsukai, karena ditinjau

dari sudut kreditur, jaminan khusus akan memberik&n

36 Josephus  Primus, Bukopin Salurkan KUR Rp 530 Milia
http://nasional.kompas.com/read/2008/08/04/17268&%/.kompas.com diunduh 27 Desember
2011, pukul 01.10 WIB.
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Kepastian kepada kreditur untuk memperoleh kengatangnya, dan ini
berarti memperkuat kedudukan kreditur;

Adanya hak preferen artinya ada hak yang didahualukagi kreditur

tersebut diatas kreditur-kreditur lainnya dalam peohan pembayaran

hutang debitur.

Sedangkan ditinjau dari sudut debitur, jaminan kisudapat merupakafr®

a.

Dorongan bagi pihak debitur agar benar-benar beeusatuk membayar
hutangnya;
Merupakan suatu peringatan bagi debitur untuk tidmldah melakukan

wanprestasi.

Sedangkan jaminan khusus mempunyai manfaat baditkrelan debitur, antara

lain 32

a.

9

Jaminan khusus dapat menjadikan terwujudnya p@janpokok atau
perjanjian hutang-piutang;

Jaminan khusus melindungi kreditur dari kerugiarka ji debitur
wanprestasi;

Menjamin agar kreditur mendapatkan pelunasan damd&-benda yang

dijaminkan;

. Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sunggobguh

menjalankan usahanya atas biaya yang diberikartkred

Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi ygoeyjdinjikan sehingga
dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-gudbitur dapat
dibayar lunas;

Menjamin debitur berperan serta dalam transakspg ydibiayai pihak

kreditur.

%37 Frieda Husni Hasbullatjukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jamin

Cet.3 Op. Cit, hal. 21.

%8 Ibid.

339pid., 21-22.
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Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) UU NbTahun 1967 tentang
“Pokok-Pokok Perbankan” yang menyatakan dengarstbghwa “Bank Umum
tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa suatmnirjan (agunan) kepada
siapapun. Kemudian dalam perkembangannya dalan Bddd No. 7 Tahun
1992 tentang “Perbankan” yang menyatakan : “ Data@mberikan kredit Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dmariggupan debitur
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dip&ga.” Kemudian dalam
perkembangan selanjutnya melalui Pasal 8 ayat (1) Nd. 10 Tahun 1998
tentang “Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tenRergankan” walaupun
tidak setegas UU No. 14 Tahun 1967 namun kritenuku memperoleh kredit
dari Bank makin diperjelas. Dasarnya adalah Paagh8(1) yang berbunyi :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasdPkensip Syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkanlisssiayang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesang@iasabah Debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pemémydimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jadi walaupun UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10uhah998 tidak
dengan tegasekplisiy mensyaratkan suatu jaminan (agunan) namun secara
tersirat (mplisit) Bank menghendaki adanya suatu jaminan berdas&gyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur serta hsatedtakukan analisis
mendalam atas itikad Nasabah Debiflir.

Perlindungan hukum pada lembaga keuangan pada uyaurselain
berpedoman pada hukum jaminan semuanya sudah dedas dalam peraturan
perundang-undangan yang menyangkut mengenai péeaedperlindungan
tersebut mulai dari awal persiapan sampai penyalasga.

Dari jaminan khusus tersebut ternyata menimbulkasatah bagi mereka
yang tidak memiliki objek jaminan sehingga akseedkr yang luas menjadi
terhambat. Permasalahan yang sering terjadi dalamparoleh akses kredit

terhadap lembaga keuangan, antara lain ad&fah :

349 pid., hal. 19-21.

341 Bank Indonesia, Survei Kegiatan Dunia Usaha,
http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Survei/Survéiegiatan+Dunia+Usaha/  diunduh 19
Desember 2011, pukul 15.10 WIB.
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a. Persyaratan kredit yang cukup rumit
b. Suku bunga kredit yang cukup tinggi

Sedangkan dalam mengakses kredit melalui KSP/UUSEKih
mengutamakan anggota dan wilayah kerja sehinggmgduas jangkauannya.

Sedangkan perlindungan hukumnya meskipun bersifahdgkatan
kelayakan dan penggunaan agunan tidak suatu kemarwstapi KSP/USPK
memberikan kewajiban adanya jaminan dari calon at@agdan perjanjian dengan
koperasinya jika kreditnya dilakukan oleh anggada dtau koperasi lain. Selain
melalui perjanjian dan agunan juga dapat dipentnaklui lembaga jaminan dan
asuransi. Tetapi tidak boleh menyimpang dari tujkaperasi itu sendiri yaitu
kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pemerintah melalui skim kredit mengeluark kebijakan-
kebijakan yang bertujuan untuk membuka akses kreglilas-luasnya kepada
masyarakat melalui lembaga keuangan dan kopefaagyaepenyalur.

Dalam hal lemahnya pemenuhan persyaratan jaminas &tedit
masyarakat/UMKMK, maka upaya pemerintah sekaranglahd meluncurkan
skim KUR dengan melakukan kerjasama dengan PeasaRenjaminan yaitu
denganNota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menwrakgan, Menteri
UKM dan Koperasi, Menteri Pertanian, Menteri Ketautdan Perikanan, serta
Menteri Perindustrian, yang mewakili pemerintahdé&egkan dari BUMN antara
lain Perusahan Umum Jaminan Kredit Indonesia dan ARTransi Kredit
Indonesia. Dari pihak ketiga adalah BRI, Bank MandBNI, BTN. Bank
Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri, dengan kronadagbagai berikut :

a. Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakaarcépatan

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMBRM KUR hanya

satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plaforedlit sampai dengan

Rp.500 juta.dengan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen
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Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan y@angatangani pada
tanggal 9 Oktober 20072

b. Addendum | Nota Kesepahaman Bersama tentang pekésakKUR
Mikro dan KUR Linkage Program tanggal 7 Mei 2008 \glenpenyaluran
KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan pl&fi@dit maksimal
Rp. 5 juta®*®

c. Addendum Il Nota Kesepahaman Bersama antara Kenmamt@eknis
dengan Perusahaan Penjamin dan Bank PelaksanageR&njaminan
Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Meragngdan Koperasi
tanggal 12 Januari 20I@emuat penurunan tingkat suku bunga sebesar
2% (KUR mikro semula 24% menjadi 22%. SementaraRKltel semula
16% menjadi 14% efektif per tahuff}.

d. Addendum llI16 September 2010, Berdasarkan nota tersebutnpkafiiR
mikro naik menjadi Rp 20 juta dari semula Rp 5 juszlain itu. ada
peningkatan penjaminan pemerintah untuk sektoapen, kelautan dan
perikanan, kehutanan, serta industri kecil men@fipersen dari semula
70 persen. Nota ini juga mencakup pemberian skelig Kntuk pekerja
Indonesia di luar negeri dengan penjaminan pemBrlapersen. Selain
itu, plafon KUR untuk program linkage executingrfgaluran KUR tidak
langsung) naik dari semula Rp 1 miliar menjadi Rpnliar. Jangka
pinjaman untuk perkebunan tanaman keras langsuagad 3 tahuri®

342 Djoko Retnadi, *“ Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harap@®an Tantangan”
http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan% 2@skmi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisn
is/kur.pdf Loc. Cit.

343 pid.

34 Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kretifembiayaan Kepada Usaha
Mikro, Kecll, Menengah dan Koperasi,” http://komite
kur.com/files/kumpulan_peraturan_terbaru_kur, plifinduh 6 Januari 2012, pukul 13.24 WIB.

35 Gjarifuddin, “Pemerintah dan BUMN teken Adendum | [IKUR,”
http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/berita/permtah-dan-bumn-teken-adendume-iii-kur/
diunduh 6 Januari 2012, pukul 13.32 WIB.
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Dari analisa ini maka Penulis menyimpulkan bahwaypdiaan akses
kredit KSP/UUSPK berdasarkan peraturan yang adk tegbaik pada lembaga
keuangan pada umumnya karena :

1. Luasnya jangkauan pelayanan masyarakat terbatas paitayah
KSP/USPK berada dan lebih mengutamakan kepentiagggota terlebih
dahulu. Dasar hukumnya adalah :

a. Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentangdperasiafi®

b. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang kegidsaha
Simpan Pinjam Kopera&t/

c. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) Permenkop dan UKM1Rolrahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usahparsim
Pinjam Oleh Koperasi'®

d. Pasal 19 butir (a) Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahwo4
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KFB*0)

2. Sedangkan perlindungan hukum terhadap masyarakgapeannya tidak
setegas jika dibandingkan dengan lembaga keuarsganya. Misalnya
dalam hal pemberian agunan Pasal 23 Kepmenkop dévi No. 96

346 (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalugkanmelalui kegiatan usaha
simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota Koperasgybersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau
anggotanya(Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentamgdperasian).

%7 (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaidiaa&sud dalam Pasal 19 huruf
b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjanmgunéamakan pelayanan kepada anggota.
(Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentangatagiUsaha Simpan Pinjam Koperasi).

38 (1) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjaoperasi melayani anggota
koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang mémesyarat, koperasi lain dan atau
anggotanya(6) Koperasi sekunder dilarang melayani anggotarpegan secara langsur{§asal
19 ayat (1) dan ayat (6) Permenkop dan UKM No. &Buh 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi).

349 persyaratan calon peminjam sebagaimana dimaksad pa huruf ¢ sebagai berikut :
a. anggota dan calon anggota bertempat tinggaladiah pelayanan KSP/USP Koperd8iasal 19

butir (a). (Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahun 2004tdaeg Pedoman Standar Operasional
Manajemen KSP-USP).
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Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasionalj®étasa KSP-USP
350
Analisa ini juga didasarkan pada data dari hasivavecara saya dengan

narasumber di bidangnya masing-masing, antara lain

1. lbu Siti Lestari, yang menyatakan bahwa untuk metope akses kredit
bagi masyarakat biasanya pemerintah mengatasinygademengadakan
kredit program dan Koperasi hanya sebagai penyadutit >

2. Bapak Nabil Hillabi, yang menyatakan bahwa Koper&siryawan
Malacca Strait Sejahtera sejauh ini hanya melayanjaman kepada

anggotanya saja?

Analisa ini juga didasarkaatas data yang diolah dari Statistik Ekonomi
dan Keuangan Indonesia (SEKI) 2011 Bank Indonedifgeroleh data sebagai
berikut

Per Juli 2011 total kredBank Umum mencapai : Rp. 1.963,599 Trilliun.

Kredit Modal Kerja Kredit Konsumsi Kredit Investas

Bank Umum | Rp. 940,041 trilliun | Rp. 610,108 trilliun| Rp. 413,450 trilliun

%50 penyediaan agunan oleh calon peminjam sebagaidiama&ksud dalam pasal 15 huruf
g tidak merupakan syarat mutlak dalam pemberiajampian tetapi harus memperhatikan
kemampuan calon peminjam untuk membayar kembajamiannya.(Pasal 2Bepmenkop dan
UKM No. 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Gueral Manajemen KSP-USP).

%1 Hasil wawancara dengan pihak Departemen Perkdpar&epublik Indonesia, yaitu
dengan Ibu Siti Lestari, selaku Kepala Sub Bagamngan Data Biro Perencanaan Kementerian
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. JI. Rasung 8aiding 3-4, Kuningan, Jakarta.

%2 Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Kopéaagawan, yaitu Bapak Nabil

Hillabi, selaku salah satu pengurus Koperasi KagraMalacca Strait Sejahtera yang beralamat di
Gedung Landmark JI. Jend. Sudirman No. 1 Jakaftde®e
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Terdiri Bank persero : Rp. 717.161 trilliun (didorasi oleh Kredit Modal Kerja)

Kredit Modal Kerja

Kredit Konsumsi

Kredit Investas

Bank Perserq

) Rp. 371,391 trilliun

Rp. 221,103 trilliun

Rp. 124,667 trilliun

Terdiri BPD : 164.753 trilliun (didominasi oleh &gt Konsumsi)

Kredit Modal Kerja

Kredit Konsumsi

Kredit Inverias

BPD

Rp. 33,735 trilliun

Rp. 111,588 trilliun

Rp. 19,412 trilliun

Penyaluran UMKM 2011 oleh Bank Umum sebesar = #2li8in, terdiri dari :

BUMN

BSN

Bank Campuran

Bank Asing

BPR

29, 3tr

Lanetr

266,7 m

448,1

m 1,3tr

Jumlah Debitur per Mei 2011 = 54. 372. 000 debitur

Bank Umum

BPR

Lembaga Keuangan Non Bank

(LKNB)

48.968.000 debitur

4.681.000 debitur

722.000.debitur

Data diolah dari sumber : Statistik Ekonomi damu&mgan Indonesia (SEKI) 2011 Bank

Indonesia (ndonesian Financial Statisfic
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Sedangkan penyaluran kredit oleh KSP/USPK padant2Bd1 mencapai
9.5 trilliun dengan jumlah anggota 6.125.799 anaddt Berdasarkan data
statistik perkoperasian 2011 jumlah koperasi pek02tencapai 177.482, yang
aktif 124.855, yang tidak aktif 52.627 dengan jumiSP/USPK 71.000.

%53 Kemenkop Berikan Award Kepada KSP Terbaik, Hftisnisharian.com/cari/berita-
534-kemenkop-berikan-award-kedpa-koperasi-simpajami-terbaik.html diunduh 12 Januari
2012, pukul 12.30 WIB.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di depan detagarkan kajian
pokok permasalahan yang telah dirumuskan, makalipememberikan 3 (tiga)
kesimpulan, antara lain :

Pertama Posisi atau keberadaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha
Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dalam sistemakgan yang berbadan
hukum di Indonesia merupakan lembaga keuangan fonma bank. Sistem
keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk olehbagallembaga yang
mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan selluk lie bidang keuangan.
Keberadaan koperasi sebagai badan usaha mempsualiehstatus badan hukum,
secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang NoBhdraBun 1992 tentang
Perkoperasian. Penegasan Undang-Undang Perkoperssebut bersumber
pada UUD RI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1). @& sebagai lembaga
keuangan non bank karena KSP/UUSPK selain bukaiaragri sistem moneter
juga tidak seluas kewenangan perbankan dalam bidengngan seperti
penghimpunan langsung dana masyarakat, jasa-jasadan lainnya, serta tidak

dapat menciptakan uang giral.

Kedug Pengaturan Koperasi sebagai pelaksana kredit (KSP/UUSPK)
dalam pelaksanaan usahanya selain berpedoman pat#andgiUndang
Perkoperasian, Peraturan-Peraturan pelaksanaamyg#®geraturan dan Keputusan
Menteri Koperasi dan UKM dan juga tidak boleh beta@gan dengan Undang-

Undang Perbankan, antara lain adalah :

a. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang &wmiakn
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
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b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keaih d
Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.Kukif2B08
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha SimpmamP
Oleh Koperasi.

c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keah d
Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukt2004
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen &siper
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keah d
Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.Kukif2808
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi SirRpgam
dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keah d
Menengah Republik Indonesia Nomor : 21/Per/M.Kukif2808
tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan PirgantJuit

Simpan Pinjam Koperasi.

Ketiga penyediaan akses kredit lembaga keuangan (perbankan)
memiliki jangkauan luas dalam penyediaan akses itkdegpada masyarakat
mengingat fungsi dan tujuan bank itu sendiri yd&rfungsi menghimpun dan
menyalurkan dana kepada masyarakat dan bertujuaingk@tan kesejahteraan
rakyat banyak hal ini sesuai bunyi Pasal 3 danIRhsdJ No. 7 Tahun 1992.
Sedangkan penyediaan akses kredit koperasi sebpghiksana kredit
(KSP/UUSPK) meskipun keberadaan agunan bukan skeharusan tetapi
KSP/UUSPK dalam pelaksanaan kreditnya lebih memgaitan ke anggotanya
sehingga selain kurang luasnya akses kredit untakyarakat luas juga karena

keterbatasan modal koperasi. Hal ini sesuai dehgapi :

a. Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
b. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang kagia

Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
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c. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) Permenkop dan UKM1Ro
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatdra Usa
Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

d. Pasal 19 butir (a) Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahun
2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen
KSP-USP beserta lampirannya.

Perlindungan hukum lembaga keuangan pada umumnya (Perbankan)
berpedoman pada asas-asas hukum jaminan dan lembagaan, yang
pengaturannya diantaranya dalam KUH Perdata, KUlgabg, UU Perbankan,
UU tentang Fidusia, UU tentang Hak Tanggungan sBEesaturan-Peraturan
Pelaksana Jaminan Utang. Dimana dalam hal kredmdsalah (macet) debitur
diberikan perlindungan hukum melalui langkah-larigk@enyelamatan kredit
seperti rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan
kembali), danrestructuring (penataan kembali) sebelum dilakukan langkah-
langkah penyelesaian kredit seperti melalui Panitifrusan Piutang Negara
(PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang MKegéOJPLN), Badan
Peradilan, Arbitrase atau Badan Alternatif Penyabes Sengketa. Sedangkan
perlindungan hukum pada KSP/UUSPK ke anggotanyakwkian melalui
perjanjian sedangkan ke calon anggotanya wajib memgkan jaminan
sedangkan untuk koperasi lain dan/atau anggotanggib wmenggunakan
perjanjian dengan koperasinya (lampiran Kepmenk#&d/1UO6/Kep/M.KUKM/
IX/2004 hal 23). Penyaluran dana ke calon anggota, kopkiasilan anggotanya
jika dan hanya jika KSP/USPK memiliki kapasitasitielitas dasar pertimbangan
skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakéaygean anggotanya dan
mendapat persetujuan Rapat Anggota. Sedangkan dwarkredit bermasalah
tidak berbeda dengan upaya penyelamatan yang HKdakypada lembaga
keuangan perbankan. Meskipun keberadaan agunam lsukéu keharusan tetapi
jika dirasa perlu dapat diperluas dengan hukumnamidan asuransi dan tidak
boleh mengurangi tujuan dari koperasi yaitu kegejalan anggotanya. Hal ini
sesuai dengan bunyi Pasal 23 daampiran : Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rl Nomo/K&&/M.KUKM/ 1X/2004
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Tentang : Pedoman Standar Operasional ManajemeAUdSEPKoperasi Tanggal
: 21 September 2004.

5.2. Saran
Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa sarag gapat dikemukakan
sebagai masukan bagi masyarakat dan lembaga keuangapun bagi

pemerintah. Adapun saran-saran yang hendak dikdwnlantara lain adalah :

1. lkhwal perluasan akses kredit setidaknya dapapdiaaelalui tiga modus

a. Kendala akses kredit ke perbankan dapat ditembualunéKM
dan karenanya program hubungan bank-LKM menjaafipg.

b. Persyaratan kredit bagi usaha mikro sebenarnyat dipagkas
menjadi 2 C yaitu character dan collateral. Collateral bagi
pengusaha mikro adalah kelayakan atau prospek utsakandiri,
namun untuk menilainya harus ada ‘catatan usahaja3 penting
LSM/ LKM adalah membantu para pengusaha mikro agampu
membuat catatan usaha, sebab akan sangat sulmel@potkan
jika soal ini dibebankan ke perbankan.

c. Mengembangkan akses LKM ke lembaga dana yang mekyged
dana murah. Idealnya pemberdayaan orang miskin skaru
multilayer, multistrata dan dengan modus yang beragam.

2. lkhwal perlindungan hukum setidaknya dapat dicaleaigan :

a. Dalam hal lembaga keuangan sebagai pelaksana,kpedierintah
harus mengawasi perjanjian baku yang biasanya dibeeara
sepihak oleh kreditur sehingga tidak mengurangitek debitur
dan khusus KSP/UUSPK dibuat pengaturan lebih tsgaingga
akibat flhukum yang timbul dapat diselesaikan sebakum.

b. Dalam hal lembaga keuangan sebagai penyalur kreditu
dengan mempertahankan dan memperluas kerjasama bakg
antara lembaga penjamin, pemerintah serta lembaganigan
yang bersangkutan dalam mensukseskan skim kredit.
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